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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan
dokumen perencanaan tahun pertama untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
tahun 2024 -2026.

Mengamati pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Strategis Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
tahun 2024 — 2026, maka realisasi capaian target Kinerja dapat diuraikan sampai triwulan 2 (dua)
tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan renja dan Renstra 2024 — 2026 sesuai tujuan dan
sasaran Renstra OPD, sehingga kinerja yang diharapkan mencapai tujuan dan sasaran akan menjadi
jelas dan terukur.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan kinerja tahunan yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan menjadi
acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran perubahan Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulawesi
Selatan tahun anggaran 2024, Melalui rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan
dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja .

Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi dalam

melengkapi dan menyelesaikan rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih.

Makassar,  Agustus 2024

Rencana Kerja DP3A-DALDUK-KB Prov. Sulsel Perubahian Tafun 2024
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen
rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai arti yang
strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah
daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi dan
misi Gubernur serta program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) tahun 2024

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program /
kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada
tahun 2024, ini merupakan tahun pertama periode Renstra Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2024
2026 dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan
hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.

2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum
dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan
yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan

prakiraan maju.
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Sejalan dengan rancangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan periode
2024 - 2026 “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkarakter”, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. SulSel sebagai salah satu OPD bersinergi dalam
mendukung pencapaian visi tersebut.

Untuk dapat mewujudkan rencana pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan
dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sul Sel
menyusun Rencana Kerja Tahun 2024. Penyusunan Renja OPD Tahun 2024 merupakan
penjabaran RPJMD Periode 2024 — 2026. Renja OPD digunakan sebagai dasar dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD. Renja ini menguraikan lebih rinci tentang
sub kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan program yang telah
ditetapkan dalam Renstra DP3A - Dalduk KB.

Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel
dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengengelolaan Keuangan
Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan;

8. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi

Pembangunan Daerah;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Tata Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021,

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun
2019 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 209-2029;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ..... Tahun ....... tentang APBD
Provinsi Sulawesi Selatan T.A. 2024.

Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022, dan
perencanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) DP3A Dalduk KB Prov. SulSel tahun 2024.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2024.
Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun
2024, sebagai berikut :

BAB | PENDAHULUAN

Memuat latar belakang Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta

sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun

2024.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan capaian Rencana

Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan

tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.
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BAB 11l TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program
dan kegiatan prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program / kegiatan / Sub Kegiatan dan rumusan pendanaan program/kegiatan/Sub
Kegiatan tahun 2024 (periode Renstra tahun 2024 - 2026) Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Selatan.

BAB V PENUTUP

Menjelaskan uraian lain berupa catatan-catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta

rencana pelaksanaan tindakannya.
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BAB 11
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Akhir Pelaksanaan Renstra Perubahan 2021-2023.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah
diuraikan tentang sejauh mana target kinerja dan capaian rencana kerja tahun lalu dan
perkiraan capaian tahun berjalan terhadap rencana capaian target kinerja program dan
kegiatan (Renstra-P PD 2021 — 2023) sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.29 sebagai
berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan merupakan penjabaran dari
Rencana Kerja tahunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan sebagai
Pelaksana Teknis Pembangunan Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
serta urusan pengendalian penduduk dan KB. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
KB Provinsi Sulawesi Selatan menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran
Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan pada Tahun 2022.

Pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2022 yang bersumber dari APBD
dan DAK NF sebesar Rp. 15.436.225.282 dengan capaian realisasi kinerja fisik sebesar
99,90% dan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 14.509.490.775 atau sebesar 94%.

Sedangkan, untuk tahun 2023 pagu anggaran juga bersumber dari APBD dan DAK NF
sebesar Rp. 16.919.177.905 dengan capaian realisasi keuangan sebesar Rp. 16.028.708.369
atau 94,74 persen dengan capaian realisasi fisik sebesar 99,47 persen.

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022 dan 2023 beserta permasalahan dan

rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya :
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2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran

yang direncanakan.

Terdapat 10 program dengan 23 kegiatan yang mendukung pencapaian target
kinerja pada Dinas Pemberdyaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan 2023. Terdapat 2
indikator dalam Program Pengarusutaman Gender dan Pemberdayaan Perempuan
yaitu : 1). Persentase pemenuhan ARG tingkat Provinsi dengan target 60 % dengan
pencapaian 37 % dan 2). Persentase pemenuhan indikator prasyarat PUG tingkat
Provinsi dengan target 60% dan realisasi pencapaian 60%. Sedangkan 9 program
lainnya memenuhi target (100%) bahkan ada yang melebihi target yang telah
ditetapkan tahun 2022 dan 2023.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran

yang direncanakan.

Terdapat 10 program dengan 23 kegiatan yang mendukung pencapaian target
kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan KB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dan 2023. Adapun
pencapaian program yang telah memenubhi target kinerja tahun 2022 dan 2023 :

Tabel 1.
Realisasi Program Tahun 2022 dan Tahun 2023 yang Mendukung Pencapaian Kinerja

No.

Target Kinerja Realisasi Kinerja

Program Indikator

Perlindungan Khusus

yang menyedakan

2022 2023 2022 2023
1. Program 60% 60% 37% 61%
Pengarusutaman
Gender dan Persent_ase peme_nur_]an
ARG di tk. Provinsi
Pemberdayaan
Perempuan
Persentase pemenuhan 60% 60% 71% 61%
indikator prasyarat
PUG tk. Provinsi
2. Persentase kab/kota 85% 87% 85% 87%
Program Pengelolaan .
Sistem Data Gender yang menyediakan
data gender dan anak
dan Anak
yang terupdate
3. Program Persentase kab/kota 37,5% 50% 37,5% 37,5%
Perlindungan yang menyediakan
Perempuan layanan perlindungan
perempuan yang
terstandarisasi
Persentase perempuan 95% 95% 95% 95%
korban kekerasan yang
terlayani
4. Program Peningkatan | Persentase kab/kota 37,5% 50% 37,5% 50%
Kualitas Keluarga yang menyediakan
lembaga layanan
peningkatan kualitas
keluarga yang
terstandarisasi
5. Program Pemenuhan | Persentase kab/kota 75% 83,33% 87,5% 91,6%
Hak Anak layak anak
6. Program Persentase kab/kota 37,5% 50% 37,5% 37,5%
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Anak layanan anak korban
kekerasan yang
terstandarisasi
7. Cakupan kab/kota 16,7% 25% 20,83% 25%
Program yar?g. mgndapat.kan
. fasilitasi pembinaan
Een?_e ndTDhar; duk penanganan terpadu
ualitas Pendudu isu kependudukan di
kampung KB
8. Program Pembinaan | Persentase PUS 64,94% 65,34% 64,94% | 65,34%
Keluarga Berencana | Peserta KB Aktif
9. Program Persentase kab/kota 16,7% 25% 16,7% 25%
Pemberdayaan dan yang meningkat Indeks
Peningkatan Capaian Pembangunan
Keluarga Sejahtera Keluarga
10. Persentase Kepuasan 100% 100% 100% 100%
Program Penunjang ASN DP3A Dalduk
. KB terhadap layanan
Urusan Pemerintahan .
kesekretariatan
Daerah .
kategori puas/sangat
puas
Persentase 100% 100% 100% 100%
keterpenuhan dokumen
perencanaan,
penganggaran dan
pelaporan Kinerja tepat
waktu
Persentase temuan 3% 2% 0% 0%

material BPK dan
APIP

2.1.3 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

Program/Kegiatan

1. Adapun faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan/sub kegiatan

dimaksud disebabkan oleh masih rendahnya ketersediaan anggaran belanja program,

kegiatan dan sub kegiatan, keterbatsan sdm yang kompeten dan yang terpenuhi target

kinerja program/kegiatan/sub kegiatan ditunjang oleh ketersediaan anggaran yang

cukup dan komitmen serta kinerja penanggungjawab program, kegiatan dan sub

kegiatan. Selain itu, beberapa faktor penghambat dari beberapa teknis kegiatan yang

kurang maksimal karena

e Pengukuran kinerja belum dilakukan secara optimal serta evaluasi internal terkait

pencapaian kinerja belum sepenuhnya memberikan gambaran atas permasalahan

dan rekomendasi.

o Keterlibatan partsipasi perempuan di tingkat parlemen yang masih tergolong

rendah

e Minimnya sinergitas antar lembaga dalam pelaksanaan advokasi dan KIE serta

program bangga kencana.

e SDM (Sumber Daya Manusia) yang terbatas, terutama SDM yang akan menjadi

pelatih/fasilitator pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

e Minimnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi PIK-R maupaun SDM lainnya

yang menjalankan promosi kesehatan reproduksi.

o Kurangnya promosi terkait layanan puspaga ke masyarakat.
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e Terbatasnya SDM petugas pengelola SIGA
e Masih kurangnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

e Belum terlaksananya koordinasi antar stakeholder secara maksimal.

2.1.4 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
Kesimpulan tentang target capaian program Renstra Perangkat Daerah pada pelaksanaan
Renstra OPD (2021-2023) dapat dikatakan telah memenuhi target baik capaian program
maupun kegiatan yang berimplikasi terhadap keberhasilan OPD dalam pelayanan publik.

2.1.5 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi
faktor-faktor penyebab tersebut yaitu ;

a) Program dan kegiatan yang memenuhi target tetap direncanakan dan dianggarkan
untuk kesinambungan sampai akhir periode Renstra.

b) Kegiatan yang belum memenuhi target diupayakan lokasi dana yang cukup dengan
melakukan advokasi kepada pengambil kebijakan anggaran dan dukungan kinerja
penanggungjawab kegiatan

c) Pemantauan rencana aksi secara berkala

d) Penguatan komitmen daerah terkait penyelenggaraan Pengarusutaman Gender di
Provinsi Sulawesi Selatan

e) Meningkatkan sinergitas program dan kegiatan dengan Lembaga Pemerintah dan Non
Pemerintah

f) Kerjasama lintas sektoral, lembaga dan NGO

Rencana Kerja DP3IA-DALDUK-KB Prov. Sulsel Perubahan Tahun 2024
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Tabel T-C.29. (Renstra Perubahan 2021 — 2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Renstra Setelah Revisi)
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

Target Dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2022)

Realisasi Capaian
Target Renstra
Perangkat Daerah Akhir

Target Renstra - 2023
Indikator Kinerja Program Perubahan Tahun Kinlz(:jegllizsslil-rlg:ggtram Target Program
Urusan/Shidang Urusan Pemda ; - 2021 S/D 2023 & Kegiatan Realisasi
. (Outcome) dan Indikator Kegiatan . - Dan Keluaran . 188l | ringkat
& Program/Kegiatan (Akhir Periode - (Renja Pd Tahun|  capaian ing
(Output) Kegiatan S/D Tahun pai Capaian
Renstra Perangkat 2021 . N Tingkat 2023 Program patan
Daerah) Target Renja PD |Realisasi Renja Pd Realisasi Dan Realisasi
2022 2022 . . Target
Renja Kegiatan
Renstra
S/D Tahun 0
2023 (%)
_ 10= -
1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 (5+7+9) 11 =(10/4)
Satuan Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan Vol Satuan | Vol
PROGRAM PENUNJANG Persentase Realisasi Kegiatan o o o o o o
URUSAN PEMERINTAHAN | Perangkat Daerah /o 100 /o 0 /o %8 /o %8 100 %% /o 100 100 100
AH PROVINSI Persentase Penurunan Temuan % 2 % 0 % 3 % 3 100 % % 3 3 66.67
berdasarkan LHP
Persentase ASN Perangkat
daerah berkinerja Kategori 0 0 0 0 0 0
Baik dan Sangat Baik Yo 99 Yo 0 Yo 100 Yo 100 | 100 % Yo 98 98 98,99
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Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja

Persentase penyusunan
dokumen perencanaan,

tepat waktu

Perangkat Daerah penganggaran dan evaluasi % 100 % % 100 % 100 100 % % 100 100 100
kinerja perangkat daerah tepat
waktu
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra PD
Perencanaan Perangkat Daerah | yang disusun dan ditetapkan Dokumen | 3 Dokumen Dokumen 1 Dokumen | 1 100 % Dok 1 2 66,67
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Renja dan
Perubahan Renja yang disusun Dokumen | 6 Dokumen Dokumen | 2 | Dokumen| 2 100 % Dok 2 4 66,67
dan ditetapkan (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA - SKPD
Dokumen RKASKPD yang tersusun (Dokumen) Dokumen | 3 Dokumen Dokumen | 1 | Dokumen| 1 100 % Dok 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA
Dokumen Perubahan - SKPD yang tersusun (Dokumen) | Dokumen 3 Dokumen Dokumen 1 Dokumen| 1 100 % Dok 1 2 66,67
RKASKPD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen DPA - SKPD
DPA SKPD yang tersusun (Dokumen) Dokumen 3 Dokumen Dokumen 1 Dokumen | 1 100 % Dok 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA
Perubahan DPASKPD - SKPD yang tersusun (Dokumen) | Dokumen | 3 Dokumen Dokumen | 1 | Dokumen| 1 100 % Dok 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan PD Yang Tersusun (Laporan) Laporan 60 Laporan Laporan 20 | Laporan | 20 100 % Lap 20 40 66,67
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD Jumlah Jenis Data dan Informasi ) ) ) ) )
Yang Terpublikasi (Jenis) Jenis 20 Jenis Jenis 20 Jenis 20 100 % Jenis 20 20 100
Jumlah dokumen laporan Evaluasi
Pelaksanaan Bidang PPPA dan
Dalduk KB yang tersusun Dokumen | 6 | Dokumen Dokumen | 3 | Dokumen| 2 | 100% Dok 2 4 66,67
(Dokumen)
Administrasi Keuangan Persentase penyusunan
Perangkat Daerah dokumen laporan keuangan % 100 % % 100 % 100 | 100 % % 100 100 100
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Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur
Sipil Negara (ASN) untuk tiap

0,
bulannya selama 1 tahun (Bulan) Bulan 36 Bulan Bulan 12 Bulan 12 100 % Bulan 12 24 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan
Laporan Keuangan Akhir semesteran dan akhir tahun yang o
Tahun SKPD disusun (Laporan) Laporan 6 Laporan Laporan 2 Laporan 2 100 % Lap 2 4 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Administrasi
Laporan Keuangan Keuangan (Laporan) 0
BulananTriwulananSemesteran Laporan 36 Laporan Laporan 12 Laporan | 12 100 % Lap 12 24 66,67
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah laporan prognosis realisasi
Analisis Prognosis Realisasi anggaran yang disusun (Laporan) | Laporan 3 Laporan Laporan 1 Laporan 1 100 % Lap 1 2 66,67
Anggaran
Administrasi Kepegawaian Rata-rata nilai perilaku pegawai
Perangkat Daerah pgran_gkat daerah berdasarkan | Nilai rata- 80 Nilai rata- Nilai rata- 78 Nilai rata- 76 100 % Nilai 78 78 97,50
kinerja ASN rata rata rata rata rata-rata
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas dan
Beserta Atribut Pakaian KORPRI Beserta
Kelengkapannya Perlengkapannya yang tersedia Pasang | 130 | Pasang Pasang 0 Pasang 0 100 % Psg 65 65 50
(Pasang)
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan
dan Pakaian Khusus Hari-hari
0
tertentu yang tersedia (Pasang) Pasang 130 Pasang Pasang 0 Pasang 0 0% Psg 65 65 50
Pendataan dan Pengolahan Jumlah laporan administrasi
Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang tersusun Laporan 9 Laporan Laporan 3 Laporan 3 100 % Lap 3 6 66,67
(Laporan)
Administrasi Umum Cakupan pelayanan
Perangkat Daerah administrasi umum Perangkat
g Daerah g % | 9 % % 90 % |8 | 100% | % |9 90 94,74
Penyediaan Komponen Instalasi| Jumlah komponen instalasi
ListrikPenerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan
Kantor g g P g g Komponen | 45 | Komponen Komponen | 15 Komp 15 100 % Komp 15 30 66,67

kantor yang tersedia (Komponen)
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Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah unit perlengkapan dan
peralatan gedung kantor yang

dipelihara (Unit)

tersedia (Unit) Unit 60 Unit Unit 20 Unit 20 100 % Unit 25 45 75
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah jenis komponen barang
dan Penggandaan cetakan yang tersedia (Jenis) Jenis 6 Jenis Jenis 2 Jenis 2 100 % Jenis 2 4 66,67
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah jenis jamuan makan dan ) ) ) ) )
Penyelenggaraan Rapat Jumlah rapat koordinasi dan
Koordinasi dan Konsultasi konsultasi dalam dan luar unit . . . . .
skep uias! DP3A Daldek KB (KalIJi) un! Kali | 360 | Kali Kali |120 | Kali | 37 | 3083 | Kali [125| 245 68,6
Penatausahaan Arsip Dinamis | Jumlah Jenis arsip dinamis yang
pada SKPD diarsipkan (Jenis) Jenis 300 Jenis Jenis 100 Jenis 100 | 100 % Jenis | 100 200 66,67
Dukungan Pelaksanaan Sistem | Jumlah sistem berbasis elektronik
Pemerintahan Berbasis yang dimanfaatkan (Sistem) Sistem 3 Sistem Sistem 3 Sistem 3 100 % Sistem | 3 3 100
Elektronik pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang | Cakupan ketersediaan jasa
Urusan Pemerintahan Daerah| penunjang urusan kantor % 85 % % 80 % 75 100 % % 80 80 94,12
Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat masuk dan surat
Menyurat keluar (Surat) Surat 5187 Surat Surat 1729 Surat | 1729 | 100 % Surat |1729| 2958 57,3
Penyediaan Jasa Komunikasi Perioderisasi jumlah pembayaran
Sumber Daya Air dan Listrik tagihan telepon, air dan listrik

selama 1 tahun (bulan) Bulan 36 bulan bulan 12 bulan 12 100 % bulan 12 24 66,67
Penyediaan Jasa Peralatan dan | Jumlah unit perlengkapan dan
Perlengkapan Kantor peralatan gedung kantor yang Unit | 68 Unit Unit | 23 | Unit | 20 | 100% | Unit |23 | 43 63,24
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Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor

Jumlah pembayaran gaji non PNS
tenaga pengelola administrasi,
kebersihan dan Sopir pada unit

Pemerintah Kewenangan
Provinsi

kerja lingkup DP3A Dalduk KB Bulan 36 Bulan Bulan 12 Bulan 12 100 % Bulan 12 24 66,67
untuk tiap bulannya selama 1
tahun (Bulan)

Pemeliharaan Barang Milik | Cakupan barang milik daerah

Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan

Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah yang % 100 % % 100 % 100 | 100 % % 100 100 100
dipelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan | Jumlah pajak kendaraan

Biaya Pemeliharaan dan I_Dajak d!nas/operasio_nal Roda 4_yang Unit 8 Unit Unit 8 Unit 8 100 % Unit 8 8 100

Kendaraan Perorangan Dinas dibayarkan pajaknya (Unit)

atau Kendaraan Dinas Jabatan _ _
Jumlah kendaraan jabatan/dinas
yang dipelihara (Unit) Unit | 12 Unit Unit | 12 Unit | 12 | 1200% | Unit | 12 12 100
Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda 2 yang Unit 4 Unit Unit 4 Unit 4 | 100% | Unit | 4 4 100
dibayarkan pajaknya (Unit)

PemeliharaanRehabilitasi Jumlah Unit gedung kantor/UPTD

Sarana dan Prasarana Gedung dipelihara (unit) Unit 2 unit unit 2 Unit 2 100 % unit 2 2 100

Kantor atau Bangunan Lainnya

PROGRAM % Kab/Kota yang memenuhi

PENGARUSUTAMAAN indikator prasyarat PUG % 75 % % 71 % 83,33|125,75 % % 71 71 94,67

GENDER DAN

PEMBERDAYAAN % Lembaga Penyediaan

PEREMPUAN layanan Pemberdayaan | o4 35 % % 25 % 20| 100% | % |25| 25 71,43
Perempuan yang terstandarisasi

Pelembagaan Presentase OPD Provinsi yang

Pengarusutamaan Gender Memenuhi Prasyarat PUG

PUG pada Lembaga % 90 % % 85 % 80 100 % % 85 85 94,44
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Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan

Jumlah dokumen kebijakan teknis
pelaksanaan PUG yg disusun dan

Pelaksanaan PUG Kewenangan | ditetapkan di tingkat provinsi Dokumen | 6 Dokumen Dokumen | 2 | Dokumen | 3 100 % Dok 2 5 83,33
Provinsi (Dokumen)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Focal point tingkat
II;elalfsapaan PUG Kewenangan provinsi yang meningkat Orang 250 Orang Orang 90 Orang 0 0 orang | 90 90 36
rovinsi kapasitasnya dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi (Orang)
Jumlah OPD dampingan yang
menyusun PPRG (OPD) OPD 125 OPD OPD 45 OPD 0 0 OPD 45 45 36
Advokasi Kebijakan dan Jumlah perencana/calon
Pendampingan Pelaksanaan fasilitator/auditor yang terlatih Orang 155 Orang Orang 50 Orang 30 100 % Orang | 50 80 51,61
PUG termasuk PPRG teknik PPRG (Orang)
Kewenangan Provinsi Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam pemenuhan 7 prasyarat kab/kota 24 kab/kota kab/kota 12 | kab/kota 0 0 Kab/kota | 12 12 50
PUG (kab/kota)
Pemberdayaan Perempuan Presentase perempuan pada
Bidang Politik Hukum Sosial | organisasi kemasyarakatan
dan Ekonqml pada perempuan yang_m_endapatkan % 35 % % 25 % 10 100 % % 25 25 25
Organisasi Kemasyarakatan | pemberdayaan di bidang
Kewenangan Provinsi ekonomi, politik, hukum dan
social
Advokasi Kebijakan dan Jumlah dokumen kebijakan teknis
Pendampingan Peningkatan pemberdayaan perempuan di
Partisipasi Perempuan dalam bidan
politk Hukum Soeial dan ekonogmi/politik/hukum/sosial Dokumen | 2| dokumen dokumen | 1 |dokumen | 1 | 100% | Dok | 0 1 S0
Ekonomi Kewenangan Provinsi | yang disusun dan ditetapkan di
tingkat provinsi (dokumen)
Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam sosialisasi panduan
standarisasi lembaga penyedia Kab/kota | 3 | Kab/kota Kab/kota | 3 | Kab/kota | 3 | 100% |Kab/kota| O 3 100
layanan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi (Kab/kota)
Jumlah perempuan yang
mendapatkan peningkatan Orang | 240 Orang Orang 60 Orang | 30 | 100% | Orang | 60 90 37,50
kapasitas bidang politik (Orang)
Jumlah perempuan yang diberikan
pelatihan kewirausahaan ekonomi Orang 270 orang orang 100 orang 50 100 % Orang | 100 150 55,56

‘orangg
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Penguatan dan
Pengembangan Lembaga

Jumlah lembaga penyedia
layanan pemberdayaan

Penyedia Layanan perempuan tingkat provinsi Lembaga | 31 | Lembaga Lembaga | 10 | Lembaga| O 0 Lembg | 10 10 66,67
Pemberdayaan Perempuan yang terstandarisasi
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah organisasi/lembaga
Pendampingan kepada penyedia layanan pemberdayaan . L L .
Lembaga Penyedia Layanan perempuan yang didampingi OLrgant:sasv 31 OLrgant:sasM OLrganblsasM 10 OLrganblsasM 0 0 Lemb 10 10 66,67
Pemberdayaan Perempuan dalam penerapan terstandarisasi embaga embaga embaga embaga
Kewenangan Provinsi (Organisasi/Lembaga)
Peningkatan Kapasitas Jumlah calon fasilitator yang
Sumberdaya Lembaga Penyedia| terlatih dan ditetapkan menjadi
Layanan Pemberdayaan fasilitator pemberdayaan
Perempuan Kewenangan perempuan di bidang Orang 155 Orang Orang 50 Orang 0 0 Orang | 50 50 33,33
Provinsi ekonomi/politik/hukum/sosial
tingkat provinsi (Orang)
PROGRAM % Kab/Kota yang menyediakan
PERLINDUNGAN layanan perlindungan % 50 % % 37,5 % 25 100 %  [37.50, 37,50 75
PEREMPUAN perempuan yang terstandarisasi
Pencegahan Kekerasan Presentase kab/kota yang
terhadap Perempuan yang difasilitasi dalam
melibatkan para Pihak pengembangan model sinergi
Lingkup Daerah Provinsi dan| layanan pencegahan kekerasan % 17 % % 13 % 8.5 100 % 13 13 76,47
Lintas Daerah terhadap perempuan
KabupatenKota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kab/kota yang difasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan dalam pengembangan inovasi
Program dan Kegiatan model sinergi layanan pencegahan| Kab/kota 8 Kab/kota Kab/kota 3 Kab/kota | 2 100 Kab/kota | 3 5 62,50
Pencegahan Kekerasan terhadap| kekekerasan terhadap perempuan
Perempuan Kewenangan (Kab/kota)
Provinsi Jumlah pengelola yang
memperoleh peningkatan
kapasitas dalam pencegahan Orang | 155 | Orang Orang | 48 | Orang | 60 |171.42% | Orang | 48 | 108 69,68

kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO (Orang)
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Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan Layanan

Jumlah dokumen kebijakan teknis
model sinergi pencegahan

Perlindungan Perempuan kekerasan perempuan lintas Dokumen | 3 | Dokumen Dokumen | O | Dokumen | 0 0 Dok 1 1 33,33
Kewenangan Provinsi lembaga tingkat provinsi yang
disusun (Dokumen)
Penyediaan Layanan Persentase perempuan/anak
Rujukan Lanjutan bagi korban kekerasan yang
Perempuan Korban memperoleh layanan rujukan
Kekerasan yang memerlukan | lanjutan komprehensif pada % 98 % % 90 % 85 100 % 90 90 91,94
Koordinasi Tingkat Daerah UPT PPA Provinsi
Provinsi dan Lintas Daerah
KabupatenKota
Penyediaan Layanan Pengaduan| Persentase perempuan korban
Masyarakat bagi Perempuan kekerasan yang memperoleh
Korban Kekerasan Tingkat layanan pengaduan secara % 98 % % 90 % 85 100 % 90 90 91,84
Daerah Provinsi dan Lintas komprehensif pada UPT PPA
Daerah KabupatenKota Provinsi (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase perempuan korban
Pelaksanaan Penyediaan kekerasan yang mendapatkan
Layanan Rujukan Lanjutan bagi| layanan rujukan lanjutan secara % 98 % % 90 % 85 100 % 90 90 91,84
Perempuan Korban Kekerasan | komprehensif pada UPT PPA
Kewenangan Provinsi Provinsi (%)
Penguatan dan Persentase kab/kota yang
Pengembangan Lembaga menyediakan layanan
Penyedia Layanan perlindungan perempuan yang % 50 % % 37,5 % 25 100 % 375 37,5 71,40
Perlindungan Perempuan terstandarisasi
Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah kab/kota yg difasilitasi
Pendampingan Penyediaan dim penyusunan mekanisme dan
Sarana Prasarana Layanan bagi | SOP layanan bagi perempuan Kab/kota | 24 Kab/kota Kab/kota 0 Kab/kota | 0 0 Kab/kota | 6 6 25
Perempuan Korban Kekerasan | korban kekerasan (Kab/kota)
Kewenangan Provinsi Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam pembentukan UPT PPA
Provinsi (Kab/kota) Kab/kota | 10 | Kab/kota Kab/kota | 0 | Kab/kota | O 0 Kab/kota | 4 4 40
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Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia

Jumlah pengelola layanan UPT
PPA/P2TP2A prov dan kab/kota

Layanan Penanganan bagi yang terlatih pengelolaan layanan | orang | 282 | Orang Orang | 72 | Orang | 95 | 95% | Orang | 72 | 167 59,22

Perempuan Korban Kekerasan | penanganan bagi perempuan

Kewenangan Provinsi korban kekerasan (Orang)

Penyediaan Kebutuhan Spesifik| Jumlah perempuan dalam situasi

bagi Perempuan dalam Situasi | darurat dan kondisi khusus yang

Darurat dan Kondisi Khusus terlayani kebutuhan spesifiknya Orang 320 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 100 100 31,25

Kewenangan Provinsi (Orang)

PROGRAM % Kab/Kota yang menyediakan

PENINGKATAN lembaga layanan peningkatan o o o o o o

KUALITAS KELUARGA kualitas keluarga & 50 & & 375 & 25 | 100% & 375 87.5 71,40

Peningkatan Kualitas Jumlah layanan edukasi

Keluarga dalam Mewujudkan| keluarga yang diedukasi oleh

Kesetaraan Gender KG dan | lembaga layanan pembelajaran | Layanan | 24 | Layanan Layanan | 24 | Layanan| 24 | 100 % Lay | 24 24 100

Hak Anak Kewenangan keluarga tingkat provinsi

Provinsi

Pelaksanaan Komunikasi Jumlah layanan edukasi aktif dan

Informasi Edukasi KG dan pasif kepada keluarga yang

Perlindungan Anak bagi dilakukan lembaga layanan . . . . 0 .

Keluarga Kewenangan Provinsi | pembelajaran keluarga tingkat Kali 24 Kali Kali 24 Kali 24 100 % Kali 24 24 100
provinsi (Kali)

Penguatan dan Persentase kab/kota yang

Pengembangan Lembaga menyediakan layanan

Penyedia Layanan pembelajaran keluarga

Peningkatan Kualitas terstandarisasi % 42 0 0 33 0 0 0 % 33 33 78,57

Keluarga dalam Mewujudkan

KG dan Hak Anak

Kewenangan Provinsi

Peningkatan Kapasitas Sumber | Jumlah pengelola puspaga yang

Daya Lembaga Penyedia terlatih manajemen pengelolaan

Layanan Peningkatan Kualitas | layanan (orang) Orang 180 orang orang 0 orang 0 0 orang | 50 50 27,78

Keluarga Kewenangan Provinsi

Rencana Kerja DP3A-DALDUK-KB Prov. Sulsel Perubahan Tafun 2024




21

Penguatan Jejaring antar
Lembaga Penyedia Layanan

Jumlah kader lembaga/ormas
tingkat provinsi yang difasilitasi

Peningkatan Kualitas Keluarga | edukasi pengasuhan berbasis hak Orang 250 Orang 0 Orang 0 Orang 0 0 Orang | 100 100 40
Kewenangan Provinsi anak dan kesetaraan gender
(Orang)
Advokasi Kebijakan dan Jumlah kab/kota yang didampingi
Pendampingan Pengembangan | dalam pengembangan percontohan
Lembaga Penyedia Layanan Puspaga (Kab/kota) Kab/kota | 14 | Kab/kota 0 Kab/kota 4 Kab/kota | 0 0 Kab/kota | 4 4 28,57
Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi
PROGRAM Persentase Kab/kota yg
PENGELOLAAN SISTEM menyediakan Data Gender dan
DATA GENDER DAN Anak Yg terupdate % 87 % 0 % 85 % 82,50 | 100 % % 85 85 97,70
ANAK
Pengumpulan Pengolahan Persentase ketersediaan data
Analisis dan Penyajian Data | dan informasi gender dan anak
Gender dan Anak dalam di tingkat Provinsi % 87 % 0 % 85 % 85 100 % % 85 85 97,70
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Provinsi
Penyediaan Data Gender dan Jumlah petugas pengelola sistem
Anak Provinsi informasi gender dan anak daerah o
yang terlatih teknis Pengaplikasian Orang 297 Orang 101 Orang 98 Orang 101 | 100 % Orang | 98 198 66,67
SIGA daerah (Orang)
Penyajian dan Pemanfaatan Jumlah Dokumen Profil Gender
Data Gender dan Anak dalam | dan Anak Yang Tersusun Dokumen | 6 | Dokumen | 0 | Dokumen | 0 | Dokumen| 0 0 Dok | 2 2 33,33
Kelembagaan Data Provinsi (Dokumen)
Periodesasi Pelaksanaan
Diseminasi KIE Gender, . . . . .
Pemberdayaan Perempuan, PHPA, Kali 18 kali 0 kali 0 Kali 0 0 kali 6 6 33,33
dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PEMENUHAN | % kabupaten/Kota Layak Anak o o o o o o
HAK ANAK PHA Yo 83 Yo 0 % 75 % 62,5 (107,15 % Yo 75 75 90,36
Pelembagaan PHA pada Persentase kab/kota yang
L P intah N ifasilitasi dal |
embaga Pemerintah Non difasilitasi dalam pelembagaan % 100 % 0 % 83 % 708 | 100 % % 85 85 85

Pemerintah dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

PHA pada lembaga pemerintah,
media, dan dunia usaha
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Advokasi Kebijakan dan

Jumlah kab/kota yang didampingi

Pendampingan Pemenuhan Hak | dalam pemenuhan indikator KLA | Kab/kota | 24 Kab/kota Kab/kota 18 | Kab/kota | 15 | 88,24 % | Kab/kota | 18 18 75
Anak pada Lembaga (Kab/Kkota)
Pemerintah Non Pemerintah Jumlah peserta forum anak sulsel
Media dan Dunia Usaha dan forum anak nasional (org) Org 200 org org 200 Org 200 | 100 % Orang 0 200 100
Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lembaga mitra yang
Pelembagaan Pemenuhan Hak | bersinergi dalam pengembangan Lembaga | 21 | Lembaga Lembaga 3 Lembaga 3 100 Lemb 8 11 52,38
Anak Kewenangan Provinsi layanan PHA (Lembaga)
Jumlah kab/kota yang meningkat .
level indikator KLA (Kab/kota) Kab/kota | 17 Kab/kota Kab/kota 17 | Kab/kota | 15 | 88,24 % | Kab/kota| O 15 88,24
Penguatan dan Persentase kab/kota yang
Pengembangan Lembaga difasilitasi dalam penguatan dan
Penyedia Layanan pengembangan lembaga % 50 % % 50 % 41,67| 100 % % 50 50 100
Peningkatan Kualitas Hidup | penyedia layanan kualitas hidup
Anak Kewenangan Provinsi anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pelaksanaan
Pelaksanaan Pendampingan pengembangan dan penyediaan o
Peningkatan Kualitas Hidup fasilitas dan kegiatan budaya, Orang 50 Orang Orang 100 | Orang | 50 | 100% | Orang | O 50 100
Anak Kewenangan Provinsi kretifitas dan rekreasi (Orang)
Jumlah pengurus forum anak
daerah yang memperoleh
peningkatan kapasitas di tingkat Orang 248 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang 0 0 0
provinsi (Orang)
Jml kab/kota yang didampingi dim
pengembangan percontohan
lembaga layanan kualitas hidup Kab/kota 24 Kab/kota Kab/kota 12 | Kab/kota 0 0 Kab/kota | 12 12 50
anak (Kab/kota)
Penyediaan Layanan Jumlah peserta yang mengikuti
Peningkatan Kualitas Hidup workshop gugus tugas
Anak Kewenangan Provinsi dan| penyelenggaraan layanan Orang | 110 | Orang Orang 50 | Orang | 50 100 Orang | 0 100 90,91

Kab/Kota

pemenuhan hak anak (Orang )
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Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan

Jumlah sinergi lembaga penyedia
layanan gugus tugas provinsi dan

Peningkatan Kualitas Hidup kab/kota yang dikembangkan Sinergi | o Sinergi Sinergi | Sinergi 0 0 Sinergi | 4 10 2857
Anak Kewenangan Provinsi dan| dalam pemenuhan hak anak Lembaga lembaga lembaga lembaga lembg
Lintas Daerah KabupatenKota | (Sinergi lembaga)
PROGRAM % Kab/Kota yang menyediakan
PERLINDUNGAN KHUSUS | layanan anak korban kekerasan % 50 % % 37,5 % 25 100 % % 375 37,5 75
ANAK yang terstandarisasi
Pencegahan Kekerasan Persentase kab/kota yang
terhadap Anak yang difasilitasi dalam
Melibatkan para Pihak pengembangan model o o o o o
Lingkup Daerah Provinsi dan| pencegahan kekerasan terhadap & 16.7 & & 16,7 & 0 0 & 16.7 16.7 100
Lintas Daerah anak
KabupatenKota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah kab/kota yg didampingi
Pendampingan Pelaksanaan dim Pembentukan Percontohan
Kebijakan Program dan Desa/Kelurahan Pencegahan
Kegiatan Pencegahan Terhadap AMPK (Kab/kota) Kab/kota 8 Kab/kota Kab/kota 4 | Kab/kota 0 0 Kab/kota | 4 4 50
Kekerasan terhadap Anak
Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Persentase anak korban
Anak yang Memerlukan kekerasan yang memperoleh
Perlindungan Khusus yang layanan komprehensif % 95 % % 90 % 85 | 100 % % 90 90 94,74
Memerlukan Koordinasi
Tingkat Daerah Provinsi
Pengembangan Komunikasi Jumlah kab/kota yang
Informasi Edukasi Anak yang melaksanakan kampanye .
Memerlukan Perlindungan pencegahan perkawinan anak Kab/kota 24 Kab/kota Kab/kota | 12 | Kab/kota | 12 100 % | Kab/kota | 12 24 100
Khusus Kewenangan Provinsi | (Kab/kota)
Jumlah kegiatan KIE perlindungan
AMPK yg dilaksanakan di tingkat . . . .
provinsi/kab/kota (Kegiatan) Kegiatan 4 Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan | 0 0 Keg. 2 2 50
Jumlah petugas pencatatan
pelaporan simfoni yang terlatih Orang 200 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang 0 0 0

(Orang)
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Penyediaan Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan

Jumlah petugas/ pengelola
lembaga layanan AMPK yang

Perlindungan Khusus
Kewenangan Provinsi

Khusus Kewenangan Provinsi | mengikuti pelatihan/ bimtek Orang 210 Orang Orang 90 Orang 90 100 % Orang | 48 138 65,71
pengembangan layanan
perlindungan khusus anak (Orang)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lembaga layanan
Pelaksanaan Pendampingan pendampingan AMPK prov dan
Anak yang Memerlukan kab/kota yg difasilitasi dalam Lembaga | 95 | Lembaga Lembaga | 35 | Lembaga | 20 100 % Lembg | 35 55 57,89
Perlindungan Khusus peningkatan kualitas layanan
Kewenangan Provinsi (Lembaga)
Jumlah kab/kota yang dibina
pengembangan PATBM dan yang
dimonitoring dan dievaluasi Kab/kota | 12 Kab/kota Kab/kota 3 | Kab/kota 5 100 % | Kab/kota | 3 8 66,67
(Kab/kota)
Penguatan dan Persentase lembaga penyedia
Pengembangan Lembaga layanan perlindungan khusus
Penyedia Layanan bagi Anak | anak yang dikuatkan dan
yang Memerlukan dikembangkan di tingkat % 50 % % 37,5 % 0 0 % 37.5 37,5 75
Perlindungan Khusus Tingkat| provinsi dan lintas kab/kota
Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah fasilitator PATBM terlatih
Peningkatan Kapasitas Sumber | dan tersertifikasi (Orang) Orang 81 Orang Orang 24 Orang 0 0 Orang | 24 24 29,63
Daya Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Jumlah SDM /petugas pada
Khusus Kewenangan Provinsi :Demb_agq (IjayaEaE/ﬁ\PMK tk.
dirt(i)r\:g:(s;tk:rq pzn ge?;%alz?n / Orang 145 Orang Orang 60 Orang 0 0 Orang 60 60 41,38
ketrampilannya (Orang)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah model sinergi layanan
Penguatan Jejaring antar perlindungan khusus anak yang
Lembaga Penyedia Layanan dikembangkan di tingkat provinsi
Anak yang Memerlukan (Model) Model 6 Model Model 0 Model 0 0 Model | 2 2 33,33
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PROGRAM Cakupan Kab/Kota yang

PENGENDALIAN mendapatkan fasilitasi

PENDUDUK Pembinaan penanganan terpadu
isu kependudukan di kampung % 25 % % 16,7 % 16,7 | 100 % % 25 25 100
KB

Pemaduan dan Sinkronisasi | Persentase kab/kota yang

Kebijakan Pemerintah Pusat | didampingi dalam penyusunan

dengan Pemerintah Daerah kebijakan pengendalian

Provinsi dalam rangka kuantitas penduduk % 16.7 % % 16,7 % 16,7 | 100% % 16.7 16,7 100

Pengendalian Kuantitas

Penduduk

Penyerasian Kebijakan Jumlah kab/kota yang didampingi

Pembangunan Daerah Provinsi | dalam pengembangan kampung

terhadap Kependudukan KB percontohan (kab/kota) kablkota | 12 | kablkota kablkota | 4 | kabkota | O | O | kablkota| 4 4 33,33

Keluarga Berencana dan

Pembangunan Keluarga

KKBPK

Penyusunan dan Pemanfaatan | Jumlah dokumen kebijakan

Grand Design Pembangunan GDPK tingkat provinsi yang

Kependudukan GDPK Tingkat | tersusun (dokumen) Dokumen 1 dokumen dokumen 1 dokumen 1 100 % Dok 0 1 100

Provinsi

Advokasi dan Sosialisasi Jumlah kab/kota yang didampingi

GDPK df'am penyusunan GDPK kab/kota | 12 | kab/kota kab/kota | O | kab/kota | O 0 | kablkota | 4 4 33,33
(kab/kota)

Pemetaan Perkiraan Jumlah dokumen pengendalian

Pengendalian Penduduk penduduk yang tersedia di

Cakupan Daerah Provinsi tingkat provinsi Dokumen | 6 | Dokumen Dokumen 0 |Dokumen| O 0 Dok 2 2 33,33

Pengembangan Model Solusi Jumlah dokumen model solusi

Strategis Pengendalian Dampak | strategis pengendalian dampak

Kependudukan kependudukan yang tersusun di Dokumen 4 dokumen dokumen 0 dokumen 0 0 Dok 1 1 25

tingkat provinsi (dokumen)
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Penyusunan Profil
Kependudukan Keluarga

Jumlah dokumen profil
kependudukan Keluarga

Berencana dan Pembangunan | Berencana dan Pembangunan Dokumen | 4 dokumen dokumen 0 | dokumen! © 0 Dok 1 1 25
Keluarga Keluarga yang tersusun di tingkat
provinsi (dokumen)
PROGRAM PEMBINAAN % 65.34 % % 64,94 % 64,14| 100 % % 64.94| 64,94 99,39
KELUARGA BERENCANA | % PUS peserta KB Aktif
KB
Pengembangan Desain Persentase kab/kota yang
Program Pengelolaan dan mengembangkan percontohan
Pelaksanaan Advokasi inovasi, advokasi, dan KIE
Komunikasi Informasi dan pengendalian penduduk dan KB o o o o o o
Edukasi KIE Pengendalian sesuai kearifan budaya local % 25 /o /o 17 /o 171 100% %o 17 17 68
Penduduk dan Keluarga
Berencana KB Sesuai
Kearifan Budaya Lokal
Pengembangan Strategi Jumlah dokumen kebijakan teknis
Operasional Advokasi Promosi | operasional advokasi dan promosi
Sesuai Kearifan Lokal KB sesuai kearifan lokal yang
disusun di tingkat provinsi Dokumen 3 Dokumen Dokumen 0 | Dokumen 0 0 Dok 1 1 33,33
(Dokumen)
Pelaksanaan Advokasi dan KIE | Jumlah lembaga/ormas mitra kerja
Program KKBPK Melalui Mitra| yang ditingkatkan kapasitasnya
Kerja dalam advokasi dan KIE Program | Lembaga | 15 Lembaga Lembaga | 5 Lembaga | 5 100 % Lembg | 5 10 66,67
KKBPK (Lembaga)
Pembinaan Promosi dan Jumlah kab/kota yang difasilitasi
Konseling Kesehatan dalam pengembangan strategi
Reproduksi percontohan promosi dan
Kab/kota | 14 Kab/kota Kab/kota 4 | Kab/kota | O 0 Kab/kota | 4 4 28,57

konseling Kespro (Kab/kota)
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Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan

Persentase kab/kota yang
menjadi lokasi pengembangan
kemitraan pengelolaan

Tingkat Daerah Provinsi pelayanan dan kesertaan ber- % 25 % % 0 % 0 0 % 17 17 68
dalam Pengelolaan Pelayanan| KB
dan Pembinaan Kesertaan
BerKB
Pengembangan Strategi Jumlah kab/kota lokasi pelayanan
Operasional dalam rangka dan pembinaan kesertaan ber-KB
Pemberdayaan dan Peningkatan| lintas kemitraan (Kab/kota)
Peran Serta Organisasi Kab/kota | 10 Kab/kota Kab/kota 0 | Kab/kota | O 0 Kab/kota | 4 4 40
Kemasyarakatan dalam
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan BerKB
PROGRAM % Kab/Kota yang meningkat
PEMBERDAYAAN DAN capaian indeks pembangunan
PENINGKATAN keluarga % 25 % % 16,7 % 16,7 | 100 % % 17 17 68
KELUARGA SEJAHTERA
KS
Pengelolaan Pelaksanaan Persentase kab/kota yang
Desain Program difasilitasi dalam peningkatan
Pembangunan_ Keluarga IPK daerah % 25 % % 167 % 0 0 % 17 17 68
Melalui Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Ketahanan dan Jumlah kab/kota yg difasilitasi
Kesejahteraan Keluarga ?&?&‘kﬁ;’mm” strategl IPK | abikota | 14 | Kablkota Kab/kota | 4 | Kablkota | O 0 |Kablkota| 4 4 28,57
Fasilitasi Pengembangan Jumlah PIK-R percontohan yang
Kelompok Pusat Informasi dikembangkan di lokasi kampung Jenis 14 Jenis Jenis 0 Jenis 0 0 Jenis 4 4 28,57
KonselingRemaja PIKR di KB percontohan (Jenis)
Kampung KB — —
Jumlah fasilitator PIK-R lokasi di
percontohan yang terlatih (Orang) Orang 140 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang 40 40 28,57
Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah kab/kota yang difasilitasi
Pembimbingan Pengembangan | dalam penguatan pengasuhan Kab/kota | 14 | Kab/kota Kab/kota 4 | Kab/kota | O 0 Kab/kota | 4 4 28,57

dan Penguatan Penyiapan

1000 HPK (Kab/kota)

Pengasuhan 1000 HPK
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Jumlah fasilitator Pengasuhan
1000 HPK yang terlatih (Orang)

Orang 120 Orang Orang 40 Orang 0 0 Orang 40 40 33,33
Pemberdayaan dan Persentase kab/kota yang
Peningkatan Peran serta difasilitasi dalam pembentukan
Organisasi Kemasyarakatan | percontohan BKB, BKR, BKL
Tingkat Daerah Provinsi dan UPPKS
Keluarga Melalui Pembinaan ' ’
Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Penguatan Pemberdayaan Jumlah pengelola UPPKS yang
Ekonomi Keluarga terlatih manajemen usaha Orang 250 Orang Orang 150 Orang | 150 | 100% (Orang 0 150 60
kelompok (Orang)
Peningkatan Kapasitas Mitra Jumlah fasilitator terlatih dalam
dan Organisasi Kemasyarakatan| pengelolaan program ketahanan
dalam Pengelolaan Program keluarga (Orang) Orang 152 Orang Orang 40 Orang 0 0 Orang | 40 40 26,32
Ketahanan Keluarga Melalui
Bina Keluarga Balita BKB Bina
Keluarga Remaja BKR Bina Jumlah kab/kota difasilitasi
Keluarga Lansia BKL Unit pengembangan percontohan BKB/
Peningkatan Pendapatan BKR/BKL/UPPKS (Kabfkota) Kab/kota | 14 Kab/kota Kab/kota 4 | Kab/kota| O 0 Kab/kota | 4 4 28,57

Keluarga Sejahtera UPPKS dan
Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga
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Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan
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Tabel T-C.29. (Renstra Perubahan 2021 — 2023) Penyesuaian Permen 050 5889 Tahun 2021
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (Renstra Setelah Revisi)

Target Dan Realisasi Kinerja Program
Kegiatan Tahun Sebelumnya (2022)

Realisasi Capaian
Target Renstra
Perangkat Daerah

Urusan/Shidana Urusan Pemda & Indikator Kinerja Program 2021 S/D 2023 Kinerja Hasil Program & .
No. g : (Outcome) dan Indikator . . Program Dan Kegiatan | Realisasi | . .
Program/Kegiatan : (Akhir Periode ; ‘ Capai ingka
Kegiatan (Output) Keluaran Kegiatan (Renja Pd apaian ;
Renstra Perangkat S/D Tahun 2021 ) o ) Tingkat | Tahun 2023 | Program Capglan_
Daerah) anun Target Renja PD | Realisasi Renja e | Tahun Realisasi
Realisasi Dan
2022 Pd 2022 . . Target
Renja Kegiatan
Renstra
S/D Tahun (%)
2023 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Satuan Vol Satuan Vol Satuan Vol | Satuan | Vol Satuan | Vol
PROGRAM PENUNJANG Persentase Realisasi Kegiatan
URUSAN PEMERINTAHAN Perangkat Daerah % 100 % 0 % 100 % 100 | 100 % % | 100 100 100
DAERAH PROVINSI 5 p——- T
bercarean Lpp o omaan % 2 % 0 % 4 % 4 | 100% | % |3 3 66,67
Persentase ASN Perangkat
daerah berkinerja Kategori
Baik dan Sangat Baik % 99 % 0 % 97 % 97 100 % % 98 98 98,99
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Perencanaan Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat

Persentase penyusunan
dokumen perencanaan,

Daerah penganggaran dan evaluasi % 100 % % 100 % 100 | 100% | % |100| 100 100
kinerja perangkat daerah tepat
waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan| Jumlah Dokumen Renstra PD
Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan Dokumen | 3 | Dokumen Dokumen | 1 | Dokumen| 1 | 100% | Dok | 1 2 66,67
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Renja dan
Perub_ahan Renja yang disusun Dokumen 6 Dokumen Dokumen 2 Dokumen | 2 100 % Dok 2 4 66,67
dan ditetapkan (Dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA - SKPD
Dokumen RKASKPD yang tersusun (Dokumen) Dokumen | 3 Dokumen Dokumen 1 Dokumen | 1 100 % Dok 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan RKA
Dokumen Perubahan RKASKPD | - SKPD yang tersusun (Dokumen) | Dokumen | 3 | Dokumen Dokumen | 1 | Dokumen| 1 | 100% | Dok | 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan DPA | Jumlah Dokumen DPA - SKPD
SKPD yang tersusun (Dokumen) Dokumen 3 Dokumen Dokumen 1 Dokumen | 1 100 % Dok 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Perubahan DPA
Perubahan DPASKPD - SKPD yang tersusun (Dokumen) | Dokumen 3 Dokumen Dokumen 1 Dokumen | 1 100 % Dok 1 2 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Laporan Capaian Kinerja dan PD Yang Tersusun (Laporan) Laporan | 60 | Laporan Laporan | 20 | Laporan | 20 | 100% | Lap | 20 40 66,67
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - -
Jumlah Jenis Data dan Informasi ) ] . . )
Yang Terpublikasi (Jenis) Jenis 20 Jenis Jenis 20 Jenis 20 100 % Jenis | 20 20 100
Jumlah dokumen laporan Evaluasi
Pelaksanaan Bidang PPPA dan
Dalduk KB yang tersusun Dokumen 6 Dokumen Dokumen 2 | Dokumen | 2 100 % Dok | 2 4 66,67
(Dokumen)
Administrasi Keuangan Persentase penyusunan
Perangkat Daerah dokumen laporan keuangan
% 100 % % 100 % 100 | 100 9% % | 100 100 100

tepat waktu
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Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur
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ASN Sipil Negara (ASN) untuk tiap Bulan 36 Bulan Bulan 12 | Bulan | 12 | 100% | Bulan | 12 24 66,67
bulannya selama 1 tahun (Bulan)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan keuangan
Laporan Keuangan Akhir Tahun semesteran dan akhir tahun yang o
SKPD disusun (Laporan) Laporan 6 Laporan Laporan 2 Laporan 2 100 % Lap 2 4 66,67
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Administrasi
Laporan Keuangan Keuangan (Laporan)
BulananTriwulananSemesteran Laporan 36 Laporan Laporan 12 Laporan | 12 100 % Lap | 12 24 66,67
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis| Jumlah laporan prognosis realisasi
Prognosis Realisasi Anggaran anggaran yang disusun (Laporan) | Laporan 3 Laporan Laporan 1 Laporan 1 100 % Lap 1 2 66,67
Administrasi Kepegawaian Rata-rata nilai perilaku pegawai Nilai
Perangkat Daerah pgran_gkat daerah berdasarkan | Nilai rata- 80 Nilai rata- Nilai rata- 76 Nilai rata- 76 100% | rata- | 78 78 97,50
kinerja ASN rata rata rata rata rata
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Pakaian Dinas dan
Atribut Kelengkapannya Pakaian KORPRI Beserta
Perlengkapannya yang tersedia Pasang 130 Pasang Pasang 65 Pasang 0 100 % Psg 65 65 50
(Pasang)
Jumlah Pakaian Dinas Lapangan
dan Pakaian Khusus Hari-hari
tertentu yang tersedia (Pasang) Pasang | 130 | Pasang Pasang 0 Pasang 0 0% Psg | 65 65 50
Pendataan dan Pengolahan Jumlah laporan administrasi
Administrasi Kepegawaian kepegawaian yang tersusun Laporan 9 Laporan Laporan 3 Laporan 3 100 % Lap 3 6 66,67
(Laporan)
Administrasi Umum Perangkat | Cakupan pelayanan
Daerah administrasi umum Perangkat
g % 95 % % 85 % 85 | 100 % % 90 90 94,74

Daerah
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Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen instalasi
ListrikPenerangan Bangunan listrik/penerangan bangunan
Kantor kantor yang tersedia (Komponen) Komponen | 45 | Komponen Komponen | 15 Komp 15 100% | Komp | 15 30 66,67
Penyediaan Peralatan dan Jumlah unit perlengkapan dan
Perlengkapan Kantor peralatan gedung kantor yang . . . . 0 .
tersedia (Unit) Unit 60 Unit Unit 20 Unit 20 100 % Unit | 25 45 75
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah jenis komponen barang ] ) ) . ]
Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah jenis jamuan makan dan
minum yang tersedia (Jenis) Jenis 12 Jenis Jenis 4 Jenis 4 100% | Jenis | 4 8 66,67
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi | Jumlah rapat koordinasi dan
dan Konsultasi SKPD konsultasi dalam dan luar unit . . . . .
DP3A Dalduk KB (Kali) Kali 360 Kali Kali 120 Kali 37 30,83 Kali | 125 245 68,6
Penatausahaan Arsip Dinamis pada| Jumlah Jenis arsip dinamis yang
SKPD diarsipkan (Jenis) Jenis 300 Jenis Jenis 100 Jenis 100 | 100% | Jenis | 100 200 66,67
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah sistem berbasis elektronik
Pemerintahan Berbasis Elektronik | yang dimanfaatkan (Sistem) Sistem 3 Sistem Sistem 3 Sistem 3 100% | Sistem!| 3 3 100
pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Cakupan ketersediaan jasa
Urusan Pemerintahan Daerah penunjang urusan kantor % 85 % % 75 % 75 100 % % 80 80 94,12
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat
keluar (Surat) Surat | 5187 Surat Surat 1729 | Surat |1729| 100% | Surat |1729| 2958 57,3
Penyediaan Jasa Komunikasi Perioderisasi jumlah pembayaran
Sumber Daya Air dan Listrik tagihan telepon, air dan listrik Bulan 36 bulan bulan 12 bulan 12 100% | bulan | 12 24 66,67
selama 1 tahun (bulan)
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah unit perlengkapan dan
Perlengkapan Kantor peralatan gedung kantor yang Unit 68 Unit Unit 20 Unit 20 100 % Unit | 23 43 63,24
dipelihara (Unit)
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Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

Jumlah pembayaran gaji non PNS
tenaga pengelola administrasi,
kebersihan dan Sopir pada unit
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kerja lingkup DP3A Dalduk KB Bulan 36 Bulan Bulan 12 Bulan 12 100% | Bulan | 12 24 66,67
untuk tiap bulannya selama 1
tahun (Bulan)

Pemeliharaan Barang Milik Cakupan barang milik daerah

Daerah Penunjang Urusan penunjang urusan

Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah yang % 100 % % 100 % 100 | 1009 % | 100 100 100
dipelihara

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah pajak kendaraan

Biaya Pemeliharaan dan If’ajak d!nas/operasio_nal Roda 4_yang Unit 8 Unit Unit 8 Unit 8 100 % Unit 8 8 100

Kendaraan Perorangan Dinas atau | dibayarkan pajaknya (Unit)

Kendaraan Dinas Jabatan i i
Jumlah kendaraan jabatan/dinas
yang dipelihara (Unit) Unit 12 Unit Unit 12 Unit 12 100 % Unit | 12 12 100
Jumlah pajak kendaraan
dinas/operasional Roda 2 yang Unit 4 Unit Unit 4 | unit | 4 | 100% | Unit | 4 4 100
dibayarkan pajaknya (Unit)

PemeliharaanRehabilitasi Sarana Jumlah Unit gedung kantor/UPTD

dan Prasaranq Gedung Kantor atau | dipelihara (unit) Unit 2 unit unit 2 Unit 2 100 % unit 2 2 100

Bangunan Lainnya

PROGRAM % Kab/Kota yang memenuhi

PENGARUSUTAMAAN indikator prasyarat PUG % 75 % % 66 % 83,33|125,75% | % 71 71 94,67

GENDER DAN

PEMBERDAYAAN % Lembaga Penyediaan

PEREMPUAN layanan Pemberdayaan % 35 % % 20 % 20 | 100% | % | 25 25 71,43
Perempuan yang terstandarisasi

Pelembagaan Pengarusutamaan | Presentase OPD Provinsi yang

Gender PUG pada Lembaga Memenuhi Prasyarat PUG

P g y % 90 % % | 80 % |8 | 100% | % |8 | 85 94,44

Pemerintah Kewenangan
Provinsi
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Koordinasi dan Sinkronisasi
Perumusan Kebijakan Pelaksanaan

Jumlah dokumen kebijakan teknis
pelaksanaan PUG yg disusun dan
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PUG Kewenangan Provinsi ditetapkan di tingkat provinsi Dokumen 6 Dokumen Dokumen 3 Dokumen | 3 100 % Dok 2 5 83,33
(Dokumen)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Focal point tingkat
Pelaksanaan PUG Kewenangan provinsi yang meningkat
Provinsi kapasitasnya dalam pelaksanaan Orang 250 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 90 90 36
tugas dan fungsi (Orang)
Jumlah OPD dampingan yang
menyusun PPRG (OPD) OPD 125 OPD OPD 0 OPD 0 0 OPD | 45 45 36
Advokasi Kebijakan dan Jumlah perencana/calon
Pendampingan Pelaksanaan PUG | fasilitator/auditor yang terlatih Oran 155 Oran Oran 30 Oran 30 100% | Oran 50 80 5161
termasuk PPRG Kewenangan teknik PPRG (Orang) g g g g ° g '
Provinsi
Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam pemenuhan 7 prasyarat Kab/kot
PUG (Kab/kota) kab/kota 24 kab/kota kab/kota 0 kab/kota 0 0 a 12 12 50
Pemberdayaan Perempuan Presentase perempuan pada
Bidang Politik Hukum Sosial dan| organisasi kemasyarakatan
Ekonomi pada Organisasi perempuan yang.m_endapatkan % 35 % % 10 % 10 100 % % 25 25 25
Kemasyarakatan Kewenangan pemberdayaan di bidang
Provinsi ekonomi, politik, hukum dan
social
Advokasi Kebijakan dan Jumlah dokumen kebijakan teknis
Pendampingan Peningkatan pemberdayaan perempuan di
Partisipasi Perempuan dalam bidangekonomi/politik/hukum/sos 0
Politik Hukum Sosial dan Ekonomi| ial yang disusun dan ditetapkan di Dokumen 2 dokumen dokumen 1 | dokumen | 1 100 % Dok 0 1 50
Kewenangan Provinsi tingkat provinsi (dokumen)
Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam sosialisasi panduan
standarisasi lembaga penyedia | Kab/kota | 3 | Kablkota Kablkota | 3 | Kabikota | 3 | 100% |<*) g 3 100

layanan pemberdayaan perempuan
di bidang ekonomi (Kab/kota)
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Jumlah perempuan yang
tki ingkat
rknaepr:i?tgz b?gaﬁegnég?itfk%rang) Orang | 240 | Orang Orang | 30 | Orang | 30 | 100% |Orang | 60 | 90 37,50
Jumlah perempuan yang diberikan
?gr':;'g)a” kewirausahaan ekonomi | rang | 270 | orang orang | 50 | orang | 50 | 100% |Orang | 100| 150 55,56
Penguatan dan Pengembangan Jumlah lembaga penyedia
Lembaga Penyedia Layanan layanan pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan perempuan tingkat provinsi Lembaga | 31 | Lembaga Lembaga | O Lembaga | O 0 Lembg| 10 10 66,67
Kewenangan Provinsi yang terstandarisasi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah organisasi/lembaga
Pendampingan kepada Lembaga penyedia layanan pemberdayaan
Penyedia Layanan Pemberdayaan | perempuan yang didampingi Oraanisasi/ Organisasi/ Organisasi/ Oraanisasi/
Perempuan Kewenangan Provinsi | dalam penerapan terstandarisasi Lgmbaga 31 Lgmbaga Lgmbaga 0 Lgmbaga 0 0 Lemb | 10 10 66,67
(Organisasi/Lembaga)
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya| Jumlah calon fasilitator yang
Lembaga Penyedia Layanan terlatih dan ditetapkan menjadi
Pemberdayaan Perempuan fasilitator pemberdayaan
Kewenangan Provinsi perempuan di bidang Orang 155 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 50 50 33,33
ekonomi/politik/hukum/sosial
tingkat provinsi (Orang)
PROGRAM PERLINDUNGAN | % Kab/Kota yang menyediakan
PEREMPUAN layanan perlindungan % 50 % % 25 % 25 100 % |37.50] 37,50 75
perempuan yang terstandarisasi
Pencegahan Kekerasan terhadap | Presentase kab/kota yang
Perempuan yang melibatkan difasilitasi dalam
para Pihak Lingkup Daerah pengembangan model sinergi % 17 % % 8,5 % 8,5 100 % 13 13 76,47
Provinsi dan Lintas Daerah layanan pencegahan kekerasan
KabupatenKota terhadap perempuan
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kab/kota yang difasilitasi
Pelaksanaan Kebijakan Program dalam pengembangan inovasi Kab/kot
dan Kegiatan Pencegahan model sinergi layanan pencegahan| Kab/kota 8 Kab/kota Kab/kota 2 Kab/kota | 2 100 3 3 5 62,50
Kekerasan terhadap Perempuan kekekerasan terhadap perempuan
Kewenangan Provinsi (Kab/kota)
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Jumlah pengelola yang
memperoleh peningkatan
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kapasitas dalam pencegahan Orang 155 Orang Orang 35 Orang 60 |171,42% | Orang | 48 108 69,68
kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO (Orang)
Advokasi Kebijakan dan Jumlah dokumen kebijakan teknis
Pendampingan Layanan model sinergi pencegahan
Perlindungan Perempuan kekerasan perempuan lintas Dokumen 3 Dokumen Dokumen | 0 | Dokumen | O 0 Dok 1 1 33,33
Kewenangan Provinsi lembaga tingkat provinsi yang
disusun (Dokumen)
Penyediaan Layanan Rujukan Persentase perempuan/anak
Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang
Korban Kekerasan yang mer_nperoleh layanan _rUJukan % 98 % % 85 % 85 100 % 90 90 91,94
memerlukan Koordinasi Tingkat | lanjutan komprehensif pada
Daerah Provinsi dan Lintas UPT PPA Provinsi
Daerah KabupatenKota
Penyediaan Layanan Pengaduan Persentase perempuan korban
Masyarakat bagi Perempuan kekerasan yang memperoleh
Korban Kekerasan Tingkat Daerah | layanan pengaduan secara % 98 % % 85 % 85 100 % 90 90 91,84
Provinsi dan Lintas Daerah komprehensif pada UPT PPA
KabupatenKota Provinsi (%)
Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase perempuan korban
Pelaksanaan Penyediaan Layanan | kekerasan yang mendapatkan
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan | layanan rujukan lanjutan secara % 98 % % 85 % 85 100 % 90 90 91,84
Korban Kekerasan Kewenangan komprehensif pada UPT PPA
Provinsi Provinsi (%)
Penguatan dan Pengembangan Persentase kab/kota yang
Lembaga Penyedia Layanan menyediakan layanan
Perlindungan Perempuan perlindungan perempuan yang % 50 % % 25 % 25 100 % |37.5] 375 71,40
Kewenangan Provinsi terstandarisasi
Advokasi Kebijakan dan Jumlah kab/kota yg difasilitasi
Pendampingan Penyediaan Sarana | dlm penyusunan mekanisme dan Kab/kot
Prasarana Layanan bagi Perempuan| SOP layanan bagi perempuan Kab/kota | 24 | Kab/kota Kab/kota | 0O Kab/kota | 0 0 a 6 6 25
Korban Kekerasan Kewenangan korban kekerasan (Kab/kota)
Provinsi
Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam pembentukan UPT PPA | cahnota | 10 | Kablkota Kab/kota | 0 | Kablkota | O o |Kaolkot 4 40
Provinsi (Kab/kota) a
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Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Lembaga Penyedia Layanan
Penanganan bagi Perempuan

Jumlah pengelola layanan UPT
PPA/P2TP2A prov dan kab/kota
yang terlatih pengelolaan layanan
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. 9 72 167 ,22

Korban Kekerasan Kewenangan penanganan bagi perempuan Orang 282 Orang Orang 100 Orang 9 95% | Orang 6 59
Provinsi korban kekerasan (Orang)
Penyediaan Kebutuhan Spesifik Jumlah perempuan dalam situasi
bagi Perempuan dalam Situasi darurat dan kondisi khusus yang
Darurat dan Kondisi Khusus terlayani kebutuhan spesifiknya Orang | 320 | Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 100 100 31,25
Kewenangan Provinsi (Orang)
PROGRAM PENINGKATAN % Kab/Kota yang menyediakan
KUALITAS KELUARGA lembaga layanan peningkatan

kualitgs ke?/uargap g % 50 % % 25 % 25 | 100 % % |375 37,5 71,40
Peningkatan Kualitas Keluarga | Jumlah layanan edukasi
dalam Mewujudkan Kesetaraan | keluarga yang diedukasi oleh
Gender KG dan Hak Anak lembaga layanan pembelajaran | Layanan | 24 Layanan Layanan | 24 | Layanan | 24 100 % Lay | 24 24 100
Kewenangan Provinsi keluarga tingkat provinsi
Pelaksanaan Komunikasi Informasi| Jumlah layanan edukasi aktif dan
Edukasi KG dan Perlindungan pasif kepada keluarga yang
Anak. ba}gl Keluarga Kewenangan dllakukap lembaga Iayarjan Kali 24 Kali Kali 24 Kali 24 100 % Kali | 24 24 100
Provinsi pembelajaran keluarga tingkat

provinsi (Kali)
Penguatan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Layanan
Peningkatan _Kualitas Keluarga % 42 0 0 0 0 0 0 % 33 33 78,57
dalam Mewujudkan KG dan
Hak Anak Kewenangan Provinsi
Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah pengelola puspaga yang
Daya Lembaga Penyedia Layanan | terlatih manajemen pengelolaan
Peningkatan Kualitas Keluarga layanan (orang) Orang 180 orang orang 0 orang 0 0 orang | 50 50 27,78

Kewenangan Provinsi
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Penguatan Jejaring antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan

Jumlah kader lembaga/ormas
tingkat provinsi yang difasilitasi
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Kualitas Keluarga Kewenangan edukasi pengasuhan berbasis hak Orang 250 Orang 0 Orang 0 Orang 0 0 Orang | 100 100 40
Provinsi anak dan kesetaraan gender
(Orang)
Advokasi Kebijakan dan Jumlah kab/kota yang didampingi
Pendampingan Pengembangan dalam pengembangan percontohan Kab/kot
Lembaga Penyedia Layanan Puspaga (Kab/kota) Kab/kota | 14 Kab/kota 0 Kab/kota 0 Kab/kota | O 0 3 4 4 28,57
Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Kab/kota yg
SISTEM DATA GENDER DAN | menyediakan Data Gender dan % 87 % 0 % 82 50 % 82,50 | 100 % % 85 85 97,70
ANAK Anak Yg terupdate ’
Pengumpulan Pengolahan Persentase ketersediaan data
Analisis dan Penyajian Data dan informasi gender dan anak
Gender dan Anak dal_an_1 di tingkat Provinsi % 87 % 0 % 85 % 85 100 % % | 85 85 97,70
Kelembagaan Data di Tingkat
Daerah Provinsi
Penyediaan Data Gender dan Anak | Jumlah petugas pengelola sistem
Provinsi informasi gender dan anak daerah
yang terlatih teknis Pengaplikasian|  Orang 297 Orang 101 Orang 101 Orang 101 | 100% | Orang | 98 198 66,67
SIGA daerah (Orang)
Penyajian dan Pemanfaatan Data Jumlah Dokumen Profil Gender
Gender dan Anak dalam dan Anak Yang Tersusun Dokumen | 6 | Dokumen 0 Dokumen | 0 | Dokumen| 0 0 Dok | 2 2 33,33
Kelembagaan Data Provinsi (Dokumen)
Periodesasi Pelaksanaan
Diseminasi KIE Gender, . . . . .
Pemberdayaan Perempuan, PHPA, Kali 18 kali 0 kali 0 Kali 0 0 kali 6 6 33,33
dan Perlindungan Perempuan
PROGRAM PEMENUHAN % kabupaten/Kota Layak Anak
HAK ANAK PHA % 83 % 0 % 58,33 % 62,5 |107,15% | % 75 75 90,36
Pelembagaan PHA pada Persentase kab/kota yang
Lembaga Pemerintah Non difasilitasi dalam pelembagaan
Pemerintah dan Dunia Usaha PHA pada lembaga pemerintah, % 100 % 0 % 70,8 % 70,8 | 100 % % | 85 85 85

Kewenangan Provinsi

media, dan dunia usaha
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Pendampingan Pemenuhan Hak dalam pemenuhan indikator KLA | Kab/kota | 24 Kab/kota Kab/kota | 17 | Kab/kota | 15 | 88,24 % Kaba/kot 18 18 75
Anak pada Lembaga Pemerintah (Kab/kota)
Non Pemerintah Media dan Dunia | Jumlah peserta forum anak sulsel
Usaha Kewenangan Provinsi i
9 dan forum anak nasional (org) org | 200]| org org 200| org |200 | 100% |oOrang| 0 | 200 100
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lembaga mitra yang
Pelembagaan Pemenuhan Hak bersinergi dalam pengembangan b b b b b
Anak Kewenangan Provinsi layanan PHA (Lembaga) Lembaga 21 Lembaga Lembaga 3 Lembaga 3 100 Lem 8 11 52,38
Jumlah kab/kota yang meningkat Kab/kot
level indikator KLA (Kab/kota) Kab/kota | 17 Kab/kota Kab/kota 17 | Kab/kota | 15 | 88,24 % a 0 15 88,24
Penguatan dan Pengembangan Persentase kab/kota yang
Lembaga Penyedia Layanan difasilitasi dalam penguatan dan
Peningkatan Kualitas Hidup pengembangan lembaga o o o o o
Anak Kewenangan Provinsi penyedia layanan kualitas hidup /o 50 /o /o /o 100 % /o 50 50 100
41,67 41,67
anak
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah peserta pelaksanaan
Pelaksanaan Pendampingan pengembangan dan penyediaan
Peningkatan Kualitas Hidup Anak | fasilitas dan kegiatan budaya, Orang 50 Orang Orang 50 Orang 50 100% |Orang | O 50 100
Kewenangan Provinsi kretifitas dan rekreasi (Orang)
Jumlah pengurus forum anak
daerah yang memperoleh
peningkatan kapasitas di tingkat Orang 248 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | O 0 0
provinsi (Orang)
Jml kab/kota yang didampingi dim
pengembangan percontohan Kab/kot
lembaga layanan kualitas hidup Kab/kota | 24 Kab/kota Kab/kota 0 | Kab/kota | O 0 a 12 12 50
anak (Kab/kota)
Penyediaan Layanan Peningkatan | Jumlah peserta yang mengikuti
Kualitas Hidup Anak Kewenangan | workshop gugus tugas
Provinsi dan Kab/Kota penyelenggaraan layanan Orang | 110 | Orang Orang 50 | Orang | 50 100 | Orang | 0 100 90,91

pemenuhan hak anak (Orang )
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Penguatan Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan

Jumlah sinergi lembaga penyedia
layanan gugus tugas provinsi dan

Kualitas Hidup Anak Kewenangan | kab/kota yang dikembangkan Sinergi | 4 Sinerg Sinerg 0 Sinergi | g 0 Sinergi |, 10 28 57
Provinsi dan Lintas Daerah dalam pemenuhan hak anak Lembaga lembaga lembaga lembaga lembg ’
KabupatenKota (Sinergi lembaga)
PROGRAM PERLINDUNGAN | % Kab/Kota yang menyediakan
KHUSUS ANAK layanan anak korban kekerasan % 50 % % 25 % 25 100 % % |375 37,5 75
yang terstandarisasi
Pencegahan Kekerasan terhadap | Persentase kab/kota yang
Anak yang Melibatkan para difasilitasi dalam
Pihak Lingkup Daerah Provinsi | pengembangan model % 16.7 % % 0 % 0 0 % |16.7 16,7 100
dan Lintas Daerah pencegahan kekerasan terhadap
KabupatenKota anak
Advokasi Kebijakan dan Jumlah kab/kota yg didampingi
Pendampingan Pelaksanaan dim Pembentukan Percontohan
Kebijakan Program dan Kegiatan | Desa/Kelurahan Pencegahan Kab/kota | 8 | Kab/kota Kab/kota | 0 | Kab/kota | © 0 Kab/kot| , 4 50
Pencegahan Kekerasan terhadap Terhadap AMPK (Kab/kota) a
Anak Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Anak | Persentase anak korban
yang Memerlukan Perlindungan | kekerasan yang memperoleh
Khusus yang Memerlukan layanan komprehensif % 95 % % 85 % 85 | 100 % % 90 90 94,74
Koordinasi Tingkat Daerah
Provinsi
Pengembangan Komunikasi Jumlah kab/kota yang
Informasi Edukasi Anak yang melaksanakan kampanye Kablkota | 24 | Kablkota Kablkota | 12 | Kablkota | 12 | 100% [K3KOU 15 | o4 100
Memerlukan Perlindungan Khusus | pencegahan perkawinan anak a
Kewenangan Provinsi (Kab/kota)
Jumlah kegiatan KIE perlindungan
AMPK yg dilaksanakan di tingkat | Kegiatan 4 Kegiatan Kegiatan 0 Kegiatan | 0 0 Keg. | 2 2 50
provinsi/kab/kota (Kegiatan)
Jumlah petugas pencatatan
pelaporan simfoni yang terlatih Orang 200 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | O 0 0

(Orang)
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Penyediaan Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah petugas/ pengelola
lembaga layanan AMPK yang

Kewenangan Provinsi mengikuti pelatinan/ bimtek Orang | 210 | Orang Orang | 90 | Orang | 90 | 100% | Orang | 48 138 65,71
pengembangan layanan
perlindungan khusus anak (Orang)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah lembaga layanan
Pelaksanaan Pendampingan Anak | pendampingan AMPK prov dan
yang Memerlukan Perlindungan kab/kota yg difasilitasi dalam Lembaga | 95 | Lembaga Lembaga | 20 | Lembaga | 20 100% |Lembg| 35 55 57 89
Khusus Kewenangan Provinsi peningkatan kualitas layanan '
(Lembaga)
Jumlah kab/kota yang dibina
pengembangan PATBM dan yang Kab/kot
dimonitoring dan dievaluasi Kab/kota | 12 Kab/kota Kab/kota 5 | Kab/kota 5 100 % 3 3 8 66,67
(Kab/kota)
Penguatan dan Pengembangan Persentase lembaga penyedia
Lembaga Penyedia Layanan bagi| layanan perlindungan khusus
Anak yang Memerlukan anak yang dikuatkan dan
Perlindungan Khusus Tingkat dikembangkan di tingkat % 50 % % 0 % 0 0 % 375 375 &
Daerah Provinsi dan Lintas provinsi dan lintas kab/kota
Daerah Kabupaten Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah fasilitator PATBM terlatih
Peningkatan Kapasitas Sumber dan tersertifikasi (Orang) Orang 81 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 24 24 29,63
Daya Lembaga Penyedia Layanan | Jumlah SDM /petugas pada
Anak yang Memerlukan lembaga layanan APMK tk.
Perlindungan Khusus Kewenangan | Provinsi dan kab/kota yg Orang 145 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 60 60 41,38
Provinsi ditingkatkan pengetahuan/
ketrampilannya (Orang)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah model sinergi layanan
Penguatan Jejaring antar Lembaga | perlindungan khusus anak yang
Penyedia Layanan Anak yang dikembangkan di tingkat provinsi Model 6 Model Model 0 Model 0 0 Model | 2 2 33,33
Memerlukan Perlindungan Khusus | (Model)
Kewenangan Provinsi
PROGRAM PENGENDALIAN | Cakupan Kab/Kota yang
PENDUDUK mendapatkan fasilitasi
Pembinaan penanganan terpadu % 25 % % 16,7 % 16,7 | 100 % % 25 25 100

isu kependudukan di kampung
KB
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Pemaduan dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah Pusat
dengan Pemerintah Daerah

Persentase kab/kota yang
didampingi dalam penyusunan
kebijakan pengendalian
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Provinsi dalam rangka kuantitas penduduk % 16.7 % % 16,7 % 16,7 | 100% % 167 16,7 100
Pengendalian Kuantitas
Penduduk
Penyerasian Kebijakan Jumlah kab/kota yang didampingi
Pembangunan Daerah Provinsi dalam pengembangan kampung kab/kot
terhadap Kependudukan Keluarga | KB percontohan (kab/kota) kab/kota | 12 | kab/kota kab/kota | O | kabl/kota | O 0 aDOL) 4 4 33,33
Berencana dan Pembangunan a
Keluarga KKBPK
Penyusunan dan Pemanfaatan Jumlah dokumen kebijakan
Grand Design Pembangunan GDPK tingkat provinsi yang
Kependudukan GDPK Tingkat tersusun (dokumen) Dokumen 1 dokumen dokumen 1 dokumen 1 100 % Dok 0 1 100
Provinsi
Advokasi dan Sosialisasi GDPK Jumlah kab/kota yang didampingi
dalam penyusunan GDPK kab/kot
(kab/kota) kab/kota 12 kab/kota kab/kota 0 kab/kota 0 0 a 4 4 33,33
Pemetaan Perkiraan Jumlah dokumen pengendalian
Pengendalian Penduduk penduduk yang tersedia di Dokumen | 6 | Dokumen Dokumen 0 |Dokumen| O 0 Dok | 2 2 33,33
Cakupan Daerah Provinsi tingkat provinsi
Pengembangan Model Solusi Jumlah dokumen model solusi
Strategis Pengendalian Dampak strategis pengendalian dampak
Kependudukan kependudukan yang tersusun di Dokumen 4 dokumen dokumen 0 dokumen 0 0 Dok 1 1 25
tingkat provinsi (dokumen)
Penyusunan Profil Kependudukan | Jumlah dokumen profil
Keluarga Berencana dan kependudukan Keluarga
Pembangunan Keluarga Berencana dan Pembangunan Dokumen | 4 | dokumen dokumen | 0 | dokumen | O 0 Dok | 1 1 25
Keluarga yang tersusun di tingkat
provinsi (dokumen)
PROGRAM PEMBINAAN 0 0 0 0 0 o
KELUARGA BERENCANA KB | % PUS peserta KB Aktif Yo 65.34 Yo % 16414 % lgg14| 100% | % 164.94 64,94 99,39
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mengembangkan percontohan
inovasi, advokasi, dan KIE
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dan Edukasi KIE Pengendalian | pengendalian penduduk dan KB % 25 % % 17 % 17 | 100 % % 17 17 68

Penduduk dan Keluarga sesuai kearifan budaya local

Berencana KB Sesuai Kearifan

Budaya Lokal

Pengembangan Strategi Jumlah dokumen kebijakan teknis

Operasional Advokasi Promosi operasional advokasi dan promosi

Sesuai Kearifan Lokal S sesual Ef]agrl'(;i“p:g'\‘/?r'];a”g Dokumen | 3 | Dokumen Dokumen | 0 | Dokumen| 0 0 | Dok | 1 1 33,33
(Dokumen)

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Jumlah lembaga/ormas mitra kerja

Program KKBPK Melalui Mitra yang ditingkatkan kapasitasnya

Kerja dalam advokasi dan KIE Program Lembaga | 15 Lembaga Lembaga | 5 Lembaga | 5 100% | Lembg| 5 10 66,67
KKBPK (Lembaga)

Pembinaan Promosi dan Konseling | Jumlah kab/kota yang difasilitasi

Kesehatan Reproduksi dalam pengembangan strategi Kab/kot
percontohan promosi dan Kab/kota | 14 | Kab/kota Kab/kota 0 | Kab/kota | O 0 a 4 4 28,57
konseling Kespro (Kab/kota)

Pemberdayaan dan Peningkatan | Persentase kab/kota yang

Peran serta Organisasi menjadi lokasi pengembangan

Kemasyarakatan Tingkat kemitraan pengelolaan

Daerah Provinsi dalam pelayanan dan kesertaan ber- % 25 % % 0 % 0 0 % 17 17 68

Pengelolaan Pelayanan dan KB

Pembinaan Kesertaan BerKB

Pengembangan Strategi Jumlah kab/kota lokasi pelayanan

Operasional dalam rangka dan pembinaan kesertaan ber-KB

Pemberdayaan dan Peningkatan lintas kemitraan (Kab/kota) Kab/kot

Peran Serta Organisasi Kab/kota 10 Kab/kota Kab/kota 0 Kab/kota 0 0 a 4 4 40

Kemasyarakatan dalam Pelayanan

dan Pembinaan Kesertaan BerkB

PROGRAM PEMBERDAYAAN | % Kab/Kota yang meningkat

DAN PENINGKATAN capaian indeks pembangunan % 25 % % 16,7 % 16,7 | 100 % % 17 17 68

KELUARGA SEJAHTERA KS

keluarga
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Pengelolaan Pelaksanaan Desain
Program Pembangunan

Persentase kab/kota yang
difasilitasi dalam peningkatan
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Keluarga Melalui Pembinaan IPK daerah % 25 % % 0 % 0 0 % 17 17 68
Ketahanan dan Kesejahteraan
Keluarga
Pembinaan Ketahanan dan Jumlah kab/kota yg difasilitasi Kab/kot
Kesejahteraan Keluarga dalam perumusan strategi IPK Kab/kota | 14 | Kab/kota Kab/kota 0 Kab/kota | 0 0 3 4 4 28,57
(Kab/kota)
Fasilitasi Pengembangan Jumlah PIK-R percontohan yang
Kelompok Pusat Informasi dikembangkan di lokasi kampung Jenis 14 Jenis Jenis 0 Jenis 0 0 Jenis | 4 4 28,57
KonselingRemaja PIKR di KB percontohan (Jenis)
Kampung KB Jumlah fasilitator PIK-R lokasi di
percontohan yang terlatih (Orang) | ©Orang 140 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 40 40 28,57
Pelaksanaan Fasilitasi Jumlah kab/kota yang difasilitasi
Pembimbingan Pengembangan dan | dalam penguatan pengasuhan Kab/kota | 14 | Kablkota Kab/kota | 0 | Kab/kota | O o |Kaprketl 4 28,57
Penguatan Penyiapan Pengasuhan | 1000 HPK (Kab/kota) a
1000 HPK _
i%g]éaggﬁly;?: ;fgﬂ? S&léhrzrr: 9) Orang 120 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 40 40 33,33
Pemberdayaan dan Peningkatan | Persentase kab/kota yang
Peran serta Organisasi difasilitasi dalam pembentukan
Kemasyarakatan Tingkat percontohan BKB, BKR, BKL
Daerah Provinsi dalam dan UPPKS % 25 % % 16.67 % 16.67 100 % % |16.7 16,7 66,80
Pembangunan Keluarga Melalui : :
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi| Jumlah pengelola UPPKS yang
Keluarga terlatih manajemen usaha Orang 250 Orang Orang 150 Orang | 150 | 100% [Orang | O 150 60
kelompok (Orang)
Peningkatan Kapasitas Mitra dan Jumlah fasilitator terlatih dalam
Organisasi Kemasyarakatan dalam | pengelolaan program ketahanan
Pengelolaan Program Ketahanan keluarga (Orang) Orang 152 Orang Orang 0 Orang 0 0 Orang | 40 40 26,32
Keluarga Melalui Bina Keluarga
Balita BKB Bina Keluarga Remaja | jymlah kab/kota difasilitasi
BKR Bina Keluarga Lansia BKL | pengembangan percontohan BKB/ Kab/k
Unit Peningkatan Pendapatan BKR/BKL/UPPKS (Kab/kota) Kab/kota | 14 | Kab/kota Kab/kota | 0 | Kablkota| 0 0 - ot 4 4 28,57

Keluarga Sejahtera UPPKS dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
a. Capaian kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah :
Pada tabel T-C.30 indikator yang dianalisis berdasarkan indikator kinerja yang sudah
ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, jenis indikator yang dilengkapi

berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai berikut :
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Tabel T4-?.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
DP3A DALDUK KB Provini Sulawesi Selatan

SPM Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

No. Indikator II\IS';SAIIEIDDNQFE Satuan Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2022 2023 2024 2025 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 7 8 9 12 13 14 15
21 Perser_1tase partisipasi perempuan di lembaga ) % 52.85 53.76 55 56 548 038 55 56
pemerintah

2.2 Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR - % 23 24 26 27 25,88 27.06 26 27
2.3 Partisipasi perempuan dilembaga swasta - % 74 74 74 74 74* 99 74 74
2.4 Rasio KDRT - % 0.07 0.07 0.08 0,08 0,07* 0,03 0.08 0,08
2.5 Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur - % 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 4,32* 0,07 0,07
2.6 Partisipasi angkatan kerja perempuan - % 50 50 50 50 50* 65.66 50 50

Cakupan perempun dan anak korban kekerasan
2.7 yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh - % 100 100 100 100 100 100 100 100
petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan
28 yang mendapatkan Iaya_nan_ kesehatan oleh ) % 100 100 100 100 100 100 100 100
tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu

tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas

Cakupan pnegakan hukum dari tingkat penyidikan
2.1 sampai dengan putusan pengadialan atas kasus - % 100 100 100 100 100 100 100 100
kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

211 Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan . % 100 100 100 100 100 100 100 100
yang mendapatkan layanan bantuan hukum
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Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan

0,
212 dan anak korban kekerasan % 32 32 14 13 32 100 14 13
48
213 Cakupan layanan reintgrasi sosial bagi % 23 23 14 13 23 100 14 13
perempuan dan anak korban kekerasan
2.14 | Rasio APM perempuan/laki-laki di SD % 104 104 105 106 104* 100.09 105 106
2.15 | Rasio APM perempuan/laki laki di SMP % 106.72 106.72 102 103 106,72* 100.31 102 103
2.16 | Rasio APM perempuan/laki laki di SMA % 112,3 112,3 100 101 112,2* 101.01 100 101
2.17 Er‘;"gsé? APM perempuan/laki laki di perguruan % 108.2 109.5 123 124 108,2* | 112.04 123 124
Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki 0 . .
2.18 pada kelompok % 100.9 100.12 99 100 100,9 97,91 99 100
Urusan Pengendalian Penduduk dan KB
8.1 Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Nilai 112 1 1 1 0,94 0,94
8.2 Total Fertility Rate Nilai 2,64 2,56 2,3 2,35 2,26 2,13
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)
8.3 | yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah % 44 9 51 50 51 95,83 95,83
melalui Kampung KB
Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan)
8.4 | yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan % 80% 100% 80 82
Induk Pengendalian Penduduk
Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/ Kepala
8.5 Daerah) yang mengatur tentang pengendalian Kebijakan 1 1 1 1
kuantitas dan kualitas penduduk
Jumlah sektor yang menyepakati dan
memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi
8.6 penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan Satuan / / ! 8
program pembangunan
Jumlah kerjasama penyelanggaraan pendidikan
8.7 formal, non formal, dan informal yang melakukan Satuan 1 1 1 1
pendidikan kependudukan
8.8 | Rata-rata jumlah anak per keluarga % 2.2 2.15 3 3
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8.9 | Ratio Akseptor KB % 67.14 67.34 73 74
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi o
8.1 perempuan menikah 15-49 & 73,57 73,57 64 65 49
Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19)
8.11 | per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15- % 34 32 29 29
19)
Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang
8.12 istrinya dibawah 20 tahun % 22,0 22,1 23 23
8.13 Eﬁ:ﬁgﬁzez;})s yang ingin ber-KB tidak terpenuhi % 13.46 13.29 27 275
Persentase penggunaan Kontrasepsi Jangka
814 | panjang (MKJP) % 22,5 23,2
Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian 0
815 | \ontrasepsi %o 18,45 18,80
8.16 CK:Skupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- % 72,50 72,50
8.17 g:rlflli%an anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) % 70 70
8.18 g:rlflli%an anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) % 70 70
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di o
8.19 setiap Kecamatan % 23 23
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan
8.2 Konseling Remaja/Mahasiswa % 6.52 7.12
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan
Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan 0
821 pelaksanaan pembangunan daerah di bidang % 100 100
pengendalian penduduk
Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha
8.22 | Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera % NA NA
(UPPKS) yang ber-KB mandiri
Rasio petugas Pembuatan Pembina KB Desa o
8.23 (PPKBD) setiap desa/kelurahan & 98,64 98,64
Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat
8.24 | kontrasepsi untuk memenuhi permintaan % 0 0
masyarakat
Persentase Faskes dan jejaringanya (diseluruh
tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS
8.25 dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan % 75,98 74,98
standarisasi pelayanan
8.6 Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular % 0’04 0’04

Seksual (IMS)
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o1

Hasil analisis terhadap Tabel T-C.30 terkait pencapaian Kkinerja pelayanan
perangkat daerah DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan dapat diuraikan sebagai
berikut :

1. Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

e Tahun 2019 dari 19 indikator yang menjadi target, telah tercapai 14 indikator,
melampaui target 3 indikator dan 2 indikator yang belum memenuhi target

e Tahun 2020 dari 19 indikator yang menjadi target telah tercapai 4 indikator,
melampaui target 10 indikator dan 5 indikator yang belum memenuhi target

e Tahun 2021 dari 19 indikator yang menjadi target telah tercapai 11 indikator,
melampaui target 4 indikator dan 4 indikator yang belum memenuhi target

e Tahun 2022 dari 19 indikator yang menjadi target, telah tercapai 16 indikator,
melampaui target 3 indikator dan 0 indikator yang belum memenuhi target

2. Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

e Tahun 2019 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 26 indikator,
melampaui target 3 indikator dan 2 indikator yang belum memenuhi target

e Tahun 2020 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 11 indikator,
melampaui target 11 indikator dan 9 indikator yang belum memenuhi target

e Tahun 2021 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 11 indikator,
melampaui target 14 indikator dan 6 indikator yang belum memenuhi target

e Tahun 2022 dari 31 indikator yang menjadi target telah tercapai 18 indikator,
melampaui target 7 indikator dan 6 indikator yang belum memenuhi target
Capaian indikator urusan Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian

Penduduk dan KB berfluktuasi dari tahun ke tahun (2019 — 2021), sebagaimana dapat

diuraikan sebagai berikut :

1. 2019 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 46 indikator dan yang tidak
memenuhi target adalah 4 indikator ( 92 % tercapai dan 8 % yang belum memenuhi
target)

2. 2020 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 36 indikator dan yang tidak
memenuhi target adalah 14 indikator ( 72 % tercapai dan 28 % yang belum memenuhi
target)

3. 2021 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 40 indikator dan yang tidak
memenuhi target adalah 10 indikator ( 80 % tercapai dan 20 % yang belum memenuhi
target)

4. 2022 dari 50 indikator, yang memenuhi target adalah 44 indikator dan yang tidak
memenuhi target adalah 6 indikator ( 88 % tercapai dan 12 % yang belum memenubhi

target)
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2.2.1 Kinerja Tahun 2022

Untuk mengetahui sejauhmana Kinerja DP3A Dalduk KB tahun 2022 melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang terkait dengan tujuan dan

52

sasasan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

Indikator Program yang Menunjang iy Anggaran
No. Sasaran L . . %
Sasaran Target Realisasi % Realisasi Pagu Realisasi Keuangan
1. | Meningkatnya Kualitas % ARG di Tingkat Provinsi 60 % 60 % % 100 %
Pemberdayaan Perempuan
5 - -
% Pemenunan Indilator prasyarat PUG a0 o5 60 % % 100 % 1.198.756.300,00 | 1.139.892.800,00 | 95,08
Persentase kab/kota yang menyediakan Data 0 0 o
Gender dan Anak yang Terupdate 85% 85% 100%
2. | Menurunnya Kekerasan Persentase kab/kota yg menyediakan layanan
Terhadap Perempuan dan Anak perlindungan perempuan yg terstandarisasi 37,50 % 37,50 % 100 %
Persentase Pergmpuan Korban Kekerasan 95 % 95 % 100 %
Yang Terlayani
Persentase kab/kota Layak Anak 5% % 100 % 2.712.858.276,00 | 2.287.305.45300 | 84,31
Persentase Kab/Kota yang menyediakan
layanan anak korban kekerasan yg 35% 35% 100 %
terstandarisasi
Persenta§e kab/kota yg menyedlakan_ Iay_anan 37 % 37 % 100 %
pembelajaran keluarga yg terstandarisasi
3. | Menurunnya Angka Kelahiran Cakupan kab/kota yang mendapatkan
Total (TFR) fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu 25% 25% 100 % 798.994.900,00 751.717.556,00 94,08
kependudukan di Kampung KB
Persentase PUS peserta KB Aktif 64% 64 % 100 %
Persentase kab/kota yg meningkat capaian 25% 25% 100 %
Indeks Pembangunan Keluarga
4, Persentase Kepuasan ASN DP3A DALDUK | 100 % 100 % 100 % 10.725.615.806,00 | 10.330.574.966,00 96,32
KB Terhadap Layanan Kesekretariatan
Kategori Puas/Sangat Puas
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2.2.2 Kinerja 2023

Kinerja tahun 2023 sebagai tahun kelima dari implementasi Rencana
Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023,
sebagaimana telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023, dapat disajikan
seperti pada matriks realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 sebagaimana terlihat
pada tabel berikut :
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CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN¥EGIATAN DP3A DALDUK KB T.A 2023

L Realisasi
] ) ) ) o o Pagu Anggaran Realisasi Anggaran isik
No Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Fisi
Rp. Rp. % %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN % Keterpenuhan Dokumen Perenanaan, o o
1 DAERAH PROVINSI Penganggaran dan Pelaporan Kinerja Tepat Waktu 100% 100% 12.168.510.038,00 11.235.281.539,00 92,33 100,00
[0)
% Kepuasan ASN I?P3ADALDU_K KB terhadap 100% 100%
layanan kesekretariatan kategori Puas/Sangat Puas
% Temuan Material BPK dan APIP 2% 0%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat % Penyusunan dokumen Perencanaan,
Daarar e ganggaran, ] 9 Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat 100% 100% 459.267.900,00 414.697.450,00 | 90,30 100,00
Daerah tepat waktu
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Dok 4 Dok 116.777.200,00 101.572.300,00 86,98 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA - SKPD yang tersusun 2 Dok 2 Dok 7.500.000,00 6.365.500,00 84,87 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD ;‘:Q}?L‘nmk“me” Perubahan RKA - SKPD yang 2 Dok 2 Dok 11.886.100,00 10.660.600,00 | 89,69 100,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA - SKPD yang tersusun 2 Dok 2 Dok 6.525.800,00 4.674.500,00 71,63 100,00
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD ;‘::J‘;‘SHDO"“”“’” Perubahan DPA - SKPD yang 2 Dok 2 Dok 7.545.800,00 678530000 | 89,92 100,00
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 23
Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporan 23 Laporan 309.033.000,00 284.639.250,00 9211 100,00
SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah \%"aiﬁj‘y“s“”a” dokumen laporan keuangan tepat 100% 60,00% 8.301.653.009,00 8.239.560.874,00 99,25 100,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Pembayaran Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) 12 BIn 12 BIn 8.232.272.509,00 8.175.735.594,00 99,31 100,00
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun 2 Laporan 2 Laporan 10.260.000,00 10.260.000,00 100,00 100,00
Jumlah Laporan Keuangan

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan 12

Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Laporan 12 Laporan 55.717.000,00 50161.780,00 90,03 100,00
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran 1 Laporan 1 Laporan 3.403.500,00 3.403.500,00 100,00 100,00

BONIlal | g4 ilai
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Nilai Rata-Rata 80 Rata- Rata-Rata 44.449.900,00 44.449.900,00 100,00 100,00
Rata

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut 2 Paket 2 Paket 41.000.000,00 41.000.00000 | 100,00 100 %
Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Juml:_ih. Dokymen Penda_taan dan Pengolahan 3 3 Dokumen 3.449.900,00 3.449.900,00 100,00 100 %
Administrasi Kepegawaian Dokumen

Administrasi Umum Perangkat Daerah gggﬁ;ﬁ” Pelayanan Administrasi Umum Perangkat | ggq, 95% 1.298.102.700,00 710.494.61300 | 5473 100,00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan 15 Paket 15 Paket 8.595.000,00 3.500.000,00 4072 100 %

Kantor bangunan kantor

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah paket perlengkapan dan peralatan gedung kantor 25 Paket 25 Paket 188.322.000,00 0,00 0,00 100 %

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ‘é?gé?gkgiket barang cetakan dan penggandaan yang 2 Paket 2 Paket 48.029.100,00 37.534.900,00 78,15 100 %

Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu 1 Laporan 1 Laporan 24.480.000,00 24.480.000,00 100,00 100 %

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD JkL(J)r:SISn;;ngSSenyelenggaraan rapat koordinasi dan 2 Laporan 2 Laporan 842.262.000,00 633.565.113,00 75,22 100 %

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD é‘:(“;'gh dokumen penatausahaan arsip dinamis pada 100 Dok 100 Dok 11.414.600,00 11.414.600,00 | 100,00 100 %

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan siste 3 o

dna SKPD pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD Dokumen 3 Dokumen 175.000.000.00 0.00 0,00 100%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah E:rlft%?,an ketersediaan jasa penunjang urusan 85% 95% 1.389.426.769,00 1.351.714.550,00 97,29 100,00

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat 1 Laporan 1 Laporan 34.949.600,00 29.983.200,00 85,79 100 %
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Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik daya air dan listrik 1 Laporan 1 Laporan 94.742.085,00 77.585.266,00 81,89 100 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;Légﬂﬁg E;notgarn penyediaan perlengkapan dan peralatan 1 Laporan 1 Laporan 68.000.000,00 52.500.000,00 77,21 100 %
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor | 1 Laporan 1 Laporan 1.191.735.084,00 1.191.646.084,00 99,99 100 %
Pemell_haraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Cakup_an barang milik daera_h penunjang urusan 100% 100% 675.609.760,00 474.364.152,00 70.21 100,00
Pemerintahan Daerah pemerintahan daerah yang dipeliharah
Pen_y(_edlaan Jasa Pemell_haraan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan JL_JmIah kendar_aan jabatan/dinas yang dipelihara dan 12 Unit 12 Unit 312.905.000,00 208.896.350,00 66.76 100 %
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dibayarkan pajaknya
Pemeliharaan/Renabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau |y, 1 Unit gedung kantor/UPTD dipelihara 4 Unit 4 Unit 362.704.760,00 265467.802,00 | 73,19 100 %
Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN o A - o o
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN % ARG di Tingkat Provinsi 60% 61% 1.050.847.200,00 989.961.958,00 94,21 100,00
o - -
% Pgmgnuhan Indikator prasyarat PUG di Tk. 60% 61% 100,00
Provinsi
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga | o, 1pp proyinsi yang Memenuhi Prasyarat PUG 90% 95% 153.678.800,00 142.439548,00 | 92,69 100,00
Pemerintahan Kewenangan Provinsi
Koordinasi dan Slr]krpnlsam Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG | Jml dokumen hasil koordinasi dan 5|_nk_ron|sa5| 1 1 Dokumen 13.451.000,00 9.275.000,00 68.95 100 %
Kewenangan Provinsi pelaksanaan PUG kewenangan provinsi Dokumen
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk . - 50 Perangkat 50 Perangkat
PPRG Kewenangan Provinsi Jml perangkat daerah yang terlatih teknik PPRG Daerah Daerah 140.227.800,00 133.164.548,00 94,96 100 %
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan % perempuan pada organisasi kemasyarakatan yg
Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan mendapatkan pemberdayaan di bidang ekonomi, 35% 35,00% 897.168.400,00 847.522.410,00 94,47 100,00
Provinsi politik, hukum, dan sosial
Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan 24 o4
Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan | Organisas Organisasi 897.168.400,00 847.522.410,00 94,47 50,00 %
Kewenangan Provinsi Ekonomi Kewenangan Provinsi kepada Organisasi i g
Masyarakat di Kabupaten/Kota
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN % kablkota yg menyediakan layanan perlindungan | 55 0005 | 60,009 1.273.475.820,00 1.060.217.274,00 | 83,25 100,00

perempuan yg terstandarisasi
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% Perempuan Korban Kekerasan Yang Terlayani 95% 95% 100,00
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan % kab/kota yg difasilitasi dim pengembangan model
para pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah sinergi layanan pencegahan kekerasan terhadap 17% 17,00% 155.359.700,00 149.500.000,00 96,23 100,00
Kabupaten/Kota perempuan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Jml Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 1
Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan 1 Dokumen 149.500.000,00 149.500.000,00 100,00 100 %
e - Dokumen
Provinsi (DAK) Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
. - . . Junlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi 24
Qéjr\é?ri(aj;rlfrefel\i\? (Ie(r?a?ndzrr: E?QS?;?;F ingan Layanan Perlindungan Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perangkat 24 gzrea:r;%kat 5.859.700,00 0,00 0,00 100 %
P 9 Perempuan Kewenangan Provinsi Daerah
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan % Perempuan korban kekerasan yang memperoleh
Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat layanan rujukan lanjutan komprehensif pada UPT 98% 98% 893.227.020,00 690.361.800,00 77,29 100,00
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota PPA Provinsi
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah 60
Kekerasan dan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota yang 60 Orang% 546.387.020,00 471.589.380,00 86,31 100 %
Orang%
Kabupaten/Kota Mendapatkan Layanan Pengaduan Masyarakat
A . R . Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan S : e
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Memerl_ukan Koordmasnhdan S|nkr_on|sa5| P_e laksanaan 24 24 Layanan 346.840.000,00 218.772.420,00 63,08 100 %
L Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Layanan
Provinsi (DAK) L
Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan % kab/kota yg menyediakan layanan perlindungan o o
Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi perempuan yg terstandarisasi 50,00% 60,00% 224.883.100,00 220.355.474,00 97,98 100,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan %?A;Z?ﬁ:;dﬁg; t:?;ﬁ?gj;e&%erg; Iiglii:raar;an
i 0
Efgginngs?nan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Peningkatan 110 Orang 110 Orang 224.889.100,00 220.355.474,00 97,98 100 %
Kapasitas
o .
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA Yokab/kota yg menyediakan Lembaga Layanan 50% 75% 710.268.024,00 672.316.10800 | 94,66 100,00

Peningkatan Kualitas Keluarga (Prioritas)
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Jumlah layanan edukasi Keluarga yang diedukasi

Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan . 24
Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi o_Ieh Iembage_i Ia_yanan pembelajaran keluarga Layanan 24 Layanan 703.909.224,00 668.688.908,00 95,00 100,00
tingkat provinsi
— . . . Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, Edukasi
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan \ . 2 o
Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi (KIE) Kesetaraan Qender (KG) daq Perlindungan Anak Dokumen 2 Dokumen 703.909.224,00 668.688.908,00 95,00 100 %
Kewenangan Provinsi yang Tersedia
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan o .
: - 7 % kab/kota yang menyediakan layanan o o
Peningkatan Kualitas Keluarga fjalam Mewujudkan KG dan pembelajaran keluarga terstandarisasi 42% 42% 6.358.800,00 3.627.200,00 57,04 100,00
Hak Anak Kewenangan Provinsi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan 6
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi yang 6 Lembaga 6.358.800,00 3.627.200,00 57,04 100 %
S ) . Lembaga
Provinsi Mendapat Advokasi dan Pendampingan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN Kab/kota yg menyediakan Data Gender dan Anak 87% 89% 178.215.000,00 168.160.200,00 94,36 100,00
ANAK Yg terupdate
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender % Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan o o
dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi | Anak di Tingkat Provinsi yang Terupdate 87% 90% 178.215.000,00 168.160.200,00 94,36 100,00
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak yang Tersedia Dokimen 1 Dokumen 78.087.000,00 68.160.200,00 87,29 100 %
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pemanfaatan Data 2 o
Kelembagaan Data Provinsi Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi Dokumen 2 Dokumen 100.128.000,00 100.000.000,00 9,87 100 %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) % kabupaten/kota layak anak 83% 91,66% 430.098.100,00 368.846.929,00 85,76 100,00
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, | % Kab/kota yg difasilitasi dim pelembagan PHA 100% 100% 124.621.100,00 82.623.604,00 66.30 100,00

dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

pada lembaga pemerintah, media, dan dunia usaha
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Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Meida

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada | dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi yang Mendapat 10 10
Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Organisas Organisasi 124.621.100,00 82.623.604,00 66,30 100 %
o - - - rganisasi
Kewenangan Provinsi Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, i
Media dan Dunia Usaha
. % Kab/kota yang difasilitasi dalam penguatan dan
Penguatan dan Pengeml?angan Lembaga Penyedia La_yarlan pengembangan lembaga penyedia layanan kualitas 50% 50% 305.477.000,00 286.223.325,00 93,70 100,00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi hidup anak
Jml Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penydia 1 o
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dokumen 1 Dokumen 305.477.000,00 286.223.325,00 93,70 100%
Kewenangan Provinsi
% Kab/Kota yang menyediakan layanan anak o o
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK korban kekerasan yang terstandarisasi 50% 60% 522.946.200,00 476.691.310,00 91,15 100,00
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para e
Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah %énlé:b; E‘;trf‘Iz’gk‘g'r‘i::;'r'ltf;;r?;;“ape;?aeg‘ba“ga” model | 167006 | 16,70% 391.662.000,00 370.997.71000 | 9472 7,00 %
Kabupaten/Kota P 4 p
. . . . Jml Organisasi yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, - I 24
Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Pem;iamplngan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Organisas 24 391.662.000,00 370.997.710,00 94,72 100 %
K o Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak - Organisasi
ewenangan Provinsi - i
Kewenangan Provinsi
Penyediaan Layanan bagi Anak yang _Mgmerlukan Perllndu_nggn % Anak korban keke_rasan yang memperoleh 95% 95% 29.625.200,00 18.773.600,00 63.37 100,00
Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi layanan komprehensif
Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 40 Lyanan 40 Lyanan 29.625.200,00 18.773.600,00 63.37 100 %

Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi

Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi
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Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi

% Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus

Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah anak yang dikuatkan dan dikembangkan di tingkat 50,00% 50,00% 101.659.000,00 86.920.000,00 85,50 100,00

Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota provinsi dan lintas kab/kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya ‘;imfhkgtgﬁugaenaggs; Isfomogg:é]:s;df:msblgkgog;asé dia 1

Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan y P ya e g Y 1 Dokumen 101.659.000,00 86.920.000,00 85,50 100 %

L Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Dokumen

Khusus Kewenangan Provinsi 2
Kewenangan Provinsi
Cakupan kab/kota yang mendapatkan fasilitasi

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan 25% 25% 231.349.000,00 42.293.667,00 18,28 100,00
di Kampung KB

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat 6 Kab/kota vana didampingi dalam penvusunan

dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian o yang dicamping ¢ peny 16,70% 16,70% 231.349.000,00 42.293.667,00 18,28 100,00

- kebijakan pengendalian kuantitas penduduk

Kuantitas Penduduk

Advokasi dan Sosialisasi GDPK gggﬁ‘ Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi | 1| ;5000 | 1 Laporan 231.349.000,00 42293667 | 18,28 100 %

Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Jumlah Dokumen Pengendalian Penduduk yang 2

Provinsi Tersedia di TKProvinsi Dokumen | 0 Dokumen ) ) 0,00 0,00

" Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Profil

Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan 1 )

Pembangunan Keluarga Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Dokumen 0 Dokumen 0,00 0,00 0,00
Keluarga

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) % PUS peserta KB Aktif 65,34% 60% 96.359.200,00 87.976.200,00 91,30 100,00

Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan o

. R . ] % Kab/kota yang mengembangkan percontohan
Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) | inovasi, advokasi, dan KIE Pengemdalian Penduduk |  25% 25,00% 96.359.200,00 87.976.200,00 | 91,30 100,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai - -
- dan KB sesuai kearifan budaya lokal

Kearifan Budaya Lokal

Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program 1 o

KERJA KKBPK Melalui Mitra Kerja Dokumen 1 Dokumen 96.359.200,00 87.976.200,00 91,30 100 %
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Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Jumlah_ Laporan Hasil Pembinaan Promosi dan 1 Laporan 0 Laporan - 0,00 0,00 0,00
Konseling Kespro
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN % Kab/kota yg meningkat capaian Indeks o o
10. KELUARGA SEJAHTERA (KS) Pembangunan Keluarga 25% 25,00% 1.749.347.900,00 1.589.450.852,00 90,86 100,00
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan o AT .
Keluarga Melalui Pebinaan Ketahanan dan Kesejahteraan |/F(>’|<Kggg "rgﬁ‘ yang difasilitasi dalam peningkatan 16,7% 751% 1.749.347.900,00 1.589.450.852,00 90,86 100,00
Keluarga
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dokumen Hasil pembinaan Ketahanan dan 1 1 Dokumen 429.080.000,00 41883000000 | 97,61 100 %
Kesejahteraan Keluarga Dokumen
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Pembimbingan, 1 o
Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK Pengembangan dan Penguatan Penyiapan 1000 HPK Dokumen 1 Dokumen 1.320.267.900,00 1.170.620.852,00 88,67 100%
TOTAL 18.411.416.482,00 16.691.196.037,00 90,66 100,00
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
1. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
Perangkat Daerah
Peningkatan kinerja perangkat daerah melalui koordinasi dan sinergi
program antara Perangkat Daerah provinsi dengan Perangkat Daerah
kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam
rangka pencapaian kinerja pembangunan, sebagai gambaran bahwa tingkat kinerja
pelayanan perangkat daerah telah diselenggarakan sesuai kewenangan masing-
masing
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah, dilakukan dengan menggunakan diskusi dengan bidang
bidang terkait dan ditetapkan isu strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut:
1) Bidang Pemberdayaan Perempuan :
a. Rendahnya keberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik,
dan hukum
b. Penyediaan Layanan Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi,
sosial, politik, dan hukum yang belum terstandarisasi.
2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak:
a. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak belum dapat dikendalikan
bahkan meningkat setiap tahun.
b. Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak di
kab/kota sebagian besar belum terstandarisasi
c. Masih tingginya anak tidak sekolah
3) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
a. Belum maksimalnya upaya pengendalian kuantitas dan kualitas
penduduk
b. Belum maksimalnya pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi penguatan
ketahanan keluarga
c. Masih tingginya Stunting
4) Permasalahan terkait kesekretariatan:
a. Belum optimalnya kualitas pelayanan umum dan perkantoran.
b. Masih belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi
Selatan dalam menjalankan Tugas dan Fungsi.
c. Belum Maksimalnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan

perangkat daerah.
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3. Program/kegiatan yang direncanakan dan telah diimplementasikan berdampak
terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, pencapaian program
nasional/internasional (SDGSs)

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
a. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya
pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan
masih kurang.

2) Pelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.

3) Lembaga layanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di
kabupaten/kota belum terstandarisasi, baik dari aspek sarana prasarana fisik,
petugas layanan, dan mekanisme layanan.

4) Upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan perlindungan perempuan
dan anak belum menjadi isu prioritas daerah.

5) Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan
pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak serta
perlindungan khusus anak yang belum berjalan secara efektif.

6) Pemahaman kesetaraan gender dan pengasuhan yang berbasis hak anak dalam
keluarga relative rendah.

7) Adanya norma budaya dan pemahaman agama yang keliru di masyarakat
yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha
dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

8) Lembaga layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial,
politik dan hukum yang belum terstandarisasi.

9) Pembangunan Ketahanan Keluarga melaluipenerapan indicator Ketahanan
Keluarga masih Kurang.

10) Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;

11) Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat luas dan
kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius pemerintah dalam
hal permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, peningkatan
kesejahteraan dan jaminan kesehatan;

12) Rendahnya jumlah perempuan yang menduduki jabatan strategis di eksekutif,
legislatif, yudikatif, partai politik, dan organisasi-organisasi profesi lainnya;

13) Peluang kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan
masih jauh lebih rendah dari laki-laki.

b. Peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

1) Komitmen pemerintah melalui diterbitkannya peraturan perundangan yang

mengatur secara kebijakan, teknis dan operasional upaya-upaya untuk

meningkatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak;
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2) Menguatnya isu-isu Sustainability Development Goals;
3) Penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam menjalankan
fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan semakin dirasakan untuk
memudahkan koordinasi dalam melakukan penataan kelembagaan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan di Kabupaten/Kota, termasuk
Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak;
4) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam
RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di
daerah.
5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-
kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam
penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk
mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8) Meningkatnya upaya pembinaan aparatur dalam rangka memantapkan
prinsip-prinsip  penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik serta
mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi melalui upaya peningkatan
kapasitas sumberdaya manusia aparatur.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan
a. Program dan kegiatan yang mendukung penurunan tingkat kekerasan terhadap
perempuan dan anak termasuk penyediaan layanan perempuan dan anak
korban kekerasan yg terstandarisasi menjadi prioritas utama dalam perumusan
program dan kegiatan pada tahun 2024

b. Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator prasyarat PUG
dan penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi termasuk
prioritas utama dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024

c. Program dan kegiatan penunjang penurunan tingkat kekerasan terhadap
perempuan dan anak termasuk penyediaan layanan perempuan dan anak
korban kekerasan yg terstandarisasi serta pencapaian indikator prasyarat PUG
dan penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang terstandarisasi tetap
dianggarkan dalam perumusan program dan kegiatan pada tahun 2024

d. Program dan kegiatan lain tetap dianggarkan dalam perumusan program dan

kegiatan pada tahun 2024 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok
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dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses Review yang dilakukan dalam rangka membandingkan antara rancangan
awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, yang bertujuan melakukan penyesuaian
apabila terdapat perbedaan terhadap rancangan awal RKPD seperti terdapat rumusan
program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau
program dan kegiatan sesuai tetapi anggaran berbeda dan adapun hasil Review
terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

67

Nama Perangkat Daerah : DP3A Dalduk KB Lembar....... dari.........
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan CataFan
Penting
No Program
/Kegiatan/Sub Indikator Kinerja Lokasi Targ_et Pagu Indikatif Program /Kegiatan Indikator Kinerja Lokasi Targ_et Kebutuhan
Keai Capaian Capaian Dana
egiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ig:ﬁg:gﬁgn Persentase Pemenuhan
. 65% Indikator prasyarat PUG 65%
Indikator prasyarat - L
- L di Tk. Provinsi
PUG di Tk. Provinsi 895.961.700,- 895.961.700,-
PROGRAM PUG . T | PROGRAM PUG . R
| DAN Persentase ARG_dl 40% DAN Persentase ARG_ di 40%
PEMBERDAYAAN Tlngkat Provinsi PEMBERDAYAAN Tlngkat Provinsi
PEREMPUAN Persentase lembaga PEREMPUAN Persentase lembaga
penyedia layanan penyedia layanan
pemberdayaan 35,50% pemberdayaan 35,50%
perempuan yang perempuan yang
terstandarisasi terstandarisasi
2.08.02.1.01
Pelembagaan 2.08.02.1.01
Pengarusutamaan Persentase OPD Pelembagaan A
Gender (PUG) pada | Provinsi yang Pengarusutamaan Persentase OPD Provinsi
1 - 85,50% 375.961.700,- yang Memenuhi Prasyarat 85,50% 375.961.700,-
Lembaga Memenuhi Prasyarat Gender (PUG) pada PUG
Pemerintah PUG Lembaga Pemerintah
Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
Jumlah Dokumen
2.08.02.1.01.01 Hasil Koordinasi dan
Koordinasi dan Sinkronisasi 2.08.02.1.01.0005 "
Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan . 1
01.01 . Kab/Kota | 1 Dokumen 50.961.700,- Penyelenggaraan PUG di Kab/Kota . 50.961.700,-
Perumusan Kebijakan | Pelaksanaan Penyelenggaraan PUG - S Kebijakan
L Tingkat Provinsi
Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi | Gender (PUG)
Kewenangan Provinsi
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2.08.02.1.01.03
Advokasi Kebijakan

Jumlah Perangkat
Daerah yang
Mengikuti Advokasi
Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan

2.08.02.1.01.0007
Advokasi Kebijakan

Jumlah SDM Tk. Provinsi
yang Memperoleh Advokasi

01.03 dan Pendampingan Pengarustamaan Kab/Kota 48 Orang 210.000.000,- | dan Pendampingan Kebijakan dan Kab/Kota 48 210.000.000,-
Pelaksanaan PUG - Dokumen
Gender (PUG) Penyelenggaraan PUG Pendampingan
termasuk PPRG L
.. | termasukPerencaan Kewenangan Provinsi Penyelenggaraan PUG
Kewenangan Provinsi
Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG) Kewenangan
Provinsi
Jumlah Dokumen
2.08.02.1.01.02 Hasil Koordinasi 2.08.02.1.01.0006 Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi dan dan Sinkronisasi Kota Koordinasi dan Koordinasi  dan
01.02 | Sinkronisasi Pelaksanaan Makassar 1 Dok 115.000.000,- | Sinkronisasi Sinkronisasi Kota Makassar | 1 Laporan 115.000.000,-
Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Penyelenggaraan PUG Penyelenggaraan PUG
Kewenangan Provinsi | Gender (PUG) Kewenangan Provinsi Tingkat Provinsi
Kewenangan Provinsi
Persentase
2.08.02.1.02 perempuan pada 2.08.02.1.02 Persentase perempuan
Pemberdayaan S I
- organisasi Pemberdayaan pada organisasi
Perempuan Bidang K K p Bid K K
Politik Hukum emasyarakatan Pelr_ei(rllpl;'ank idang emasyarakatan
L ' .| perempuan yg o olitik, Hukum, perempuan yg o
2 | Sosial, dan Ekonomi mendapatkan 25,50% 520.000.000,- | Sosial, dan Ekonomi mendapatkan 25,50% 520.000.000,-

pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan
Provinsi

pemberdayaan di
bidang ekonomi,
politik, hukum, dan
social

pada Organisasi
Kemasyarakatan
Kewenangan Provinsi

pemberdayaan di bidang
ekonomi, politik, hukum,
dan social
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2.08.02.1.02.02
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan
Peningkatan

Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Mengikuti Advokasi
dan Pendampingan
Kebijakan
Peningkatan

2.08.02.1.02.02
Advokasi Kebijakan
dan Pendampingan

Jumlah Organisasi
Kemasyarakatan/Profesi/du
nia usaha/media tingkat
provinsi yang diadvokasi

02.02 | Partisipasi Partisipasi Perempuan | Kab/Kota 48. . 520.000.000,- Peningkatan Partisipasi dan didampingi dalam Kab/Kota 48 520.000.000,-
- o Organisasi Perempuan dalam . Lembaga
Perempuan dalam Di Bidang Politik, o . rangka peningkatan
it ; Politik, Hukum, Sosial, AL .
Politik, Hukum, Hukum, Sosial dan - partisipasi perempuan di
- . ; dan Ekonomi - g
Sosial, dan Ekonomi Ekonomi Kewenangan . bidang politik , Hukum,
L - Kewenangan Provinsi . )
Kewenangan Provinsi | Provinsi Kepada Sosial dan Ekonomi
Organisasi Masyarakat
di Kabuputaen/Kota
2.08.02.1.03
Pengembangan | Jumieh lembaga dan Pengembangan |
Lembaga Penvedia penyedia layanan Lembaga Penvedia Jumlah lembaga penyedia
9 y pemberdayaan 9 Y layanan pemberdayaan 0
3 | Layanan erempuan tingkat 0 lembaga - | Layanan erempuan tingkat lembaga -
Pemberdayaan IOrovinrs)i ’ Pemberdayaan provinl'cs)i ters%andarisasi ’
Perempuan ferstandgﬂsasi Perempuan P Yo
Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
2.08.02.1.03.01 Jumlah Lembaga 2.08.02.1.03.01
Advokasi Kebijakan Penyedia Layanan Advokasi Kebijakan Jumlah Lembaga Penyedia
dan Pendampingan Pemberdayaan dan Pendampingan Layanan Pemberdayaan
03.01 kepada_Lembaga Perempuan o Kab/Kota | 0 lembaga kepada_Lembaga Perer_npyan Kewenangan Kab/Kota 0 lembaga
Penyedia Layanan Kewenangan Provinsi - | Penyedia Layanan Provinsi yang Mendapat -
Pemberdayaan yang Mendapat Pemberdayaan Advokasi dan
Perempuan Advokasi dan Perempuan Pendampingan
Kewenangan Provinsi | Pendampingan Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.02 Jumlah Sumberdaya
Peningkatan Y 2.08.02.1.03.02 Jumlah Perempuan SIAP
d Lembaga Penyedia . . .
Kapasitas Peningkatan Kapasitas (Suara dan Aksi Perempuan
Layanan Al .
Sumberdaya Pemberdavaan Sumberdaya Lembaga Pelopor) di bidang Ekonomi
03.02 | Lembaga Penyedia y Kab/Kota 0 Orang Penyedia Layanan / Kab/Kota 24 Orang
Perempuan - . - . -
Layanan . Pemberdayaan Lestari/Sehat/Pintar/Kepemi
Kewenangan Provinsi .
Pemberdayaan and Mendanat Perempuan mpinan/Hukum pada
Perempuan yang P Kewenangan Provinsi LPLPP Tingkat Provinsi

Kewenangan Provinsi

Peningkatan Kapasitas
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Persentase kab/kota
yg menyediakan Persentase kab/kota yg
PROGRAM layanan 54,16% PROGRAM menyediakan layanan 54,16%
PERLINDUNGAN perlindungan PERLINDUNGAN perlindungan perempuan
1 perempuan yg 1.451.521.333, - yg terstandarisasi 1.451.521.333, -
PEREMPUAN terstandarisasi PEREMPUAN
(PRIORITAS) (PRIORITAS)
Persentase
Perempuan Korban Persentase Perempuan
95% Korban Kekerasan Yang 95%
Kekerasan Yang .
- Terlayani
Terlayani
2.08.03.1.01 2.08.03.1.01
Pencegahan Persentase kab/kota Pencegahan Persentase kab/kota
Kekerasan terhadap | yg difasilitasi dim Kekerasan terhadap difasilitasi dlm e
Perempuan yang pengembangan Perempuan yang
1 | melibatkan para model sinergi 13,50% melibatkan para pengembangan model 13,50%
. . 244.521.333,- - - sinergi layanan 244.521.333,-
Pihak Lingkup layanan pencegahan Pihak Lingkup
S S pencegahan kekerasan
Daerah Provinsi dan | kekerasan terhadap Daerah Provinsi dan terhadap peremouan
Lintas Daerah perempuan Lintas Daerah pp P
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.03.1.01.01
Koordinasi dan Jumlah Dokumen 2.08.03.1.01.01
Sinkronisasi H_asn Kc_)oro!lna5| dan K_oordm_a5| Qan Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Sinkronisasi Sinkronisasi L . .
01.01 " . Koordinasi dan Sinkronisasi
Kebijakan, Program Pelaksanaan Pelaksanaan Kebijakan, -
dan Kegiatan Kebijakan, Program Program dan Kegiatan Pelaksanaan KEb'.Jakan’ 1
) 1 Dokumen 150.000.000 Program dan Kegiatan 150.000.000
Pencegahan dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Dokumen
Pencegahan Kekerasan
Kekerasan terhadap Pencegahan terhadap Perempuan
A terhadap Perempuan
Perempuan Kekerasan terhadap Kewenangan Provinsi Kewenanaan Provinsi
Kewenangan Provinsi | Perempuan (Sumber Dana DAK g
(Sumber Dana DAK Kewenangan Provinsi Non Fisik)
Non Fisik)
2.08.03.1.01.02 Jumlah Perangkat
Advokasi Kebijakan Daerah yang 2'08'03'1.'01'0? Jumlah Perangkat Daerah
- . Advokasi Kebijakan :
dan Pendampingan Mendapat Advokasi 24 dan Pendamoingan yang Mendapat Advokasi 24
01.02 | Layanan dan Pendampingan Kab/Kota Perangkat 94.521.333,- ping dan Pendampingan Layanan Kab/Kota Perangkat 94.521.333,-
- - Layanan Perlindungan .
Perlindungan Layanan Perlindungan Daerah Perempuan Perlindungan Perempuan Daerah
Perempuan Perempuan P - Kewenangan Provinsi
Lo i Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi | Kewenangan Provinsi
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2.08.03.1.02
: 2.08.03.1.02
Penyediaan ]
. Persentase Penyediaan Layanan
Layanan Rujukan . - Persentase
- - perempuan/anak Rujukan Lanjutan
Lanjutan bagi . perempuan/anak korban
korban kekerasan bagi Perempuan
Perempuan Korban kekerasan yang
2 | Kekerasan yan yang memperoleh 95% Korban Kekerasan memperoleh layanan 95%
yang layanan rujukan 0 1.002.000.000,- | yang memerlukan -mp  1ay 0 1.002.000.000,-
memerlukan - PR rujukan lanjutan
L lanjutan Koordinasi Tingkat .
Koordinasi Tingkat . L komprehensif pada UPT
LY komprehensif pada Daerah Provinsi dan -
Daerah Provinsi dan . - PPA Provinsi
Lintas Daerah UPT PPA Provinsi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.03.1.02.01
Penyediaan Layanan | Jumlah Perempuan ﬁfn&ggi';é%zl'_%l anan
Pengaduan Korban Kekerasan y Y Jumlah Perempuan Korban
. . Pengaduan Masyarakat .
Masyarakat bagi Tingkat Daerah baai Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah
02.01 | Perempuan Korban Provinsi dan Lintas 48 Orang 655.000.000,- g pL Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota 48 Orang 655.000.000,-
) Kab/Kota Kekerasan Tingkat
Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota i Kabupaten/Kota yang
e Daerah Provinsi dan
Daerah Provinsi dan yang Mendapatkan Lintas Daerah Mendapatkan Layanan
Lintas Daerah Layanan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota P
2.08.03.1.02.02
Koordinasi dan Jumlah Layanan 2'08'0.3'1'92'02
. A ; - Koordinasi dan
Sinkronisasi Tindak Lanjut . R .
Sinkronisasi Jumlah Layanan Tindak
Pelaksanaan Pengaduan yang . .
. Pelaksanaan Penyediaan | Lanjut Pengaduan yang
Penyediaan Layanan Memerlukan . S
02.02 | Rujukan Lanjutan Koordinasi dan Kab/Kota | 24 Layanan Layanan Rujukan Memerlukan Koordinasi Kab/Kota 24
' I y . I Y 347.000.000,- | Lanjutan bagi dan Sinkronisasi bagi Layanan 347.000.000,-
bagi Perempuan Sinkronisasi bagi
Perempuan Korban Perempuan Korban
Korban Kekerasan Perempuan Korban
- Kekerasan Kewenangan | Kekerasan Kewenangan
Kewenangan Provinsi | Kekerasan L
Provinsi (Sumber Dana
(Sumber Dana DAK Kewenangan ..
L DAK Non Fisik)
Non Fisik)
2.08.03.1.03
Penguatan dan Persentase kab/kota 2.08.03.1.03 Penguatan
Pengembangan . dan Pengembangan
. yg menyediakan . Persentase kab/kota yg
Lembaga Penyedia Lembaga Penyedia -
3 | Layanan layanan 37,75% Layanan menyediakan layanan 37,75%
ya perlindungan ' 205.000.000,- ya perlindungan perempuan ! 205.000.000,-
Perlindungan Perlindungan R
perempuan yg yg terstandarisasi
Perempuan . 2o Perempuan
terstandarisasi .
Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
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2.08.03.1.03.01 Jumlah Laboran 2.08.03.1.03.01
Advokasi Kebijakan aporar Advokasi Kebijakan Jumlah Laporan Advokasi
- Advokasi Kebijakan - .
dan Pendampingan dan Pendampingan dan Pendampingan Kebijakan dan
Penyediaan Sarana - Penyediaan Sarana Pendampingan Penyediaan
03.01 Prasarana Layanan Penyediaan Sarana Kab/Kota 2 Laporan 75.000.000,- | Prasarana Layanan bagi | Sarana Prasarana Layanan Kab/Kota 2 Laporan 75.000.000,-
- Prasarana Layanan -
bagi Perempuan baqi Perempuan Perempuan Korban bagi Perempuan Korban
Korban Kekerasan Kogrban Kel?erasan Kekerasan Kewenangan | Kekerasan
Kewenangan Provinsi Provinsi
2.08.03.1.03.02 Jumlah Sumberdaya 2.08.03.1.03.02
Peningkatan Lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas Jumlah Sumberdaya
Kapasitas Sumber g Y 9 p Lembaga Penyedia Layanan
Layanan Penanganan Sumber Daya Lembaga -
Daya Lembaga . . Penanganan bagi
03.02 | Penyedia Layanan bagi Perempuan Kab/Kota 48 Orang Penyedia Layanan Perempuan Korban Kab/Kota 48 Orang
' - Korban Kekerasan 105.000.000,- | Penanganan bagi 105.000.000,-
Penanganan bagi L Kekerasan Kewenangan
Perempuan Korban Kewenangan Provinsi Perempuan Korban Provinsi yang Mendapat
Kekerasan yang Mendapat Kekerasan Kewenangan Peningkatan Kapasitas
Kewenangan Provinsi Peningkatan Kapasitas Provinsi g P
2.08.03.1.03.03 Jumlah Perempuan 2.08.03.1.03.03
Penyediaan dalam Situasi Darurat Penyediaan Kebutuhan JSL:th Lz? ;Z:ﬁ?;?zzr; ?(acI;rgisi
Kebutuhan Spesifik dan Kondisi Khusus Spesifik bagi Khusus kewenangan 24
03.03 | bagi Perempuan kewenangan provinsi Kab/Kota 24 Orang _ | Perempuan dalam L Kab/Kota i
dalam Situasi Darurat | yang Mendapatkan 25.000.000, Situasi Darurat dan provinsi yang Mendapatkan Orang 25.000.000,
- . pemenuhan Kebutuhan
dan Kondisi Khusus pemenuhan Kondisi Khusus Spesifik
Kewenangan Provinsi | Kebutuhan Spesifik Kewenangan Provinsi P
PROGRAM Perﬁqir;tasgi';igln kota PROGRAM Persentase kab/kota yg
i1 | PENINGKATAN ?ggmba lea . 501694 PENINGKATAN menyediakan lembaga 50169
KUALITAS Penin gkata); R0 800.308.024,- | KUALITAS layanan Peningkatan 70 800.308.024,-
KELUARGA 9 KELUARGA Kualitas Keluarga
Kualitas Keluarga
éfr?i'r?drl.(lé?;n Jumlah layanan 2.08.04.1.01
Kuali?as Keluaraa edukasi Keluarga Peningkatan Kualitas | Jumlah layanan edukasi
larg yang diedukasi oleh Keluarga dalam Keluarga yang diedukasi
1 dalam Mewujudkan lembaga layanan 24 layanan Mewujudkan oleh lembaga layanan 24
Kesetaraan Gender ga ‘'ay y 730.000.000,- ) vaga fay layanan 730.000.000,-
(KG) dan Hak Anak pembelajaran Kesetaraan Gender pembelajaran keluarga
Kewenandan keluarga tingkat (KG) dan Hak Anak tingkat provinsi
Provinsi g provinsi Kewenangan Provinsi
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2.08.04.1.02.02 pomlah Dokumen 2.08.04.1.02.02 Jumlah Dokumen
Pelaksanaan A . Pelaksanaan Komunikasi, Informasi,
o Informasi, Edukasi S . .
Komunikasi, (KIE) Kesetaraan Kota Komunikasi, Informasi, | Edukasi (KIE) Kesetaraan 3
02.02 | Informasi, Egjuka5| Gender (KG) dan Makassar 3 Dokumen 730.000.000,- Edu!<a3| KG dan _ Gender (KG) dan Kota Makassar Dokumen 730.000.000,-
KG dan Perlindungan . Perlindungan Bagi Perlindungan Anak
. . Perlindungan Anak ; N
Bagi Anak bagi K . Anak bagi Kewenangan | Kewenangan Provinsi
. ewenangan Provinsi s .
Kewenangan Provinsi yang Tersedia Provinsi yang Tersedia
2.08.04.1.02
Penguatan dan 2.08.04.1.02 Penguatan
Pengembangan dan Pengembangan
Lembaga Penyedia Pgrrlsepr;t:rs}eeléezgﬂzor;ta Lembaga Penyedia Persentase kab/kota yan
Layanan dan Yayagnan Y Layanan dan menyediakan Iayanaz ’
: o ; . o
2 Penlr)gkatan pembelajaran 45% 70.308.024. - Peningkatan Kualitas pembelajaran keluarga 45% 70.308.024.-
Kualitas Keluarga Keluarga dalam L
. keluarga - terstandarisasi
dalam Mewujudkan terstandarisasi Mewujudkan KG dan
KG dan Hak Anak Hak Anak
Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
2.08.04.1.01.01 Jumlah Lembaga 2.08.04.1.01.01
Advokasi Kebijakan P - 9 Advokasi Kebijakan Jumlah Lembaga Penyedia
- enyedia Layanan - .
dan Pendampingan : . dan Pendampingan Layanan Peningkatan
Peningkatan Kualitas .
01.01 Pengembangan . Keluarga Kewenangan | Kab/kota | 24 Lembaga Pengembangan . Kualitas Keluarga_ . Kab/kota 24
' Lembaga Penyedia Provinsi van 25.308.024,- | Lembaga Penyedia Kewenangan Provinsi yang Lembaga 25.308.024, -
Layanan Peningkatan M yang . Layanan Peningkatan Mendapat Advokasi dan
- endapat Advokasi - -
Kualitas Keluarga dan Pendampingan Kualitas Keluarga Pendampingan
Kewenangan Provinsi ping Kewenangan Provinsi
2.08.04.1.02.02
Peningkatan Jumlah Sumberdgya 2'03'04'1'02'02 . Jumlah Sumberdaya
) Lembaga Penyedia Peningkatan Kapasitas -
Kapasitas Sumber L Peninak Sumber Dava Lemb Lembaga Penyedia Layanan
Daya Lembaga ayanan rening atan umber Laya Lembaga Peningkatan Kualitas
02.02 . Kualitas Keluarga Kab/Kota 48 Orang Penyedia Layanan Kab/Kota 48 Orang
Penyedia Layanan _— 25.000.000,- : . Keluarga Kewenangan 25.000.000,-
? . Kewenangan Provinsi Peningkatan Kualitas .
Peningkatan Kualitas Provinsi yang Mendapat
yang Mendapat Keluarga Kewenangan . -
Keluarga Peninak K . Provinsi Peningkatan Kapasitas
Kewenangan Provinsi eningkatan Kapasitas rovinsi
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2.08.04.1.02.03
Penguatan Jejaring
antar Lembaga

Jumlah Dokumen
Hasil Penguatan
Jejaring Antar

2.08.04.1.02.03
Penguatan Jejaring
antar Lembaga

Jumlah Dokumen Hasil
Penguatan Jejaring Antar
Lembaga Penyedia Layanan

1

02.03 | Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Kab/Kota | 1 Dokumen 20.000.000,- | Penyedia Layanan Peninakatan Kualitas Kab/Kota Dokumen 20.000.000,-
Peningkatan Kualitas | Layanan Peningkatan Peningkatan Kualitas Kelua? 2 Kewenanoan
Keluarga Kualitas Keluarga Keluarga Kewenangan Provingi g
Kewenangan Provinsi | Kewenangan Provinsi Provinsi
PROGRAM Persentase kab/kota PROGRAM Persentase kab/kota van
PENGELOLAAN yang menyediakan PENGELOLAAN menyediakan Data yang
v SISTEM DATA Data Gender dan 88% SISTEM DATA 88%
GENDER DAN Anak yang 415.000.000,- GENDER DAN 'ICE:PSegaizn Anak yang 415.000.000,-
ANAK Terupdate ANAK P
2.08.05.1.01 2.08.05.1.01
Pengumpulan, Persentase Pengumpulan,
Pengolahan Analisis . Pengolahan Analisis Persentase Ketersediaan
- Ketersediaan Data - -
1 dan Penyajian Data dan Informasi 86% dan Penyajian Data Data dan Informasi 86%
Gender dan Anak . 415.000.000,- | Gender dan Anak Gender dan Anak di 415.000.000,-
Gender dan Anak di ) S
dalam Kelembagaan Tinakat Provinsi dalam Kelembagaan Tingkat Provinsi
Data di Tingkat g Data di Tingkat
Daerah Provinsi Daerah Provinsi
Iifr?yggi;é?\lg;[a Jumlah Dokumen Data IifnS);ggi.;é?wlge}ta Jumlah Dokumen Data_ _ 5
01.01 Gender dan Anak Genqer_dan Anak _ Kab/Kota | 2 Dokumen 260.000.000.- | Gender dan Anak Gender dan Anak Provinsi Kab/Kota Dokumen 260.000.000.-
L Provinsi yang Tersedia L yang Tersedia
Provinsi Provinsi
2.08.05.1.01.02 Jumlah Dokumen 2.08.05.1.01.02
e - - Jumlah Dokumen
Penyajian dan Penyajian dan Penyajian dan Penvaiian dan Pemanfaatan
01.02 Pemanfaatan Data Pemanfaatan Data Kab/Kota | 2 Dokumen Pemanfaatan Data Dat;/ Cjaen der dan Anak Kab/Kota 2
' Gender dan Anak Gender dan Anak 155.000.000,- | Gender dan Anak dalam Dokumen 155.000.000,-
dalam Kelembagaan Data
dalam Kelembagaan dalam Kelembagaan Kelembagaan Data Provinsi
o N S rovinsi
Data Provinsi Data Provinsi Provinsi
PROGRAM
PROGRAM
PEMENUHAN Persentase kab/kota o Persentase kab/kota o
V' | HAK ANAK Layak Anak 87,50% 472.705.000,- | TEMENUHIAN HAK 1) ovak Anak 87:50% | 472.705.000,-
L ANAK (Prioritas)
(Prioritas)
2.08.06.1.01 Persentase kab/kota 2.08.06.1.01 Persentase kab/kota
Pelembagaan PHA yg difasilitasi dim Pelembagaan PHA . Y8
pada Lembaga pelembagan PHA pada Lembaga difasilitasi dim
1 84% 182.705.000,- pelembagan PHA pada 84% 182.705.000,-

Pemerintah, Non
Pemerintah, dan
Dunia Usaha

pada lembaga
pemerintah, media,
dan dunia usaha

Pemerintah, Non
Pemerintah, dan
Dunia Usaha

lembaga pemerintah,
media, dan dunia usaha
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Kewenangan Kewenangan Provinsi
Provinsi
Jumlah Organisasi .
Pemerintah Non “;Lénnlﬁr;n?;ﬁawgﬁsl
2.08.06.1.01.01 Pemerintah,Media dan 2.08.06.1.01.01 S .
- - ) - - Pemerintah, Media dan
Advokasi Kebijakan Dunia Usaha Usaha Advokasi Kebijakan .
- A - Dunia Usaha Usaha
dan Pendampingan Kewenangan Provinsi dan Pendampingan N
Kewenangan Provinsi yang
Pemenuhan Hak yang Mendapat 24 Pemenuhan Hak Anak Mendanat Advokasi 24
01.01 | Anak pada Lembaga | Advokasi Kebijakan Kab/Kota Organisasi 150.000.000.- pada Lembaga Kebi'al?an dan Kab/Kota Organisasi 150.000.000.-
Pemerintah, Non dan Pendampingan 9 TEEETE | Pemerintah, Non PendJam ingan Pemenuhan 9 AR
Pemerintah, Media Pemenuhan Hak Anak Pemerintah, Media dan ping
. - Hak Anak pada Lembaga
dan Dunia Usaha pada Lembaga Dunia Usaha .
Kewenangan Provinsi | Pemerintah Non Kewenangan Provinsi Pemerintah, Non
- . Pemerintah, Media dan
Pemerintah Media dan )
; Dunia Usaha
Dunia Usaha
2.08.06.1.01.02
Koordinasi dan Jumiah Dokumen 2.08.06.1.01.02 Jumlah Dokumen Hasil
- S Hasil Koordinasi Koordinasi dan L - L
Sinkronisasi dan Sinkronisasi Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi 1
01.02 | Pelembagaan Kab/Kota | 1 Dokumen 32.705.000,- Pelembagaan Pemenuhan Kab/Kota 32.705.000,-
Pelembagaan Pelembagaan Dokumen
Pemenuhan Hak Hak Anak Kewenangan
Pemenuhan Hak Anak Pemenuhan Hak Anak e
Anak Kewenangan - S Provinsi
Provinsi Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
rovinsi
2.08.06.1.02
Penguatan dan Persentase l_<ab{kota 2.08.06.1.02 Penguatan | Persentase kab/kota yang
Pengembangan yang difasilitasi A
- dan Pengembangan difasilitasi dalam
Lembaga Penyedia dalam penguatan L embaga Penvedia enquatan dan
2 | Layanan dan pengembangan 55% 290.000.000,- ga Feny peng 55% 290.000.000,-
. : Layanan Peningkatan | pengembangan lembaga
Peningkatan lembaga penyedia - - . )
. - ) Kualitas Hidup Anak penyedia layanan kualitas
Kualitas Hidup layanan kualitas S :
. Kewenangan Provinsi | hidup anak
Anak Kewenangan hidup anak
Provinsi
2.08.06.1.02.01 Jumlah Dokumen 2.08.06.1.02.01 Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi 1
02.01 | Sinkronisasi dan Sinkronisasi Kab/Kota | 1 Dokumen 150.000.000,- Sinkronisasi Pelaksanaqn Peningkatan Kab/Kota Dokumen 150.000.000,-
Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksanaan Kualitas Hidup Anak
Pendampingan Peningkatan Kualitas Pendampingan Kewenangan Provinsi
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Peningkatan Kualitas | Hidup Anak Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Kewenangan Provinsi Hidup Anak
Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.02.02 Jumlah anak van 2.08.06.1.02.02
Penyediaan Layanan yang Penyediaan Layanan Jumlah anak yang
02.02 Peningkatan Kualitas E/Iaer;(:]z;:]a't!(;r}n Katan Kab/Kota 48 Oran Peningkatan Kualitas Mendapatkan Layanan Kab/Kota 48 Oran
% | Hidup Anak yanan "ening g 65.000.000,- | Hidup Anak Peningkatan Kualitas g 65.000.000,-
.. | Kualitas Hidup Anak - ;
Kewenangan Provinsi Kewenanaan Kewenangan Provinsi Hidup Anak Kewenangan
dan Kab/Kota Y dan Kab/Kota
2.08.06.1.02.03 Jumlah Dokumen 2.08.06.1.02.......
Penguatan Jejaring Penguatan Jejaring Penguatan Jejaring Jumlah Dokumen
antar Lembaga Antar Lembaga antar Lembaga Penguatan Jejaring Antar
Penyedia Layanan Penyedia Layanan Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan 5
02.03 | Peningkatan kualitas | Peningkatan Kualitas Kab/Kota | 2 Dokumen _ | Peningkatan kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Kab/Kota i
hidup anak Hidup Anak 75.000.000, hidup anak Anak Kewenangan Provinsi Dokumen 75.000.000,
Kewenangan Provinsi | Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah
dan Lintas Daerah dan Lintas Daerah dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
PROGRAM P;;selr;[:ieel;?:li;?ta PROGRAM Persentase Kab/Kota yang
vl | PERLINDUNGAN ?’a fnan aﬁak Korban Y PERLINDUNGAN menyediakan layanan 54 160
KHUSUS ANAK Y o0 565.092.400,- | KHUSUS ANAK anak korban kekerasan o0 565.092.400,-
S kekerasan yang S S
(Prioritas) S (Prioritas) yang terstandarisasi
terstandarisasi
2.08.07.1.01 2.08.07.1.01
Pencegahan Pencegahan
Kekerasan terhadap Persentase kgb/kota Kekerasan terhadap Persentase kab/kota yg
yg difasilitasi dlm I
Anak yang engembanaan Anak yang difasilitasi dim
1 | Melibatkan para peng g 17% 225.000.000 | Melibatkan para pengembangan model 17% 225.000.000
: - model pencegahan . )
Pihak Lingkup kekerasan terhada Pihak Lingkup pencegahan kekerasan
Daerah Provinsi dan anak P Daerah Provinsi dan terhadap anak
Lintas Daerah Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.07.1.01.01 Jumlah Organisasi
Advokasi Kebijakan yang Mendapat 2'08'07'1.'01'0003 Jumlah SDM yang
- - - Advokasi dan :
dan Pendampingan Advokasi Kebijakan . memperoleh Advokasi dan
- Pendampingan -
Pelaksanaan dan Pendampingan o4 Peranakat Daerah Pendampingan Dalam
01.01 | Kebijakan, Program Pelaksanaan Kab/Kota - g Pelaksanaan Kab/Kota 24 Orang
. s Organisasi 225.000.000,- | Dalam Pelaksanaan - . 225.000.000,-
dan Kegiatan Kebijakan, Program " Kebijakan/Program/Kegiata
. Kebijakan/Program/Keg
Pencegahan dan Kegiatan . n Pencegahan KTA
iatan Pencegahan KTA o
Kekerasan terhadap Pencegahan K o Kewenangan Provinsi
ewenangan Provinsi
Anak Kewenangan Kekerasan terhadap
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Provinsi Anak Kewenangan
Provinsi
2.08.07.1.02 2.08.07.1.02
Penyediaan Penyediaan Layanan
Layanan Bagi Anak | Persentase anak y 4
Bagi Anak yang Persentase anak korban
yang Memerlukan korban kekerasan Memerlukan kekerasan van
2 | Perlindungan yang memperoleh 90,50% 165.092.400,- . yang 90,50% 165.092.400,-
Perlindungan Khusus | memperoleh layanan
Khusus yang layanan .
. yang Memerlukan komprehensif
Memerlukan komprehensif dinasi Tinak
Koordinasi Tingkat Koordinasi Tingkat
LS Daerah Provinsi
Daerah Provinsi
2.08.07.1.02.01 Jumlah Anak yang
02.01 yang Perlindungan Khusus Kab/Kota 24 Orang 75.092.400 mendapatkan layanan Kab/Kota 40 Orang 75.092.400
memerlukan Layanan AMPK S
. Mendapatkan layanan - Kewenangan Provinsi
perlindungan khusus Kewenangan Provinsi
K .. | pengaduan
ewenangan provinsi
Jumlah Layanan
2.08.07.1.02.02 tindak lanjut 2.08.07.1.02.02 Jumlah Lavanan tindak
Koordinasi dan Pengaduan yang Koordinasi dan : 4
. o . R lanjut Pengaduan yang
Sinkronisasi Memerlukan Sinkronisasi LY
02.02 Pelaksanaan Koordinasi dan Kab/Kota | 24 Layanan Pelaksanaan c,;girgﬁglll(%anr}sl;soiobr:l?aihak Kab/Kota 24
' Pendampingan anak Sinkronisasi bagi Y 55.000.000,- | Pendampingan anak g Layanan 55.000.000,-
yang Memerlukan
Yang Memerluka Anak yang Yang Memerluka ?
: : Perlindungan Khusus
Perlindungan Khsuus | Memerlukan Perlindungan Khsuus K o
e . L ewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi | Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.02.03 Jumlah Dokumen 2.08.07.1.02.03
Pengembangan S . Jumlah Dokumen
P Komunikasi Informasi Pengembangan S .
komunikasi, . Lo . Komunikasi Informasi dan
Informasi, Edukasi dan Edukasi (KIE) komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Anak yang 3
02.03 Anak yang Anak yang Kab/Kota | 3 Dokumen 35.000.000,- Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Kab/Kota Dokumen 35.000.000,-
Memerlukan Memerlukan
Memerlukan . - Khusus Kewenangan
- Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus .
Perlindungan Khusus S . Provinsi
.. | Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi
Kewenangan Provinsi
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2.08.07.1.03 2.08.07.1.03 Penguatan
Penguatan dan
dan Pengembangan
Pengembangan Persentase Lembaga - Persentase Lembaga
. - Lembaga Penyedia -
Lembaga Penyedia penyedia layanan . penyedia layanan
. . Layanan bagi Anak .
Layanan bagi Anak | perlindungan khusus ana Memerlukan perlindungan khusus anak
3 | yang Memerlukan anak yang dikuatkan 38% 175.000.000,- yang yang dikuatkan dan 38% 175.000.000,-
) ) Perlindungan Khusus . L
Perlindungan dan dikembangkan - dikembangkan di tingkat
: g > Tingkat Daerah L -
Khusus Tingkat di tingkat provinsi Provinsi dan Lintas provinsi dan lintas
Daerah Provinsi dan | dan lintas kab/kota Daerah kab/kota
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2.08.07.1.03.02 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan 2.08.07.1.03.02 Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Sinkronisasi Koordinasi dan Koordinasi dan Sinkronisasi
Peningkatan Peningkatan Kapasitas Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas
Kapasitas Sumber Sumber Daya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga 1
03.02 | Daya Lgmbaga Lembaga Penyedia Kab/Kota | 1 Dokumen 130.000.000 - Sumber_ Daya Lembaga | Penyedia Layanan Anak Kab/Kota Dokumen 130.000.000.-
Penyedia Layanan Layanan Anak yang Penyedia Layanan Anak | yang Memerlukan
Anak yang Memerlukan yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Memerlukan Perlindungan Perlindungan Khusus Usaha Kewenangan
Perlindungan Khusus | Khusus Usaha Kewenangan Provinsi Provinsi
Kewenangan Provinsi | Kewenangan Provinsi
2.08.07.1.03.03 Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Hasil Koordinasi dan 2.08.07.1.03.03 .
. o - o I Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi Sinkronisasi Koordinasi dan L - —
- L . R Koordinasi dan Sinkronisasi
Penguatan Jejaring Penguatan Jejaring Sinkronisasi Penguatan I
b b L b Penguatan Jejaring Antar
03.03 antar Lembaga Antar Lembaga Kab/Kota | 1 Dokumen Jejaring antar Lembaga Lembaga Penyedia Layanan Kab/Kota L
' Penyedia Layanan Penyedia Layanan 45.000.000,- | Penyedia Layanan Anak Anak vang Memerlukan Dokumen 45.000.000,-
Anak yang Anak yang yang Memerlukan K yang
? Perlindungan Khusus
Memerlukan Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
Perlindungan Khusus | Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi g
Kewenangan Provinsi | Kewenangan Provinsi
Cakupan kab/kota Cakupan kab/kota yang
PROGRAM failtas: pominaan PROGRAM pembinaan penanganan
0, 0,
Vil PENGENDALIAN penanganan terpadu 2550% 210.000.000,- PENGENDALIAN terpadu isu 2550% 210.000.000,-
PENDUDUK . . PENDUDUK .
isu kependudukan di kependudukan di
Kampung KB Kampung KB
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2.14.02.1.01
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Kebijakan
Pemerintah Pusat

Persentase kab/kota
yang didampingi
dalam penyusunan

2.14.02.1.01 Pemaduan
dan Sinkronisasi
Kebijakan Pemerintah
Pusat dengan

Persentase kab/kota yang
didampingi dalam

. o , o
1 | dengan Pemerintah | |\ eoyan 17% 150.000.000,- | Pemerintah Dagrah | Penyusunan kebijakan 17% 150.000.000,-
Daerah Provinsi . . pengendalian kuantitas
pengendalian Provinsi dalam rangka
dalam rangka - - penduduk
: kuantitas penduduk Pengendalian
Pengendalian .
. Kuantitas Penduduk
Kuantitas
Penduduk
Jumlah Dokumen
Iiélr?.grzéiignlm Hasil Penyerasian 2.14.02.1.01.01 Jumlah Dokumen Hasil
Y Kebijakan Penyerasian Kebijakan Penyerasian Kebijakan
Kebijakan
Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah Provinsi terhada Provinsi terhada Provinsi terhada 1
01.01 | Provinsi terhadap p Kab/Kota | 1 Domumen 100.000.000,- P P Kab/Kota 100.000.000,-
Pembangunan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Domumen
Kependudukan, Kel Kel B K dudukan. d
Keluarga Berencana eluarga, eluarga Berencana ependudukan, dan
dan Pembanqunan Kependudukan, dan dan Pembangunan Keluarga Berencana
Keluaraa (K?(BPK) Keluarga Berencana Keluarga (KKBPK) (Bangga Kencana)
Y (Bangga Kencana)
2.14.02.1.01.03 Jumlah kab/kota yg 2.14.02.1.01.03 Jumlah kab/kota yg
01.03 | Advokasi dan didampingi dim Kab/Kota 1 Laporan 50.000.000 | Advokasi dan didampingi dlm penyusunan Kab/Kota 1 Laporan 50.000.000
Sosialisasi GDPK penyusunan GDPK Sosialisasi GDPK GDPK
2.14.02.1.02 Jumlah dokumen 2.14.02.1.02 Pemetaan
Pemetaan Perkiraan | pengendalian Perkiraan Jumlah dokumen 1
2 | Pengendalian penduduk yg 1 Dokumen 60.000.000,- | Pengendalian pengendalian penduduk Dokumen 60.000.000,-
Penduduk Cakupan | tersedia di tk Penduduk Cakupan yg tersedia di tk provinsi
Daerah Provinsi provinsi Daerah Provinsi
2.14.02.1.02.02 Jumlah Dokumen 2.14.02.1.02.02 .
. . . Jumlah Dokumen Hasil
Penyusunan Profil Hasil Penyusunan Penyusunan Profil .
Kependudukan Profil Kependudukan Kependudukan Penyusunan Profil 1
02.02 ! Kab/Kota | 1 Domumen 60.000.000,- ! Kependudukan, Kab/Kota 60.000.000,-
Keluarga Berencana Keluarga Berencana Keluarga Berencana Domumen
Keluarga Berencana  dan
dan Pembangunan dan Pembangunan dan Pembangunan
Pembangunan Keluarga
Keluarga Keluarga Keluarga
PROGRAM PROGRAM
VI PEMBINAAN Persentase PUS_ 65,35% PEMBINAAN Persentgse PUS peserta 65.35%
KELUARGA peserta KB Aktif 215.000.000,- | KELUARGA KB Aktif 215.000.000,-
BERENCANA (KB) BERENCANA (KB)
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2.14.03.1.01
Pengembangan
Desain Program,
Pengelolaan dan

Persentase kab/kota

2.14.03.1.01
Pengembangan Desain
Program, Pengelolaan

Pelaksanaan yang dan Pelaksanaan Persentase kab/kota yang
Advokasi, mengembangkan Advokasi, mengembangkan
Komunikasi, percontohan inovasi, Komunikasi, percontohan inovasi,
1 | Informasi dan advokasi, dan KIE 17,25% Informasi dan advokasi, dan KIE 17,25%
Edukasi (KIE) Pengemdalian 215.000.000.- Edukasi (KIE) Pengemdalian Penduduk 215.000.000,-
Pengendalian Penduduk dan KB Pengendalian dan KB sesuai kearifan
Penduduk dan sesuai kearifan Penduduk dan budaya lokal
Keluarga Berencana | budaya lokal Keluarga Berencana
(KB) Sesuai (KB) Sesuai Kearifan
Kearifan Budaya Budaya Lokal
Lokal
iélﬁ'giéé%l'gﬁ Jumlah Laporan Hasil 2.14.03.1.01.01 Jumlah Laporan Hasil
Stra?e 0 grasional Pengembangan Pengembangan Strategi | Pengembangan Strategi
01.01 A dvolgasi pPromosi Strategi Operasional Kab/Kota | 0 Laporan _ | Operasional Advokasi, Operasional Advokasi, Kab/Kota 0 Laporan )
S Advokasi, Promosi Promosi Sesuai Promosi Sesuai Kearifan
Sesuai Kearifan - . .
Lokal Sesuai Kearifan Lokal Kearifan Lokal Lokal
2.14.03.1.01.04 Jumlah Dokumen 2.14.03.1.01.04 .
Pelaksanaan Hasil Advokasi dan Pelaksanaan Advokasi k&?ﬁagzﬁimlfrgﬁ;l ram 1
01.04 | Advokasi dan KIE KIE Program Bangga Kab/Kota | 1 Dokumen 100.000.000,- | dan KIE Program Banaoa Kencana Mela?ui Kab/Kota Dokumen 100.000.000,-
Program KKBPK Kencana Melalui KKBPK Melalui Mitra Mitr%gKer'a
Melalui Mitra Kerja Mitra Kerja Kerja )
2'14'0.3'1'01'08 . Jumlah Laporan Hasil 2.14.03.1.01.08 Jumlah Laporan Hasil
Pembinaan Promosi . . . . . .
01.08 | dan Konseling Pemblnaan_ Promosi Kab/Kota 1 Laporan Pembm_aan Promosi dan Pembln_aan Promosi dan Kab/Kota 1 Laporan
' dan Konseling 115.000.000,- | Konseling Kesehatan Konseling Kesehatan 115.000.000,-
Kesehatan . . .
. Kesehatan Reproduksi Reproduksi Reproduksi
Reproduksi
2.14.03.1.02 2.14.03.1.02
Pemberdayaan dan Persentase kab/kota Pem_berdayaan dan
Peningkatan Peran Co . Peningkatan Peran
L yang menjadi lokasi L Persentase kab/kota yang
serta Organisasi b serta Organisasi iadi lokasi
Kemasyarakatan pengembangan Kemasyarakatan menjadi fokast .
2 - kemitraan 25,50% . pengembangan kemitraan 25,50%
Tingkat Daerah - | Tingkat Daerah -
pengelolaan pengelolaan pelayanan

Provinsi dalam
Pengelolaan
Pelayanan dan
Pembinaan

pelayanan dan
kesertaan ber-KB

Provinsi dalam
Pengelolaan
Pelayanan dan
Pembinaan Kesertaan

dan kesertaan ber-KB
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Kesertaan Ber-KB Ber-KB
2.14.03.1.02.01 Jumlah Dokumen
Pengembangan Hasil Pengembangan 2.14.03.1.02.01 .| Jumlah Dokumen Hasil
- . . - Pengembangan Strategi :
Strategi Operasional Strategi Operasional - Pengembangan Strategi
Operasional dalam -
dalam rangka dalam Rangka Operasional dalam Rangka
rangka Pemberdayaan
Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan dan Peninakatan Peran Pemberdayaan dan 0
02.01 | Peningkatan Peran Peningkatan Peran Kab/Kota | 0 Dokumen gratan Peningkatan Peran Serta Kab/Kota
L L - | Serta Organisasi o Dokumen -
Serta Organisasi Serta Organisasi Kemasvarakatan dalam Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Pela ar)llan dan Dalam Pelayanan dan
dalam Pelayanan dan | Dalam Pelayanan dan Pemﬁinaan Kesertaan Pembinaan Kesertaan Ber-
Pembinaan Kesertaan | Pembinaan Kesertaan Ber-KB KB
Ber-KB Ber-KB
PROGRAM PROGRAM
PEMBERDAYAAN | heérsentase kab/kota PEMBERDAYAAN
yg meningkat Persentase kab/kota yg
ix | DAN capaian Indeks 25,500 DAN meningkat capaian Indeks 25,500%
PENINGKATAN PeFr)nban unan D 1.005.000.000,- | PENINGKATAN Pembagn unarF\) Keluarga D 1.005.000.000,-
KELUARGA Kol KELUARGA g g
SEJAHTERA g SEJAHTERA
2.14.04.1.01 2.14.04.1.01
Pengelolaan
. Pengelolaan
Pelaksanaan Desain .
Pelaksanaan Desain
Program Persentase kab/kota Kab/k
Pembangunan yang difasilitasi 17 50% Erogt:am (I;’_e;rsglr!tas_e dal ota yang 17 50%
! Keluarga Melalui dalam peningkatan S0% 755.000.000,- | , oroangunan Ifasilitasi dalam 0% 755.000.000,-
- Keluarga Melalui peningkatan IPK daerah
Pembinaan IPK daerah -
Pembinaan Ketahanan
Ketahanan dan -
. dan Kesejahteraan
Kesejahteraan
Keluarga
Keluarga
2.14.04.1.01.03 Jumlah Dokumen 2.14.04.1.01.03 .
01.03 Pembinaan Hasil Pembinaan Kab/Kota | 1 Dokumen Pembinaan Ketahanan gléﬂt?ir:lagr? klg?tzrr]\anHaiSIclian Kab/Kota !
' Ketahanan dan Ketahanan dan 77.500.000,- | dan Kesejahteraan ! Dokumen 77.500.000,-
. - Kesejahteraan Keluarga
Kesejahteraan Kesejahteraan Keluarga
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Keluarga Keluarga
2.14.04.1.01.08 Jumlah PIK-R yang 2.14.04.1.01.08
Fasilitasi Mengikuti Fasilitasi Jumlah PIK-R yang
Pengembangan Pengembangan Pengembangan Mengikuti Pengembangan 1
01.08 | Kelompok Pusat Kelompok Pusat Kab/Kota | 1 Organisasi 77.500.000,- | Kelompok Pusat Kelompok Pusat Informasi Kab/Kota 0 - 77.500.000,-
; . . . - . - . rganisasi
Informasi Konseling- | Informasi Konseling- Informasi Konseling- Konseling-Remaja (PIK-R)
Remaja (PIK-R) di Remaja (PIK-R) di Remaja (PIK-R) di di Kampung KB
Kampung KB Kampung KB Kampung KB
2.14.04.1.01.14 Jumlah Dokumen
Pelaksanaan - A 2.14.04.1.01.14 .
. Hasil Fasilitasi, A Jumlah Dokumen Hasil
Fasilitasi, Lo Pelaksanaan Fasilitasi, ilitasi A
Pembimbingan, Pembimbingan, ) Pembimbingan, Fasilitasi, Pembimbingan, 1
01.14 Pengembangan, dan Pengembangan,_dan Kab/Kota | 1 Dokumen 600.000.000,- | Pengembangan, dan Pengembangan,.dan Kab/Kota Dokumen 600.000.000,-
Penguatan Penyiapan Penguatz:]n Perg];gg pan Penguatan Penyiapan Penguat:;n Per(;;goa pan
Pengasuhan 1000 Pengasuhan 1 Pengasuhan 1000 HPK Pengasuhan 1000 HPK
HPK
HPK
2.14.04.1.02
Pemberdayaan dan li-:ri-ggfggzaan dan
Peningkatan Peran . y
L Peningkatan Peran
serta Organisasi p kab/k 0 L
Kemasyarakatan ersenf[ase_ <abi ota serta Organisasi Persentase kab/kota yang
. yang difasilitasi Kemasyarakatan DR
Tingkat Daerah . difasilitasi dalam
S dalam pembentukan Tingkat Daerah
2 | Provinsi dalam 25,50% g pembentukan 25,50%
percontohan BKB, 250.000.000,- | Provinsi dalam 250.000.000,-
Pembangunan percontohan BKB, BKR,
. BKR, BKL, dan Pembangunan
Keluarga Melalui . BKL, dan UPPKS
- UPPKS Keluarga Melalui
Pembinaan -
Pembinaan Ketahanan
Ketahanan dan -
Kesei dan Kesejahteraan
esejahteraan
Keluarga
Keluarga
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2.14.04.1.02.04
Peningkatan
Kapasitas Mitra dan
Organisasi
Kemasyarakatan
dalam Pengeolaan
Program Keluarga
Melalui Bina
Keluarga (BKB),

Jumlah Dokumen
Hasil Peningkatan
Kapasitas Mitra dan
Organisasi
KeMasyarakatan
dalam Pengelolaan
Program Ketahanan
Keluarga Melalui Bina
Keluarga Balita

2.14.04.1.02.04
Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
Kemasyarakatan dalam
Pengeolaan Program
Keluarga Melalui Bina
Keluarga (BKB), Bina

Jumlah Dokumen Hasil
Peningkatan Kapasitas
Mitra dan Organisasi
KeMasyarakatan dalam
Pengelolaan Program
Ketahanan Keluarga
Melalui Bina Keluarga

1

0204 | Bina Keluarga (BKB), Bina Keluarga | K&/Kota | 1 Dokumen 100.000.000,- | KKeluarga Remaja Balita (BKB), Bina Kab/Kota | hoiimen | 100.000.000,-
- . / - (BKR), Bina Keluarga Keluarga Remaja (BKR),
Remaja (BKR), Bina | Remaja (BKR), Bina - : ) 8
A . Lansia (BKL), Unit Bina Keluarga Lansia
Keluarga Lansia Keluarga Lansia : - :
. . Peningkatan Pendapatan | (BKL), Unit Peningkatan
(BKL), Unit (BKL), Unit .
. . Keluarga Sejahtera Pendapatan Keluarga
Peningkatan Peningkatan PPKS) d iah PPKS) d
Pendapatan Keluarga | Pendapatan Keluarga u 5) dan . Sejahtera (U S) an.
. - Pemberdayaan Ekonomi | Pemberdayaan Ekonomi
Sejahtera (UPPKS) Sejahtera (UPPKS) Keluaraa Keluaraa
dan Pemberdayaan dan Pemberdayaan 9 g
Ekonomi Keluarga Ekonomi Keluarga
2.14.04.1.02.02 Jumlah Laporan Hasil 2.14.04.1.02.02 Jumlah Laporan Hasil
Penguatan Penguatan _ | Penguatan 1 )
02.02 pemberdayaan Pemberdayaan Kab/Kota | 1 Laporan 150.000.000, pemberdayaan ekonomi Eekré%%ig?nl(l?:lalr};tr)e;dayaan Kab/Kota Laporan 150.000.000,
ekonomi keluarga Ekonomi Keluarga keluarga g
X.XX.01
PROGRAM X.XX.01 PROGRAM
PENUNJANG Rata - Rata Nilai PENUNJANG oo
X | URUSAN SKP ASN Perangkat Nilai 79 12'323'500'001'8 URUSAN igﬁ I;zztr? '::fbsa':rzh Nilai 79 12'323'500'00016
PEMERINTAHAN Daerah PEMERINTAHAN g
DAERAH DAERAH PROVINSI
PROVINSI
Nilai Rata-Rata Nilai Rata-Rata Capaian
Cgpal_an Indikator Nilai 95 Indikator Kinerja Nilai 95
Kinerja Program Program Perangkat
Perangkat Daerah Daerah
Persentase Temuan Persentase Temuan LHP
LHP Yang Selesai 100% Yang Selesai Ditindak 100%

Ditindak Lanjuti

Lanjuti
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X.XX.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran, dan

Persentase
Penyusunan
dokumen
Perencanaan,

100%

X.XX.01.1.01
Perencanaan,
Penganggaran, dan

Persentase Penyusunan
dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan

100%

A Penganggaran dan 600.000.000,- A Evaluasi Kinerja 600.000.000,-
Evaluasi Kinerja A Evaluasi Kinerja
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Perangkat Daerah waktu
tepat waktu
X.XX.01.1.01.01
Penyusunan Jumlah Dokumen Ii’(é;(;fj's?}ri;ﬁoég&umen Jumlah Dokumen
01.01 | Dokumen Perencanaan Makassar 2 Dok Perencanaan Perangkat Makassar 2 Dok
Perencanaan Perangkat Daerah 193.000.000,- Et;reerr;(t:]anaan Perangkat Daerah 193.000.000,-
Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen
X.XX01.1.01.02 RKA-SKPD dan X.XX.01.1.01.02 Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil
01.02 PDZ?[/J u;:p]aFr;K A Koordinasi Makassar 1 Dok 8.500.000,- | Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Makassar 1 Dok 8.500.000,-
SKPD Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
X.XX.01.1.01.03 Perubahan RKA- Jumlah Dokumen
Koordinasi dan SKPD dan Laporan éoﬁﬁﬁ,ﬁ;gin% Perubahan RKA-SKPD dan
01.03 | Penyusunan Hasil Koordinasi Makassar 1 Dok Laporan Hasil Koordinasi Makassar 1 Dok
8.500.000,- | Penyusunan Dokumen 8.500.000,-
Dokumen Perubahan | Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD Perubahan RKA- Perubahan RKA-SKPD
SKPD
Jumlah Dokumen
X.XX.01.1.01.04 DPA-SKPD dan X.XX.01.1.01.04 Jumlah Dokumen DPA.-
Koordinasi dan Laporan Hasil Koordinasi dan SKPD dan Laporan Hasil
01.04 Penyusunan DPA- Koordinasi Makassar 1 Dok 7.500.000,- | Penyusunan DPA- Koordinasi Penyusunan Makassar 1 Dok 7.500.000,-
SKPD Penyusunan Dokumen SKPD Dokumen DPA-SKPD
DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
X.XX.01.1.01.05 Perubahan DPA- Jumlah Dokumen
Koordinasi dan SKPD dan Laporan )éoﬁiéﬁlla;g:nos Perubahan DPA-SKPD dan
01.05 | Penyusunan Hasil Koordinasi Makassar 1 Dok 7.500.000,- | Penyusunan Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Makassar 1 Dok 7.500.000,-

Perubahan DPA-
SKPD

Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD

DPA-SKPD

Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
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Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan Jumlah Laporan Capaian
X.XX.01.1.01.06 Ikhtisar Realisasi X.XX.01.1.01.06 Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Kinerja SKPD dan Koordinasi dan Realisasi Kinerja SKPD dan
01,06 | Penyusunan Laporan | Laporan Hasil Makassar | 6 Laporan 250,000,000~ | Penyusunan Laporan | Laporan Hasil Koordinasi Makassar | 6 Laporan | 250.000.000,-
Capaian Kinerja dan Koordinasi Capaian Kinerja dan Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Capaian Kinerja dan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi SKPD
Kinerja SKPD
X.XX.01.1.01.07 Jumlah Laporan X.XX.01.1.01.07 Jumlah Laporan Evaluasi
01.07 | Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Makassar 1 Laporan 125.000.000,- | Evaluasi Kinerja imtan L-ap Makassar 1 Laporan 125.000.000,-
Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
X.XX.01.1.02 Persentase X.XX.01.1.02
Administrasi Penyusunan Administrasi Persentase Penyusunan 8.545.000.000,8
2 dokumen laporan 100% 8.545.000.000,87 dokumen laporan 100% R
Keuangan Keuangan Perangkat 7
keuangan tepat keuangan tepat waktu
Perangkat Daerah Daerah
waktu
X.XX.01.1.02.01 Jumlah Orang yang X.XX.01.1.02.01 Jumlah Orang yang 8.545.000.000.8
02.01 | Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Makassar 12 Bulan 8.450.000.000,87 | Penyediaan Gaji dan Menerima Gaji dan Makassar 12 Bulan R ’7
Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Keuangan Akhir Jumlah Laporan Keuangan
X.XX01.1.02.05 Tahun SKPD dan XXX.01.1.02.05 Akhir Tahun SKPD dan
Koordinasi dan - Koordinasi dan . S
02.05 | Penyusunan Laporan Laporan Hasil Makassar 2 Laporan Penyusunan Laporan Laporan Hasil Koordinasi Makassar 2 Laporan
' Y P Koordinasi P 25.000.000,- Y P Penyusunan Laporan P 25.000.000,-
Keuangan Akhir p L Keuangan Akhir Tahun K Akhir Tah
Tahun SKPD enyusunan Laporan SKPD euangan ir Tahun
Keuangan Akhir SKPD
Tahun SKPD
fgemu;h Iz;r?Fl)Bourﬁannan / Jumlah Laporan Keuangan
X.XX.01.1.02.07 uang X.XX.01.1.02.07 Bulanan/
A Triwulanan/Semestera Vi ;
Koordinasi dan Koordinasi dan Triwulanan/Semesteran
n SKPD dan Laporan
02.07 Penyusunan Laporan Koordinasi Makassar | 12 Laporan Penyusunan Laporan SKPD_dan_ Laporan Makassar 12
' Keuangan 65.000.000,- | Keuangan Koordinasi  Penyusunan Laporan 65.000.000,-
. Penyusunan .
Bulanan/Triwulanan/ Laporan  Keuandan Bulanan/Triwulanan/Se | Laporan Bulanan
Semesteran SKPD p ; g mesteran SKPD [Triwulanan/Semesteran
Bulanan/Triwulanan/S
SKPD Keuangan
emesteran SKPD
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X.XX.01.1.02.08 Jumlah Dokumen X.XX.01.1.02.08 Jumlah Dokumen
02.08 Eglnayuosrl;?]acrj]an Pelaporan dan Makassar | 1 Dokumen Penyusunan Pelaporan Pelaporan dan Analisis Makassar 1
: pol . Analisis Prognosis 5.000.000,- | dan Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Dokumen 5.000.000,-
Analisis Prognosis . L
L. Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Anggaran
Realisasi Anggaran
X.XX.01.1.05 R::ial‘;(alfa 2":Jvai X.XX.01.1.05 Rata-rata nilai perilaku Nilai
3 Administrasi geran kaF; I%aerah Nilai Rata- Administrasi pegawai Perangkat Rata-
Kepegawaian 9 L Rata 78,5 80.000.000,- | Kepegawaian Daerah berdasarkan 80.000.000,-
berdasarkan kinerja R Rata 78,5
Perangkat Daerah ASN Perangkat Daerah kinerja ASN
X.XX.01.1.05.02 lah Pak X.XX.01.1.05.02 .
05.02 Pengadoaan gik(;ian ‘;’L;Ta?an Sir?at\s Makassar 1 Paket Pengadoaan ggk(;ian gi?ziﬂi?ﬁ?ﬁtﬁ?tﬁ Makassar 1 Paket
’ Dinas Beserta Atribut | Beserta Atribut 75.000.000,- | Dinas Beserta Atribut 75.000.000,-
Kelengkapan
Kelengkapannya Kelengkapan Kelengkapannya
X.XX.01.1.02.03 Jumlah Dokumen X.XX.01.1.02.03
Pendataan dan Pendataan dan Pendataan dan Jumlah - Dokumen
02.03 | Pengolahan Pengolahan Makassar | 3 Dokumen Pengolahan Pendataan _dan . . Makassar 3
’ o . g . 5.000.000,- g . Pengolahan Administrasi Dokumen 5.000.000,-
Administrasi Administrasi Administrasi Kepeaawaian
Kepegawaian Kepegawaian Kepegawaian Peg
X.XX.01.1.06 Cakupan Pelayanan X.XX.01.1.06 Cakupan Pelayanan
4 | Administrasi Umum | Administrasi Umum 90% 912.335.900 | Administrasi Umum Administrasi Umum 90% 912.335.900
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah
X.XX.01.1.06.01 Jumlah Paket X.XX.01.1.06.01
. . . Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranaan
06.01 | Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Makassar 5 Paket 8.500.000,- | Instalasi g Makassar 5 Paket 8.500.000,-
N A Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Listrik/Penerangan Lo
o Disediakan
Bangunan Kantor yang Disediakan Bangunan Kantor
X.XX.01.1.06.02 Jumlah Paket X.XX.01.1.06.02
06.02 Penyediaan Peralatan | Peralatan dan Makassar 18 Paket Penyediaan Peralatan \I!’L;:m?]h E: I(aert1 Flfarr?:itrana?]an Makassar 18 Paket
' dan Perlengkapan Perlengkapan Kantor 225.000.000,- | dan Perlengkapan -riengxap yang 225.000.000,-
AL Disediakan
Kantor yang Disediakan Kantor
X.XX.01.1.06.05 Jumlah Paket Barang X.XX.01.1.06.05
06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Makassar 2 Paket Penyediaan Barang éueﬂlignpc?:rf tPEr?rar;%ldaan Makassar 2 Paket
' Cetakan dan Penggandaan yang 45.000.000,- | Cetakan dan - 99 45.000.000,-
. OY yang Disediakan
Penggandaan Disediakan Penggandaan
X.XX.01.1.06.08 Jumlah Laporan X.XX.01.1.06.08 i
06.08 Fasilitasi Kunjungan Fasilitasi Kunjungan Makassar 4 Laporan Fasilitasi Kunjungan Juml_ah Laporan Fasilitasi Makassar 4 Laporan
’ Tamu Tamu 75.000.000,- Tamu Kunjungan Tamu 75.000.000,-
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X.XX.01.1.06.09 Jumlah Laporan X.XX.01.1.06.09 Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggaraan _ | Penyelenggaraan Rapat | Penyelenggaraan  Rapat )
06.09 Rapat Koordinasi dan | Rapat Koordinasi dan Kab/Kota | 5 Laporan 730.000.000, Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi Kab/Kota 5 Laporan 730.000.000,
Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD Konsultasi SKPD SKPD
X.XX.01.1.06.10 Jumlah Dokumen 100 X.XX.01.1.06.10 Jumlah Dokumen 100
06.10 | Penatausahaan Arsip | Penatausahaan Arsip Makassar Dokumen 25 000.000.- Penatausahaan Arsip Penatausahaan Arsip Makassar Dokumen 25 000.000.-
Dinamis pada SKPD | Dinamis pada SKPD | Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD D
X.XX.01.1.06.11 Jumlah Dokumen X.XX.01.1.06.11 Jumlah Dokumen
Dukungan Duk Dukungan Pelak Dukungan Pelak
Pelaksanaan Sistem ukungan ukungan Pelaksanaan ukungan Pelaksanaan 3
06.11 Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Makassar | 3 Dokumen 175.000.000.- Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Makassar Dokumen 175.000.000.-
Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis T | Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik pada DA
Elektronik pada SKPD pada SKPD SKPD
pada SKPD
X.XX.01.1.08
Penyediaan Jasa E:}(zl:sizr;aan jasa gé;()ﬁgila{;hogasa Cakupan ketersediaan
- o : ) o
5 | Penunjang Urusan | o hiang urusan 85% 1.040.000.000,- | Penunjang Urusan Jasa penunjang urusan 85% 11 040.000.000,-
Pemerintahan d kantor
kantor Pemerintahan Daerah
Daerah
X.XX.01.1.08.01 Jumlah Laporan X.XX.01.1.08.01 .
08.01 | Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Surat | Makassar 1500 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Makassar 1500
Laporan 35.000.000,- Jasa Surat Menyurat Laporan 35.000.000,-
Surat Menyurat Menyurat Menyurat
X XX.01.1.08.02 Jumlah Laporan X XX.01.1.08.02 Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyedl_aan_ Jasa Penyediaan Jasa Penyedl_aan_ Jasa
08.02 Komunikasi, Sumber Komunl_ka5|, Su_mb_er Makassar 3 Laporan 120.000.000,- | Komunikasi, Sumber Kpmunlsz\SI,_Sumber Daya Makassar 3 Laporan 120.000.000,-
- L Daya Air dan Listrik - - Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik - Daya Air dan Listrik R
yang Disediakan Disediakan
X.XX.01.1.08.03 Jumlah Laporan X.XX.01.1.08.03 Jumlah Laporan Penyediaan
. Penyediaan Jasa .
08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Makassar 5 Laporan Penyediaan Jasa Jasa Peralatan dan Makassar 5 Laporan
' Peralatan dan 35.000.000,- | Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 35.000.000,-
Perlengkapan Kantor S
Perlengkapan Kantor A Perlengkapan Kantor Disediakan
yang Disediakan
X.XX.01.1.08.04 Jumiah Laporan X.XX.01.1.08.04 Jumlah Laporan
. Penyediaan Jasa - .
08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Makassar | 12 Laporan Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Makassar 12
' Pelayanan Umum Kantor van 850.000.000,- | Pelayanan Umum Pelayanan Umum Kantor Laporan 850.000.000,-
Kantor Dise diaiang Kantor yang Disediakan

Rencana Kerja DP3A-DALDUK-KB Prov. Sulsel Perubahan Tafun 2024




88

X.XX.01.1.09 Cakupan baran
Pemeliharaan AKup g X.XX.01.1.09 .
o milik daerah . Cakupan barang milik
Barang Milik penunjang urusan Pemeliharaan Barang daerah penunjang urusan
. o o o
6 | Daerah Penunjang pemerintahan 100% 775.000.000,- Milik I?aerah pemerintahan daerah 100% 775.000.000,-
Urusan Penunjang Urusan Lo
. daerah yang d yang dipeliharah
Pemerintahan N Pemerintahan Daerah
dipeliharah
Daerah
X.XX.01.1.09.02 X.XX.01.1.09.02
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Penyediaan Jasa .
: . - - : . Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya | Dinas Operasional Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan, Pajak atau Lapangan yang . _ | Pemeliharaan, Pajak S . i
09.02 dan Perizinan Dipelihara dan Makassar 12 Unit 400.000.000, dan Perizinan )Isa:rll)g giﬁglr:hPaegEE:jnan Makassar 12 Unit 400.000.000,
Kendaraan Dinas Dibayarkan Pajak dan Kendaraan Dinas Periz)i/nann a J
Operasional atau Perizinannya Operasional atau y
Lapangan Lapangan
X.XX.01.1.09.10 Jumlah Sarana dan X.XX.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabil | Prasarana Gedung Pemeliharaan/Rehabilit gggwsﬁgr?aargrézgﬁn Kantor
09.10 itasi Sarana dan Kantor atau Bangunan Makassar 4 Unit asi Sarana dan atau Bangunan Lginn a Makassar 4 Unit
' Prasarana Gedung Lainnya yang 375.000.000,- | Prasarana Gedung g Y 375.000.000,-
T . - yang
Kantor atau Dipelihara/Direhabilit Kantor atau Bangunan T . S
. - - Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya asi Lainnya
Total Anggaran 18.354.088.458 Total Anggaran 18.354.088.458
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok
masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi dan
perguruan tinggi melalui usulan Perangkat Daerah kabupaten/kota dan DPRD dalam
bentuk pokok-pokok pikiran yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah
Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi
dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang
sudah dilakukan.

Usulan tersebut bersesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel T-C.32 sebagali
berikut :
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Provinsi Sulawesi Selatan
Nama Perangkat Daerah : DP3A DALDUK KB
No Program/Kgglatan/Sub Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan
Kegiatan
Persentase lembaga
. penyedia layanan
1 Program : PUG DAN pemberdayaan 35,50 %
Pemberdayaan Perempuan
perempuan yang
terstandarisasi
Persentase
perempuan pada
Kegiatan : Pemberdayaan organisasi
Perempuan Bidang Politik, kemasyarakatan
Hukum, Sosial, dan Ekonomi perempuan yg
. 25,5 %
pada Organisasi mendapatkan
Kemasyarakatan pemberdayaan di
Kewenangan Provinsi, bidang ekonomi,
politik, hukum, dan
social
Usulan Pokir :
Risfayanti Muin, S.S
o Usulan Pokir : Rudy
Sub Kegiatan : Advokasi ~'</I|Jan:aahr§(;gtar:ia3| Pieter Goni, S.E.,
Kebijakan dan Pendampingan Menéikuti A(}lvokgasi dan MM .
Peningkatan Partisipasi Pendampingan Usulan Pokir :
Perempuan dalam Politik, ) ) 48 Organisasi Rahman Pina S,IP
. . Kebijakan Peningkatan :
Hukum, Sosial, dan Ekonomi Partisipasi Perempuan M,Si
Kewenangan Provinsi Sul-Sel SO o Usulan Pokir: Ir. M.
Di Bidang Politik, Arfandy Idris
Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan Usulan Pokir : Ir.
Provinsi Kepada Darmawangsyah
Organisasi Masyarakat Muin, M.Si
di Kabuputaen/Kota
Usulan Pokir : Ir. Andi
Muhammmad Irfan
AB
Usulan Pokir : Hj.
Rismayanti, SE
PROGRAM PEMBINAAN Persentase PUS
2 | KELUARGA BERENCANA . 65,35 %
peserta KB Aktif
(KB)
Kegiatan : Pengembangan Persentase kab/kota
Desain Program, yang
Pengelolaan dan mengembangkan
Pelaksanaan Advokasi, percontohan inovasi,
Komunikasi, Informasi dan advokasi, dan KIE 17,25 %
Edukasi (KIE) Pengendalian Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Penduduk dan KB
Berencana (KB) Sesuai sesuai kearifan
Kearifan Budaya Lokal budaya lokal
Jumlah Dokumen
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Hasil Advokasi dan Usulan Pokir - Fauzi
Advokasi dan KIE Program Sul-Sel KIE Program Bangga 1 Dokumen .

KKBPK Melalui Mitra Kerja

Kencana Melalui Mitra
Kerja

Andi Wawo., S.Sos
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Program : Pemenuhan Hak

Persentase kab/kota

0,
Anak Layak Anak 87.5%
Persentase kab/kota
Kegiatan : Pelembagaan PHA yg difasilitasi dim
pada Lembaga Pemerintah, pelembagan PHA 849
Non Pemerintah, dan Dunia pada lembaga °
Usaha Kewenangan Provinsi pemerintah, media,
dan dunia usaha
Jumlah Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Sub Kegiatan : Advokasi Dunia Usaha Usaha .
. . Kewenangan Provinsi
Kebijakan dan Pendampingan ,
yang Mendapat Usulan Masyarakat:
Pemenuhan Hak Anak pada . . o .
. Sul-Sel Advokasi Kebijakan dan 24 Organisasi Toraja, Soppeng,
Lembaga Pemerintah, Non )
) . . Pendampingan Selayar dan Pangkep
Pemerintah, Media dan Dunia
- Pemenuhan Hak Anak
Usaha Kewenangan Provinsi
pada Lembaga
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
PROGRAM Persentase kab/kota
PEMBERDAYAAN DAN yg meningkat capaian 259
PENINGKATAN KELUARGA Indeks Pembangunan ’
SEJAHTERA Keluarga
Kegiatan : Pengelolaan
Pelaksanaan Desain Program Persentase kab/kota
Pembangunan Keluarga yang difasilitasi dalam 1759
Melalui Pembinaan peningkatan IPK =
Ketahanan dan daerah
Kesejahteraan Keluarga
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Jumlgh pokumen Hasil
o I Fasilitasi,
Fasilitasi, Pembimbingan, L i
Pembimbingan, Usulan Masyarakat:
Pengembangan, dan Sul-Sel 1 Dokumen .
. Pengembangan, dan Toraja Utara, Palopo
Penguatan Penyiapan .
Pengasuhan 1000 HPK Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK
Persentase kab/kota
PROGRAM PENINGKATAN Lgm'ggng‘ig'aa';aa"n 5016 %
KUALITAS KELUARGA vaga iay . R
Peningkatan Kualitas
Keluarga
Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Persentase kab/kota
Penyedia Layanan dan yang menyediakan
Peningkatan Kualitas layanan pembelajaran 45%
Keluarga dalam Mewujudkan keluarga
KG dan Hak Anak terstandarisasi
Kewenangan Provinsi
Sub Kegiatan : Advokasi Jumlah .Lembaga
n . Penyedia Layanan
Kebijakan dan Pendampingan . .
Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Usulan Masyarakat:
9 9 9 Keluarga Kewenangan 24 Layanan y '

Penyedia Layanan
Peningkatan Kualitas Keluarga
Kewenangan Provinsi

Provinsi yang Mendapat
Advokasi dan
Pendampingan

Sinjai

Rencana Kerja DP3A-DALDUK-KB Prov. Sulsel Perubahan Tafun 2024




92

Persentase kab/kota
yg menyediakan

PROGRAM PERLINDUNGAN layanan perlindungan 54,16 %
PEREMPUAN (PRIORITAS) yanan periindung 9
perempuan yg
terstandarisasi
Pencegahan Kekerasan Pers.e nt§§e k_a blkota
yg difasilitasi dim
terhadap Perempuan yang
melibatkan para Pihak p.engefnbangan model
. . sinergi layanan 13,5 %
Lingkup Daerah Provinsi dan
. pencegahan
Lintas Daerah kekerasan terhadap
Kabupaten/Kota
perempuan
Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi dan
Pelaksanaan Kebijakan, Sinkronisasi
Program dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Usulan Masyarakat:
Sul - Sel . 1 Dokumen
Pencegahan Kekerasan Program dan Kegiatan Palopo
terhadap Perempuan Pencegahan Kekerasan
Kewenangan Provinsi terhadap Perempuan
Kewenangan Provinsi
Cakupan kab/kota
yang mendapatkan
PROGRAM PENGENDALIAN fasilitasi pembinaan 25.5 %
PENDUDUK penanganan terpadu ’
isu kependudukan di
Kampung KB
Kegiatan : Pemaduan dan Persentase kab/kota
Sinkronisasi Kebijakan yang didampingi
Pemerintah Pusat dengan dalam penyusunan 17%
Pemerintah Daerah Provinsi kebijakan
dalam rangka Pengendalian pengendalian
Kuantitas Penduduk kuantitas penduduk
Jumlah Dokumen
Sub Kegiatan : Penyusunan Penyusunan dan
dan Pemanfaatan Grand Pemanfaatan Grand )
. . Usulan Masyarakat:
Design Pembangunan Design  Pembangunan - Dokumen Enrekang
Kependudukan (GDPK) Kependudukan
Tingkat Provinsi (GDPK) Tingkat
Provinsi
Persentase lembaga
PROGRAM PUG DAN penyedia layanan
PEMBERDAYAAN pemberdayaan 35,50 %
PEREMPUAN perempuan yang
terstandarisasi
Persentase
perempuan pada
Kegiatan : Pemberdayaan organisasi
Perempuan Bidang Politik, kemasyarakatan
Hukum, Sosial, dan Ekonomi perempuan yg
. 25,5 %
pada Organisasi mendapatkan
Kemasyarakatan pemberdayaan di
Kewenangan Provinsi, bidang ekonomi,
politik, hukum, dan
sosial
Jumlah Organisasi
Masyarakat yang
Mengikuti Advokasi dan
Sub Kegiatan : Advokasi Pendampingan
Stk e
48 Organisasi Gowa, Sidrap,

Perempuan dalam Politik,
Hukum, Sosial, dan Ekonomi
Kewenangan Provinsi

Di Bidang Politik,
Hukum, Sosial dan
Ekonomi Kewenangan
Provinsi Kepada
Organisasi Masyarakat
di Kabuputaen/Kota

Takalar dan Pangkep
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan pokok-pokok kebijakan dan arah pembangunan yang tertuang
dalam RPD Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026, secara khusus Misi (1)
Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif dan Misi (4)
Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter, DP3A
Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Perubahan Rencana Strategis
(RENSTRA) 2024 — 2026. Hal ini penting mengingat Renstra merupakan acuan
implementatif bagi seluruh aparat DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan
dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Rencana Strategis DP3A Dalduk KB Provinsi Sulawesi Selatan ini memuat visi,
misi, arah dan kebijakan serta tujuan dan sasaran strategis.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sulawesi Selatan periode Tahun 2024 - 2026 ditetapkan dengan arah dan
kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatnya implementasi regulasi pemberdayaan perempuan, perlindungan
anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana sesuai SOTK dan
pemanfaatan sistem data dan informasi.

2. Meningkatnya kualitas lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak
didukung oleh kejelasan SOTK dan ketersediaan sarana dan prasarana

3. Meningkatnya peran lembaga/organisasi pemerhati perempuan dan anak dan
regulasi yang tersedia untuk mengoptimalkan kualitas pembinaan,
pembimbingan, dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak , pengendalian kuantitas penduduk, dan peningkatan
ketahanan keluarga

4. Meningkatnya pemanfaatan sistem data dan informasi untuk meningkatkan
peran serta lintas lembaga dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, serta penurunan total fertility rate.

5. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan memanfaatkan sarana prasarana yg
tersedia untuk menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dan
menurunkan angka total fertility rate

Arah dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah

DP3A Dalduk KB tersebut sejalan dengan kebijakan dan arah pembangunan

nasional sebagaimana telah diatur pada Permendagri No. 90 Tahun 2019, tentang

kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.
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3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Adapun tujuan dan sasaran pokok rencana kerja Tahun 2024 tetap mengacu
pada tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rancangan Rencana Strategis
tahun 2024 - 2026 DP3A Dalduk KB Prov. SulSel, sebagai berikut :
3.2.1 Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan

Pengendalian Penduduk, dengan indikator tujuan :

2.5.1 Nilai Indeks Pemberdayaan Gender

2.5.2 Nilai Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
3.2.2 Sasaran :

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai yaitu :

1). Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan Perempuan

2). Menurunnya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

3). Menurunnya Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate /TFR)

4). Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD
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BAB IV.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Sebagai tindak lanjut proses pencapaian tujuan, sasaran, pelaksanaan kebijakan dan
arah pembangunan, maka ditetapkan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah
DP3A Dalduk KB (2024 — 2026) Provinsi Sulawesi selatan sebagai berikut :
A. PROGRAM PUG DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dengan kegiatan dan
Sub Kegiatan
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
Kewenangan Provinsi
1) Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan
Provinsi
3) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada
Organisasi Kemasyaraktan Kewenangan Provinsi
1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam
Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
B. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN (PRIORITAS), dengan kegiatan
dan Sub Kegiatan
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan
Pencegahan Kekerasan thd Perempuan Kewenangan prov
2) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Prov.
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang
memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota.
1) Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota.
2) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan
bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kewenangan Provinsi
1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan

bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi

C. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, dengan kegiatan dan
Sub Kegiatan
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Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak

Anak Kewenangan Provinsii

1) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Bagi Anak
bagi Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan dan Peningkatan Kualitas

Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

D. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER, dengan kegiatan

dan Sub Kegiatan

Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam

Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi i

1) Penyediaan Data Gender dan Anak

2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data

E. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha

Kewenangan Provinsi

1) Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak
Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Provinsi

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas

Hidup Anak Kewenangan Provinsi.

1) Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan
Kab/Kota

2) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak

Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota

F. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK (PRIORITAS)
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1) Advokasi dan Pendampingan Perangkat Daerah Dalam Pelaksanaan

Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA Kewenangan Provinsi

Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang
Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi.
1) Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
G. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
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Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
1) Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi.
1) Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana (Bangga Kencana).
H. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)
Sesuai Kearifan Budaya Lokal
1) Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja
2) Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi
Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal
I. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA
SEJAHTERA
Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui
Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1) Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2) Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan
Pengasuhan 1000 HPK
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat
Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluargai.
1) Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan
Pengelolaan Keuangan Keluarga
J. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3) Kaoordinasi dan Penyusunan Dokumen Prubahan RKA-SKPD
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2)  Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
4) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
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1)
2)

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Administrasi Umum Perangkat Daerah

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1)
2)
3)
4)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1)

2)

3)

4)
5)

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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Tab@9-C.33
Rumusan Rencana Kerja Perubahan Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Urusan/ SKPD/ Program/

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Target Capaian

Kegiatan/Sub Kegiatan L Target
L okasi Kinerja Kebutuhar] Da_na/Pagu Sumber Dana Capaian Kebutuhar_l Da_na/Pagu
Indikatif Kinerja Indikatif
(Tahunan)

Persentase Pemenuhan Indikator prasyarat o o

PUG di Tk. Provinsi 65% 0% 1.050.000.000.
PROCRAM S DAY 05050000,

o . o o

PEREMPUAN Persentase ARG di Tingkat Provinsi 40% 43%

Persentase lembaga penyedia layanan

pemberdayaan perempuan yang 35,50 % 36 %

terstandarisasi
2.08.02.1.01 Pelembagaan
Pengarusutamaan Gender (PUG) | Persentase OPD Provinsi yang Memenuhi o ) o i
pada Lembaga Pemerintah Prasyarat PUG 855% 49.968.700, 86 % 430.000.000,
Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.01.0005 Penyusunan " .

. Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan PUG di " APBD

Kebijakan Penyele_nggaraan PUG Tingkat Provinsi Kab/Kota 1 Kebijakan 29.082.200,- PROVINSI 1 Dok 75.000.000,-
Kewenangan Provinsi
iSgi.%zk;ﬁojégoggn?:¥gli(r?;:sm Jumlah SDM Tk. Provinsi yang Memperoleh APBD
Penyelenggaraan PUG Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kab/Kota 48 Dokumen 14.481.200,- PROVINSI 48 Orang 235.000.000,-

Kewenangan Provinsi

Penyelenggaraan PUG
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2.08.02.1.01.0006 Koordinasi dan

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan

Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG | Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Tingkat Kota 1 Laporan 6.405.300,- APBD 1 Dok 120.000.000,-
S L Makassar PROVINSI
Kewenangan Provinsi Provinsi
2.08.02.1.02 Pemberdayaan
Perempuan Bidang Politik, Persentase perempuan pada organisasi
Hukum, Sos_lal, .dan Ekonomi kemasyarakatan perempuan yg 255 % 420.222.200 - 26% 450.000.000.-
pada Organisasi mendapatkan pemberdayaan di bidang
Kemasyarakatan Kewenangan ekonomi, politik, hukum, dan social
Provinsi
. Jumlah Organisasi

2'08.‘.0 2.1.02.02 Advokas_l Kemasyarakatan/Profesi/dunia usaha/media
Kebijakan dan Pendampingan tingkat provinsi yang diadvokasi dan
Peningkatan Partisipasi Perempuan di dgam Fn i dalar)rq re?n ka peninakatan Kab/Kota 24 Lembaga 420.222.200,- 48 Organisasi 450.000.000.-
dalam Politik, Hukum, Sosial, dan artisiloasig erem uangdi bFi)dan X olitik o
Ekonomi Kewenangan Provinsi p pasi peremp ang p '

Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.08.02.1.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Jumlah lembaga penyedia layanan
Penyedia Layanan pemberdayaan perempuan tingkat provinsi 0 lembaga - 16 lembaga

M 170.000.000,-

Pemberdayaan Perempuan yg terstandarisasi
Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.01 Advokasi .
Kebijakan dan Pendampingan g)umlg h (Ij_embag; Penyedia Ilzayanan APBD
kepada Lembaga Penyedia Layanan emberdayaan rerempuan rewenangan Kab/Kota 0 lembaga - 24 lembaga

Provinsi yang Mendapat Advokasi dan PROVINSI 75.000.000,-
Pemberdayaan Perempuan !

o Pendampingan

Kewenangan Provinsi
2.08.02.1.03.02 Peningkatan Jumlah Perempuan SIAP (Suara dan Aksi
Kapasitas Sumberdaya Lembaga Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi / . APBD i
Penyedia Layanan Pemberdayaan Lestari/Sehat/Pintar/Kepemimpinan/Hukum Kab/Kota 0 Orang PROVINSI 48 Orang 95.000.000,

Perempuan Kewenangan Provinsi

pada LPLPP Tingkat Provinsi
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Persentase kab/kota yg menyediakan

PROGRAM PERL INDUNGAN layanan pe'rlin_dungan perempuan yg 54,16 % 1.071.970.140,- 58,33 % 1.550.000.000,-
PEREMPUAN (PRIORITAS) | terstandarisasi
Persentase Perempuan Korban Kekerasan 95 % 95 %
yang terlayani
2.08.03.1.01 Pencegahan
Kekerasan terhadap Perempuan | Persentase kab/kota yg difasilitasi dim
yang melibatkan para Pihak pengembangan model sinergi layanan 13,5 % 125.083.700.- 14% 265.000.000
Lingkup Daerah Provinsi dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan DA
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.1.01.01 Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program DAK NON
Pencegahan Kekerasan terhadap dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap 1 Dokumen 101.668.000,- FISIK 1 Dokumen 155.000.000
Perempuan Kewenangan Provinsi Perempuan Kewenangan Provinsi
(Sumber Dana DAK Non Fisik)
2.08.03.1.01.02 Advokasi Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat
Kebijakan dan Pendampingan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kab/Kota 24 Perangkat 23415700 - APBD 24 Perangkat
Layanan Perlindungan Perempuan Perlindungan Perempuan Kewenangan Daerah T PROVINSI Daerah 110.000.000
Kewenangan Provinsi Provinsi
2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan
Rujukan Lanjutan bagi Persentase perempuan/anak korban
Perempuan Korban Kekerasan kekerasan yang memperoleh layanan o o i
yang memerlukan Koordinasi rujukan lanjutan komprehensif pada UPT 95% 916.721.640,- 95% 1.012.000.000,

Tingkat Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

PPA Provinsi
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2.08.03.1.02.01 Penyediaan
Layanan Pengaduan Masyarakat

Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat

bggi Perempuan Kork_Jan_ Keker_asan E:ELa;afe?/\ng 32?@"'32?157%?(2” Layanan Kab/Kota 48 Orang 673.489.640,- PR%F;/BIRISI 48 Orang 657.000.000
Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Pengaduan Masyarakat

Daerah Kabupaten/Kota

2.08.03.1.02.02 Koordinasi dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan

Penyediaan Layanan Rujukan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi DAK NON

Lanjutan bagi Perempuan Korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Kab/Kota 24 Layanan 243.232.000,- FISIK 24 Layanan 355.000.000
Kekerasan Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi

(Sumber Dana DAK Non Fisik)

2.08.03.1.03 Penguatan dan

Pengembangan Lembaga Persentase kab/kota yg menyediakan

Penyedia Layanan Perlindungan layanan perlindungan perempuan yg 37,75 % 30.164.800,- 38,50 % 273.000.000
Perempuan Kewenangan terstandarisasi

Provinsi

2.08.03.1.03.01 Advokasi Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan

Kebijakan dan Pendampingan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana APBD

Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kab/Kota 0 Laporan 0,- PROVINSI 2 Laporan 110.000.000
Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan

Kekerasan Kewenangan Provinsi Kewenangan Provinsi

2.08.03.1.03.02 Peningkatan Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia

Kapasitas Sumber Daya Lembaga Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban 30.164.800.- APBD

Penyedia Layanan Penanganan bagi | Kekerasan Kewenangan Provinsi yang Kab/Kota 48 Orang e PROVINSI 48 Orang 128.000.000 -

Perempuan Korban Kekerasan
Kewenangan Provinsi

Mendapat Peningkatan
Kapasitas
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2.08.03.1.03.03 Penyediaan
Kebutuhan Spesifik bagi

Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan

Perempuan dalam Situasi Darurat Kondisi Khusus kewenangan provinsi yang Kab/Kota 0 Orang 0,- PR%F;/BIRISI 24 Orang 35.000.000
dan Kondisi Khusus Kewenangan Mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
Provinsi
Persentase kab/kota yg menyediakan
i%OAEﬁ'_A"A\'\g IF;EENL{JNA?RIETAN lembaga layanan Peningkatan Kualitas 50,16 % 841.557.280,- 58,33% 825.000.000,-
Keluarga
2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Jumlah layanan edukasi Keluarga yang
Egl‘é?gﬁ:a?]ager: d'\:f\évlgéu)dé(;: diedukasi oleh lembaga layanan 24 layanan 656.517.680,- 24 layanan 745.000.000
Hak Anak Kewenangan Provinsi pembelajaran keluarga tingkat provinsi
Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi
2.08.04.1.02.02 Pelaksanaan - ' !
Komuniksi, Informasi, Edukasi | oo GO0 SRAeeen SoR o (E0 B0 Kota 3 Dokumen 656.517.680,- | o vD0 3 Dokumen 745.000.000
KG dan Perlindungan Bagi Anak yang 9 g Makassar R PROVINSI
bagi Kewenangan Provinsi Tersedia
2.08.04.1.02 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga .
Peningkatan Kualitas Keluarga | Y278 PV 22 g ° 185.039.600,- 70
dalam Mewujudkan KG dan Hak
Anak Kewenangan Provinsi
2.08.04.1.01.01 Advokasi .
Kebijakan dan Pendampingan JumlahkLembagaIPenyedlla Layanan
. Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan
Pengembangan Lembaga Penyedia Provinsi yang Mendapat Advokasi dan Kab/kota 24 Lembaga 185.039.600 - 24 Lembaga 30.000.000

Layanan Peningkatan Kualitas
Keluarga Kewenangan Provinsi

Pendampingan
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2.08.04.1.02.02 Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan

Jumlah Sumberdaya Lembaga Penyedia
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga

APBD

Kualitas Keluarga Kewenangan Kewenangan Provinsi yang Mendapat Kab/Kota 0 Orang 0.- PROVINSI 48 Oang 30.000.000
Provinsi Peningkatan Kapasitas
iﬁ?g}ofé%ﬁgio:pz%n%Lé?;aﬂie;?]ggg Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring APBD

- ga Feny Y Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kab/Kota 0 Dokumen 0,- 150 Orang 20.000.000
Peningkatan Kualitas Keluarga . s PROVINSI
K o Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi

ewenangan Provinsi
PROGRAM PENGELOLAAN .
SISTEM DATA GENDER DAN Persentase kab/kota yang menyediakan Data 88% 76.518.000,- 89% 425.000.000
Gender dan Anak yang Terupdate
ANAK
2.08.05.1.01 Pengumpulan,
Pengolahan Analisis dan . .
Penyajian Data Gender dan Anak gifggﬁa;:nKﬁaeﬁegilﬁﬂ [I)(Zttapdrzcimormag 86% 76.518.000, 87% 425.000.000
dalam Kelembagaan Data di g
Tingkat Daerah Provinsi
2.08.05.1.01.01 Penyediaan Data Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 53.388.000,- APBD
Gender dan Anak Provinsi Provinsi yang Tersedia Kab/Kota 2 Dokumen PROVINSI 2 Dokumen 265.000.000
2.08.05.1.01.02 Penyajian dan .
Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan

Pemanfaatan Data Gender dan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Kab/Kota 2 Dokumen 23.130.000,- APBD 2 Dokumen 160.000.000
Anak dalam Kelembagaan Data L PROVINSI

L Data Provinsi
Provinsi
PROGRAM PEMENUHAN Persentase kab/kota Layak Anak 87,5% 556.644.500,- 91,66% 645.000.000

HAK ANAK (Prioritas)
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2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA
pada Lembaga Pemerintah, Non

Persentase kab/kota yg difasilitasi dim

- . pelembagan PHA pada lembaga 84% 178.054.500,- 84,5 % 260.000.000
Pemerintah, dan Dunia Usaha - . .
K L pemerintah, media, dan dunia usaha
ewenangan Provinsi
2.08.06.1.01.0003 - Advokasi,
Sosialisasi dan Pendampingan Jumlah perangkat daerah yang mempunyai
Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan perang yang punyal
dokumen pembangunan daerah yang responsif 24 Perangkat APBD -
Hak Anak pada Lembaga - Kab/Kota 24 Organisasi 205.000.000
. . hak anak dan berperan aktif dalam Gugus Daerah 178.054.500,- PROVINSI
Pemerintah, Non Pemerintah, Tugas KLA tingkat Provinsi yang berfungsi
Media dan Dunia Usaha 9 g yang g
Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.01.02 Koordinasi dan . .
Sinkronisasi Pelembagaan ‘]L.Jmlah Dok_umen Hasil Koordinasi dan APBD 55.000.000
Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Kab/Kota 0 Dokumen 0,- 1 Dokumen
Pemenuhan Hak Anak Kewenangan - PROVINSI
Provinsi Anak Kewenangan Provinsi
rovinsi
2.08.06.1.02 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam
Penyedia Layanan Peningkatan penguatan dan pengembangan lembaga 55% 378.590.000,- 60 % 385.000.000
Kualitas Hidup Anak penyedia layanan kualitas hidup anak
Kewenangan Provinsi
2.08.06.1.02.0006 - Pengembangan APBD
Komunikasi, Informasi dan Edukasi | Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak Kab/Kota 0 Kegiatan 0,- 1 Kegiatan 195.000.000
PROVINSI
Pemenuhan Hak Anak
2.08.06.1.02.02 Penyediaan
. . Jumlah anak yang Mendapatkan Layanan
Layanan Peningkatan Kualitas - - . ) APBD
Hidup Anak Kewenangan Provinsi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kab/Kota 48 Orang 15.499.000, PROVINSI 48 Orang 95.000.000

dan Kab/Kota

Kewenangan Provinsi
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2.08.06.1.02....... Penguatan
Jejaring Antar Lembaga Penyedia

Jumlah Kegiatan kerjasama antar Lembaga

penyedia layanan pemernuhan hak anak . ) APBD - 95.000.000

Layanan Pemenuh_an _Hak Ar_1ak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kab/Kota 2 Kegiatan 363.091.000, PROVINSI 2 Kegiatan

Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/ Kota

Daerah Kabupaten/ Kota P
Persentase Kab/Kota yang menyediakan

PROGRAM PERLINDUNGAN o o

KHUSUS ANAK (Prioritas) layanan an_ak I_<orban kekerasan yang 54,16 % 113.206.400,- 58,33 % 575.092.400
terstandarisasi

2.08.07.1.01 Pencegahan

Kekerasan terhadap Anak yang Persentase kab/kota yg difasilitasi dim

Melibatkan para Pihak Lingkup pengembangan model pencegahan 17 % ) 17,5 %

Daerah Provinsi dan Lintas kekerasan terhadap anak 28.169.400, 235.000.000

Daerah Kabupaten/Kota

2.08.07.1.01.0003 Advokasi dan

Pendampingan Perangkat Daerah Jumlah SDM yang memperoleh Advokasi dan

Dalam Pelaksanaan Pendampingan Dalam Pelaksanaan ) APBD .

Kebijakan/Program/Kegiatan Kebijakan/Program/Kegiatan Pencegahan KTA |  Kab/Kota 24 Orang 28.169.400.- | ppoviNI 24 Organisasi 235.000.000

Pencegahan KTA Kewenangan Kewenangan Provinsi

Provinsi

2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan

Bagi Anak yang Memerlukan Persentase anak korban kekerasan yan

Perlindungan Khusus yang ) yang 90,5% 16.013.000,- 91% 165.092.400

- memperoleh layanan komprehensif

Memerlukan Koordinasi Tingkat

Daerah Provinsi

2.08.07.1.02.0006 Koordinasi

Pelaksanaan Layanan AMPK Jumlah AMPK yang r_nendapatkan layanan Kab/Kota 40 Orang 16.013.000,- APBD 24 Orang 55.000.000
Kewenangan Provinsi PROVINSI

Kewenangan Provinsi
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2.08.07.1.02.0005 Penyediaan
Layanan Pengaduan Masyarakat

; Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan ) APBD )
Bag! Anak yang Memerlukan pengaduan Kewenangan Provinsi Kab/Kota 0 Orang 0, PROVINSI 24 Orang 110.092.400,
Perlindungan Khusus Kewenangan
Provinsi
2.08.07.1.03 Penguatan dan
Pengembangan Lembaga .
yang Memerlukan Perlindungan | PEr*hdung anak yang dikua 38 % 69.024.000,- 38,5 % 175.000.000

- .. | dan dikembangkan di tingkat provinsi dan
Khusus Tingkat Daerah Provinsi lintas kab/Kkota
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
é'iﬂsk'g]'éﬁ'ggggu'a;ﬂojrgg?%dan nglah pok_umen Hasil Kpoqdinasi dan
Antar Lembaga Penyedia Layanan Eler;rlj[)(;g:ﬁnizﬁgTi;;rsﬁlrﬁg;tn;:;g Kab/Kota 1 Dokumen 69.024.000,- APBD 1 Dokumen 130.000.000
Anak yang Memerlukan - PROVINSI DA

. Memerlukan Perlindungan Khusus
Perlindungan Khusus Kewenangan K L

. ewenangan Provinsi
Provinsi
2.08.07.1.03.0004 - Penguatan
jejaring antar lembaga penyedia Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga . . APBD . 45.000.000
layanan perlindungan bagi AMPK penyedia layanan AMPK Kewenangan Provinsi Kab/Kota 0 Kegiatan 0. PROVINSI 1 Kegiatan
Kewenangan Provinsi

Cakupan kab/kota yang mendapatkan
PROGRAM PENGENDALIAN A - . o APBD o
PENDUDUK fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu 25,5% 283.135.500,- PROVINSI 30 % 215.000.000

kependudukan di Kampung KB
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2.14.02.1.01 Pemaduan dan
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Pusat dengan

Persentase kab/kota yang didampingi dalam

- - penyusunan kebijakan pengendalian 17 % 179.106.300,- 175% 150.000.000

Pemerintah Daerah Provinsi :
. kuantitas penduduk
dalam rangka Pengendalian
Kuantitas Penduduk
2.14.02.1.01.0017 - Penyerasian
Kebijakan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan
Provinsi terhadap Pembangunan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap ) APBD 150.000.000
Keluarga, Kependudukan, dan Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Kab/Kota 1 Domumen 179.106.300, PROVINSI 1 Domumen
Keluarga Berencana (Bangga Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
Kencana)
2.14.02.1.01.0003 - Advokasi dan Jumlah kab/kota yg didampingi dim 0 APBD
Sosialisasi GDPK penyusunan GDPK Kab/Kota 0 Laporan PROVINSI 0 Laporan -
2.14.02.1.02 Pemetaan Perkiraan :
Pengendalian Penduduk Jumlah d.oku_men pqueljdallan penduduk 1 Dokumen 104.029.200,- 2 Dokumen
S yg tersedia di tk provinsi

Cakupan Daerah Provinsi
2.14.02.1.02.0010 - Penyusunan
Profil program Pembangunan Jumlah Dokumen Profil program Bangga
Keluarga, Kependudukan, dan Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana Kab/Kota 1 Domumen 104.029.200,- 1 Domumen 65.000.000
Keluarga Berencana (Bangga dan Pembangunan Keluarga
Kencana)
PROGRAM PEMBINAAN
KELUARGA BERENCANA Persentase PUS peserta KB Aktif 65,35 % 30.589.700,- 65.36% 220.000.000
(KB)
2.14.03.1.01 Pengembangan
Desain Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Persentase kab/kota yang mengembangkan
Komunikasi, Informasi dan percontohan inovasi, advokasi, dan KIE 17.25% 30.589.700,- 17.5 % 160.000.000

Edukasi (KIE) Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana (KB) Sesuai Kearifan
Budaya Lokal

Pengemdalian Penduduk dan KB sesuai
kearifan budaya lokal
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2.14.03.1.01.01 Pengembangan

Jumlah Laporan Hasil Pengembangan

Strategi Operasional Advokasi, Strategi Operasional Advokasi, Promosi Kab/Kota 0 Laporan - PR%F;/BIRISI 1 Laporan 75.000.000
Promosi Sesuai Kearifan Lokal Sesuai Kearifan Lokal
2.14.03.1.01.0012 - Pelaksanaan . .
Advokasi dan KIE Program Bangga Jumlah Dokumen Hasil Advoka3|.dan' KIE . Kab/Kota 1 Dokumen 129.100,- APBD 0 Dokumen -
Kencana Melalui Mitra Kerja Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja PROVINSI
élt%:t.g;il10-21\}22%?1;Ipsrogni?s?iinagnan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi
. - Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan APBD

SK;JST;eiI:jnegn };e,;]s?(h:;m;egmiulga Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Kab/Kota 1 Dokumen 30.460.600,- PROVINSI 1 Dokumen 85.000.000

g y Lokal
Lokal
2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan
ging]r?i‘;:g?rllzgr:sn ;i;}é\tan Persentase kab/kota yang menjadi lokasi
Tinggkat Daerah leovinsi dalam pengembangan kemitraan pengelolaan 25,5 % - 26% 60.000.000
Pengelolaan Pelayanan dan pelayanan dan kesertaan ber-KB
Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.03_.1.02.01_Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi
Strategi Operasional dalam rangka
Pembgrdapaan dan Penin katar? Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan APBD

y | Fening Peningkatan Peran Serta Organisasi Kab/Kota 0 Dokumen - 1 Dokumen 60.000.000
Peran Serta Organisasi PROVINSI
Kemasyarakatan dalam Pelayanan Kema_syarakatan Dalam Pelayanan dan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pembinaan Kesertaan Ber-KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase kab/kota yg meningkat capaian

0, 0,
EQEJESéI\LGSE?XﬁﬁERA Indeks Pembangunan Keluarga 255% 1.276.616.000,- 26% 1.150.000.000
2.14.04.1.01 Pengelolaan
Pelaksanaan Desain Program e
. Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam o o

Pembangunan Keluarga Melalui peningkatan IPK daerah 17,5% 1.259.159.500 - 18% 865.000.000

Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
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2.14.04.1.01.03 Pembinaan

Ketahanan dan Kesejahteraan Jumlah D_okumen Hasil Pembinaan Ketahanan Kab/Kota 1 Dokumen 1.891.800,- APBD 6 Kab/kota 80.000.000
dan Kesejahteraan Keluarga PROVINSI
Keluarga
2.14.04.1.01.08 Fasilitasi _—
Jumlah PIK-R yang Mengikuti
Pengembgngan K_elompok I':’usat Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Kab/Kota 0 Organisasi 0,- APBD 1 Organisasi 80.000.000
Informasi Konseling-Remaja (PIK- Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB PROVINSI
R) di Kampung KB g ) pung
'Z:izill.i(')[;l;.(;t;i;;sée;ﬁszr;aan Jumlah Fasilitasi, Pembimbingan, APBD
' gan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Kab/Kota 1 Dokumen 1.257.267.700,- 1 Dokumen 705.000.000
Pengembangan, dan Penguatan Pengasuhan 1000 HPK PROVINSI
Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK 9
2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan
Peningkatan Peran serta
Organisasi Kemasyarakatan Persentase kab/kota yang difasilitasi dalam
Tingkat Daerah Provinsi dalam pembentukan percontohan BKB, BKR, 25,50 % 17.456.500,- 26% 285.000.000
Pembangunan Keluarga Melalui BKL, dan UPPKS
Pembinaan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.1.02.0008 - Peningkatan
Kapasitas Mitra dan Organisasi Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan
Kemasyarakatan dalam Pengelolaan . -
yang mendapatkan peningkatan kapasitas
Program Ketahanan Keluarga
Melalui Bina Keluarga Balita dalam Pengelolagn I?rogram Ketahan_an
. ; Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), - 0,- APBD - 125.000.000
(BKB), Bina Keluarga Remaja . - . Kab/Kota 0 Organisasi 1 Organisasi
- - Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga PROVINSI
(BKR), Bina Keluarga Lansia . .
- Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan
(BKL), Usaha Peningkatan
Keluarga Akseptor (UPPKA) dan
Pendapatan Keluarga Akseptor Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
(UPPKA) dan Pemberdayaan y g
Ekonomi Keluarga
f’.rg:r%;-i1+%$1}051?1%3P-e§10l)s;?c|j§§2;r?an Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Promosi APBD
Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Kab/Kota 1 Laporan 17.456.500,- PROVINSI 1 Laporan 160.000.000

Keuangan Keluarga

Pengelolaan Keuangan Keluarga
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Rata - Rata Nilai SKP ASN Perangkat

PENUNJANG URUSAN — - - —
PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Rata-Rata Capaian Indikator Kinerja - 12.148.749.685 o 12.698.996.057,87
Nilai 95 Nilai 95,5
PROVINSI Program Perangkat Daerah
Persentase Temuan LHP Yang Selesai o o
Ditindak Lanjuti 100 % 100%

X.XX.01.1.01 Perencanaan, Persentase Penyusunan dokumen
Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 100% 227.840.000,- 100% 655.496.000
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu
X.XX.01.1.01.01 Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat JD“a”e‘:ZE Dokumen Perencanaan Perangkat Makassar 2 Dok 130.320.100,- APBD > Dok 205.000.000
Daerah PROVINSI

- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
X.XX.01.1.01.02 Koordinasi dan - S APBD 8.500.000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD IS-|25F:IDKoord|naS| Penyusunan Dokumen RKA- Makassar 1 Dok 4.234.600,- PROVINSI 1 Dok
X.XX.01.1.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
Penyusunan Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Makassar 1 Dok 4.306.000,- PRA(‘)PVBIRISI 1 Dok 8.500.000
RKA-SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
X.XX.01.1.01.04 Koordinasi dan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- Makassar 1 Dok 15.511.100,- APBD 1 Dok 7.500.000
Penyusunan DPA-SKPD SKPD PROVINSI

. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
é(e'?ﬁg%lﬁ;ﬁoéﬁﬁb};ﬁg;df;n;igﬂpD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Makassar 1 Dok 7.264.100,- PRA(\)PVBIRISI 1 Dok 7.500.000,-

y Dokumen Perubahan DPA-SKPD

X.XX.01.1.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Laporan Capaian Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil ) APBD 268.496.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Makassar 6 Laporan 52.931.200, PROVINSI 6 Laporan
Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
X.XX.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja ) APBD 130.000.000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Makassar 1 Laporan 13.272.900, PROVINSI 1 Laporan
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X.XX.01.1.02 Administrasi

Persentase Penyusunan dokumen laporan

0, - 0,
Keuangan Perangkat Daerah keuangan tepat waktu 100% 9.337.191.076, 100% 8.745.000.057,87
X.XX.01.1.02.01 Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan ) APBD
dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Makassar 12 Bulan 9.258.660.776, PROVINSI 12 Bulan 8.650.000.057,87
X XX.01.1.02.05 Koordinasi dan | 2umiah Laporan Keuangan AKhir Tahun
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi APBD
Penyusunan Laporan Keuangan - Makassar 2 Laporan 2 Laporan 25.000.000,-
. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 19.999.800,- PROVINSI
Akhir Tahun SKPD SKPD
X.XX.01.1.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan ) APBD i
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Makassar 12 Laporan 52.780.700, PROVINSI 12 Laporan 65.000.000,
SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
X.XX.01.1.02.08 Penyusunan -
o . Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis APBD 5.000.000
Pelapora_n dan Analisis Prognosis Prognosis Realisasi Anggaran Makassar 1 Dokumen 5.749.800,- PROVINSI 1 Dokumen
Realisasi Anggaran
X.XX.01.1.05 Administrasi Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat Nilai Rata-Rata 4.690.000.- Nilai Rata- 80.000.000
Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah berdasarkan kinerja ASN 78,5 R Rata 79
X.XX.01.1.05.02 Pengadaan . . .
Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Makassar 0 Paket 0.- APBD 1 Paket 75.000.000
Kelengkapan PROVINSI
Kelengkapannya
X.XX.01.1.02.03 Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Makassar 3 Dokumen 4690000 | _\PBD 3 Dokumen 5.000.000
K - Administrasi Kepegawaian PROVINSI
epegawaian
X.XX.01.1.06 Administrasi Cakupan Pelayanan Administrasi Umum 90% 778.313.500,- 95% 906.410.000
Umum Perangkat Daerah Perangkat Daerah
X.XX.01.1.06.01 Penyediaan :
: Jumlah Paket Komponen Instalasi
Komponen Instalasi A APBD 8.500.000
Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Makassar 5 Paket 12.233.100,- PROVINSI 5 Paket

Kantor

Disediakan
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X.XX.01.1.06.02 Penyediaan

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan

APBD

Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Kantor yang Disediakan Makassar 9 Paket 115.805.000,- PROVINSI 20 Paket 250.000.000
X.XX.01.1.06.05 Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan APBD 45.000.000
Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Makassar 2 Paket 37.081.200,- PROVINSI 2 Paket
X.XX.01.1.06.08 Fasilitasi A . APBD 75.000.000
Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Makassar 4 Laporan 48.950.600,- PROVINSI 4 Laporan
X.XX.01.1.06.09 Penyelenggaraan
S . Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat ) APBD 730.000.000

gli%a[t) Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kab/Kota 5 Laporan 382.629.400, PROVINSI 5 Laporan
X.XX.01.1.06.10 Penatausahaan Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip APBD 25.000.000
Arsip Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Makassar 100 Dokumen 6274200~ | provINsI 100 Dokumen
X.XX.01.1.06.11 Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Makassar 3 Dokumen 175.340.000,- PROVINSI 3 Dokumen 200.000.000
Berbasis Elektronik pada SKPD SKPD e
X XX.01.1.08 Penyediaan Jasa Cakupan ketersediaan jasa penunjang
Penunjang Urusan Pemerintahan | .o kantor 8% 1.083.802.056,- 90 % 1.060.000.000
Daerah
X.XX.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat . APBD
Surat Menyurat Menyurat Makassar 1500 Laporan 29.897.800, PROVINSI 1550 Laporan 35.000.000
X.XX.01.1.08.02 Penyediaan Jasa . S

P . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 3 APBD
Eic;mukmkasu Sumber Daya Air dan Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Makassar Laporan 118.630.400,- PROVINSI 3 Laporan 125.000.000
X.XX.01.1.08.03 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 5 APBD 5
Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Perlengkapan Kantor yang Disediakan Makassar Laporan 67.470.000,- PROVINSI Laporan 35.000.000
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X.XX.01.1.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan ) APBD 865.000.000
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Makassar 12 Laporan 867.803.856, PROVINSI 12 Laporan
X.XX.01.1.09 Pemeliharaan Cakupan barang milik daerah penunjang 825.000.000
Barang Milik Daerah Penunjang | urusan pemerintahan daerah yang 100% 716.913.053,- 100% B
Urusan Pemerintahan Daerah dipeliharah
X.XX.01.1.09.02 Penyediaan Jasa . .

. - . Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, A - . APBD .
Pajak dan Perizinan Kendaraan IF:Z'F;aI?gzﬂ gzr:igz iﬁ;ﬁﬁ"gara dan Dibayarkan Makassar 12 Unit 536.603.228,- PROVINSI 12 Unit 450.000.000
Dinas Operasional atau Lapangan J y
X.XX.01.1.09.10

. S Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Kantor atau Bangunan Lainnya yang Makassar 2 Unit 180.309.825,- APBD 4 Unit 375.000.000
dan Prasarana Gedung Kantor atau N - e - PROVINSI

. Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya
Total Anggaran 16.869.178.105,- 19.354.088.457,87
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BAB V
PENUTUP

41 Catatan penting
Rencana kerja perubahan 2024 telah disesuaikan dengan Renstra 2024 - 2026
yang telah ditetapkan untuk menjadi acuan dalam rencana kerja tahun pertama

2024.

4.2  Kaidah Pelaksanaan
Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang disusun

dengan mengacu kepada rancangan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Sulawesi Selatan serta rancangan Rencana Pembangunan

Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 - 2026. Rencana Strategis

sebagaimana diketahui merupakan rencana umum jangka menengah yang harus

diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat
dilaksanakan secara terfokus, rinci dan bertahap sesuai skala prioritas.

Kaidah-kaidah pelaksanaan rencana kerja ini ditetapkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban
memberikan supervise yang diperlukan serta melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja setelah ditetapkannya rencana kerja ini sebagai program
dan kegiatan tahun 2024.

2. Para Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Provinsi Sulawesi Selatan berkewajiban melaksanakan program
dan kegiatan berdasarkan target-target kinerja sasaran setelah ditetapkannya
rencana kerja ini sebagai program dan kegiatan tahun 2024.

3. Para Kepala Sub Bagian dan Sub Bidang membantu secara teknis Kepala
Bidang/Sekretaris dalam pencapaian target kinerja dari setiap program dan
kegiatan sesuai bidang tugasnya setelah ditetapkannya rencana kerja ini
sebagai program dan kegiatan tahun 2024.

4. Staf membantu Kepala Sub Bagian /Sub Bidang dalam melaksanakan
program dan kegiatan masing-masing.

4.2. Penutup
Rencana Kerja (Renja) DP3A Dalduk KB Tahun 2024 merupakan rencana
kerja tahunan berdasarkan rancangan Renstra DP3A Dalduk KB Provinsi

Sulawesi Selatan 2024 — 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, serta target dan Sasaran

Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Rencana Kerja DP3A Dalduk KB sebagai bahan dalam penyusunan usulan

rencana kegiatan rutin dan pembangunan yang bersumber dari APBD Pemerintah
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Provinsi  Sulawesi  Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan tetap
mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.
Dengan adanya Rencana Kerja DP3A Dalduk KB Tahun 2024, maka penetapan
prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Visi dan Misi
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024 - 2026 diharapkan

akan lebih akuntabel dan terukur.
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